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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan 
Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan 
dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 20 I 0 tel ah dapat 
diselesaikan sesuai rencana. 

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan 
dengan permasalahan Narkotika merupakan salah satu upaya 
dalam menghimpun berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang 
berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Peraturan Perundang-Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi 
sumber informasi bagi aparat PenegakHukum permasalahan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika,serta masyarakat yang memerlukan. 

Semoga Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berhubungan dengan permasalahan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika ini dapat bermanfaat bagi para petugas yang melaksanakan 
tugas Pencegahan Penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika ( P4GN ). 

Kepada semua pihak yang telah perperan serta dengan meluangkan 
segenap waktu,pikiran dan tenaga untuk membantu penyusunan 
dan pengumpulan buku peraturan perundang-undangnan ini, kami 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Semoga segala 
upaya yang telah dilaksanakan akan mendapatkan Rahmat dari Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Jakarta, Nopember 2010 

Penyusun 
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SAMBUTAN 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian. 

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan rahmat clan karuniaNya sehingga kita dapat menyelesaikan 
penyusunan buku Himpunan Perundang-Undang yang berhubungan 
dengan permasalahan Narkotika clan Prekursor Narkotika Tahun 
2010. Penyusunan Buku Himpunan Perundang-Undangan tentang 
Tindak Pidana Narkotika clan Prekursor Narkotika ini bertujuan 

memberikan berbagai informasi Perundang-Undangan penanganan 
Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat 
dipergunakan sebagai sumber informasi bagi aparat Penegak Hukum 
secara Profesional dan benar sesuai Peraturan Perundang-undangnan 
dalam menangani Narkotika dan Prekursor narkotika di Lingkungan 
Badan Narkotika Nasional. 

Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Narkoba 

tahun 2010-2014 yang telah tersususun BNN bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas narkoba pada tahun 
2015. Strategi nasional BNN tersebut meliputi strategi di bidang 
Pencegahan Penyelahgunaan clan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika ( P4GN ). 

Kepada semua pihak yang mendukung penyusunan Buku 
Kumpulan Perundang-Undangan ini, saya ucapan terimakasih 
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clan penghargaan yang setinggi-tingginya, Semoga komitmen clan 

pengabclian yang cliberikan akan membawa manfaat yang besar bagi 

kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melinclungi kita 

clan melimpahkan RahmatNya kepacla kita semua. 

Sekian clan Terima Kasih. 

Jakarta, Nopember 2010 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG 

NARKOTIKA 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
sejahtera. adil dan makmur yang merata materil dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas 

sumber daya manusia Iildonesia sebagai salah satu modal 
pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan 
secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; 

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber 
daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan 
di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara 
lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika 

jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta 
melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan 
yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi 
lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 



Mengingat 

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; 

d. bahwa mengimpor. mengekspor, memproduksi, menanam, 
men)~mpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan 
Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang 
ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika 
karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang 
sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, 
dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; 

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional 
yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi 
yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan 
organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan 
korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang 
sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, 
dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk 
menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; 

I. Pasal 5 ayat (I) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan 
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 
1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan 
United Nations Convention Against lllicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3673); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Undang-Undang ini yang climaksud clengan: 

I. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal clari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang clapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, clan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
clibeclakan ke clalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-Unclang ini. 

2. Prekursor Narkotika aclalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang 
clapat cligunakan dalam pembuatan Narkotika yang clibeclakan dalam tabel 
sebagaimana terlampir clalam Unclang-Undang ini. 

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, 
clan menghasilkan Narkotika secara langsung atau ticlak langsung melalui 
ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau 
gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. 

4. lmpor adalah kegiatan memasukkan Narkotika clan Prekursor Narkotika 
ke clalam Daerah Pabean. 

5. Ekspor aclalah kegiatan mengeluarkan Narkotika clan Prekursor Narkotika 
clari Daerah Pabean. 

6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan 
atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan 
hukum yang clitetapkan sebagai tinclak piclana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 
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7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

9. Pengangkutan adalah .setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, 
moda, atau sarana angkutan apa pun. 

10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang 
memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan 
penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan. 

11. lndustri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang 
memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat 
dan bahan obat, termasuk Narkotika. 

12. Transite Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara 
ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik 
Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana 
angkutan. 

13. Pecan du Narkotika adalah orang yang menggunakan a tau menyalahgunakan 
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara 
fisik maupun psikis. 

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan 
untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang 
meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya 
dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala tisik 
dan psikis yang khas. 

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 
melawan hukum. 

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 
untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 
bail< tisik, mental maupun sosiaJ, agar bekas pecandu Narkotika dapat 
kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang 
bersekongkol atau bersepakat untukmelakukan, melaksanakan, membantu, 
turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi 
konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau 
mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. 
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19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau 
penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, clan/ 
atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat 
komunikasi elektronik fainnya. 

20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu 
kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang 
telah ada untuk suatu waktu tertentu clan bertindak bersama dengan tujuan 
melakukan suatu tindak pidana Narkotika. 

2 l. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan. 

BAB II 
DASAR, ASAS, DAN TUJUAN 

Pasal2 
Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 3 
Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: 

a. keadilan; 

b. pengayoman; 

c. ken1anusiaan; 
d. ketertiban; 

e. perlindungan; 

f keamanan; 

g. nilai-nilai ilmiah; dan 

h. kepastian hukum. 

Pasal4 
Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: 
a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
penyalahgunaan Narkotika; 

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 
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d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah 
guna dan pecandu Narkotika. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 5 
Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk 

kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 

Pasal 6 
(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: 

a. Narkotika Golongan I; 

b. Narkotika Golongan II; dan 
c. Narkotika Golongan Ill. 

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 7 
Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 8 
( 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan. 

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk 
reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan 
persetujuan Menteri alas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 
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BAB IV 

PENGADAAN 

Bagian Kesatu 

Rencana Kebutuhan Tahunan 

Pasal 9 
(1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika. 

(3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan 
realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi 
pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara 
nasional. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan 
Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 10 
(I) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi 

dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana 
kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan 
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika 
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Bagian Kedua 

Produksi 

Pasal II 
(I) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada 

Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 

(2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai 
dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9. 
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(3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap 
bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai 
dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9. 

(4) Ketentuan lebih lanjut n1engenai tata carapemberian izin dan pengendalian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan. 

Pasal 12 
(I) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam 

proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/ 
atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Ketiga 

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pasal 13 
(I) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan 

pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, 
dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan 
teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan 
izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

8 



Bagian Keempat 

Penyimpanan dan Pelaporan 

Pasal 14 
(I) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang 

besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, 
rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan 
lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. 

(2) lndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan 
farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, 
balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, 
menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan 
dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan 
tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh 
Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
berupa: 

a. teguran; 
b. peringatan; 
c. denda administratif; 

d. penghentian sementara kegiatan; atau 

e. pencabutan izin. 

BABY 
IMPOR DAN EKSPOR 

Bagian Kesatu 

lzin Khusns dan Surat Persetujuan lmpor 

Pasal 15 
(I) Menteri memberi izin kepada I (satu) perusahaan pedagang besar farmasi 

milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor 
Narkotika. 
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(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan 
lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan · peraturan 
perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. 

Pasal 16 
(I) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri 

untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan lmpor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Peng a was Obat dan 
Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau 
penggunaan Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan lmpor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat 
terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan 
kepada pemerintah negara pengekspor. 

Pasal 17 
Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah 

negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalarn dokumen 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengekspor. 

Bagian Kedua 

lzin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor 

Pasal 18 
(I) Menteri memberi izin kepada I (satu) perusahaan pedagang besar farmasi 

milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor 
Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan 
lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika. 

Pasal 19 
(I) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri 

untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika. 
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(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ), pemohon hams melampirkan surat persetujuan 
dari negara pengimpor. 

Pasal 20 
Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah 

negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor. 

Pasal 21 
Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan 

melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. 

Pasal 22 
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat 

Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Bagian Ketiga 

Pengangkutan 

Pasal 23 
Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang 

tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang­
Undang ini. 

Pasal 24 
(I) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen 

atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat 
Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat 
Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen 
atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di negara pengimpor. 

Pasal 25 
Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah 

Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas 
kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen 
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atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. 

Pasal 26 
(I) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 

dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang 
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan 
pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor 
wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan 
dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada 
penanggung jawab pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan 
bertanggung jawab alas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 
dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang 
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor. 

Pasal 27 
(I) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam 

kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel 
oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim. 

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut. 

(3) Nakhoda dalam waktu paling lama I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat 
dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat. 

( 4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama 
oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai. 

(5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau surat 
persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor di dalam kapal wajib 
membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada 
persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan 
Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. 

Pasal 28 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten 

penerbang untuk pengangkutan udara. 
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Bagian Keempat 

Transito 

Pasal 29 
(I) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau surat 

persetujuan ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara 
pengekspor dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang 
sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor. 

(2) Dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika dari pemerintah 
negara pengekspor dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) sekurang-kurangnya memuat 
keterangan tentang: 
a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika; 
b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan 
c. negara tujuan ekspor Narkotika. 

Pasal 30 
Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada transito 

Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari: 

a. pemerintah negara pengekspor Narkotika; 
b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan 
c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika. 

Pasal 31 
Pengemasan kembali Narkotika pada transito Narkotika hanya dapat 

dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan 
hams dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai 
dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal32 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito Narkotika diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kelima 

Pemeriksaan 

Pasal 33 
Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, 

ekspor, dan/atau transito Narkotika. 
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Pasal 34 
(I) lmportir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya 

disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan 
hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya impor Narkotika di perusahaan. 

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Menteri 
menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah 
negara pengekspor. 

BAB VI 

PEREDARAN 

Bagian Kesatu 

Urn um 

Pasal 35 
Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, 
bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 36 
(I) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah 

mendapatkan izin edar dari Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran 
Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
diatur dengan Peratu ran Menteri. 

(3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat 
jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus melalui pendaftaran pada 
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika 
dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal 37 
Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik 

alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
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Pasal 38 
Setiap kcgiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen 

yang sa h. 

Bagian Kedua 

Penyaluran 

Pasal 39 
(I ) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh lndustri Farmasi, pedagang besar 

farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan 
farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) wajib memiliki 
izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. 

Pasal 40 
(I ) lndustri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: 

a. pedagang besar farmasi tertentu; 

b. apotek; 

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan 
d. rumah sakit. 

(2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika 
kepada: 
a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; 
b. apotek; 

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; 
d. rumah sakit; 

e. lembaga ilmu pengetahuan; dan 
(3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat 

menyalurkan Narkotika kepada: 
a. rumah sakit pemerintah; 
b. pusat kesehatan masyarakat; dan 

c. balai pengobatan pemerintah tertentu. 

Pasal 41 
Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi 

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Pasal 42 
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Ketiga 

Penyerahan 

Pasal 43 
(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: 

a. apotek; 
b. rumah sakit; 

c. pusat kesehatan masyarakat; 
d. balai pengobatan; dan 
e. dokter. 

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: 
a. rumah sakit; 
b. pusat kesehatan masyarakat; 
c. apotek lainnya; 
d. balai pengobatan; 
e. dokter; dan 
f. pasien. 

(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan 
hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep 
dokter. 

(4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: 

a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkoiika 
melalui suntikan; 

b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan 
Narkotika melalui suntikan; atau 

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. 

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan 
oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) hanya dapat diperoleh di 
apotek. 

Pasal44 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri. 
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BAB VII 

LABEL DAN PUBLIKASI 

Pasal 45 
(I) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pad a kemasan Narkotika, baik 

dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika. 

(2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk 
lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, 
ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. 

(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika 
harus lengkap dan tidak menyesatkan. 

Pasal 46 
Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran 

atau media cetak ilmiah farmasi. 

Pasal47 
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label clan 

publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

BAB VIII 

PREKURSOR NARKOTIKA 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pengaturan 

Pasal 48 
Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan: 
a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan 
c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika. 

Bagian Kedua 

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika 

Pasal 49 
( l) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke 
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dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang­
Undang ini. 

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri 
setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. 

Bagian Ketiga 

Rencana Kebutuhan Tahunan 

Pasal 50 
(I) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika 

untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilnm 
pengetahuan dan teknologi. 

(2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun 
berdasarkan jumlah persediaan, perk.iraan kebutuhan, dan penggunaan 
Prekursor Narkotika secara nasional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana 
kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi 
dengan menteri terkait. 

Bagian Keempat 

Pengadaan 

Pasal 51 
(I) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor. 

(2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, 
dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 52 
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, 

pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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BABIX 

PENGOBATAN DAN REHAB!LITASI 

Bagian Kesatu 

Pengobatan 

Pasal 53 
(I) Untuk kepentingan pengobatan clan berclasarkan inclikasi meclis, clokter 

clapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III clalam jumlah 
terbatas clan secliaan tertentu kepacla pasien sesuai dengan ketentuan 
peraturan perunclang-unclangan. 

(2) Pasien sebagaimana climaksucl pada ayat (1) clapat memiliki, menyimpan, 
clan/atau membawa Narkotika untuk clirinya sendiri. 

(3) Pasien sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) harus mempunyai bukti 
yang sah bahwa Narkotika yang climiliki, clisimpan, clan/atau clibawa 
untuk digunakan cliperoleh secara sah sesuai clengan ketentuan peraturan 
perunclang-unclangan. 

Bagian Kedua 

Rehabilitasi 

Pasal 54 
Pecanclu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis clan rehabilitasi sosial. 

Pasal55 
(1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur 

wajib melaporkan kepacla pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ 
atau lembaga rehabilitasi meclis clan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah untuk menclapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis clan rehabilitasi sosial. 

(2) Pecanclu Narkotika yang suclah cukup umur wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan oleh keluarganya kepacla pusat kesehatan masyarakat, rumah 
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis clan rehabilitasi sosial yang 
clitunjuk oleh Pemerintah untuk menclapatkan pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 56 
(I) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri. 

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu 
Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. 

Pasal 57 
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan 

Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 
masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 

Pasal 58 
Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh 

instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Pasal 59 
( 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur 
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang sosial. 

BABX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 60 
(I) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang 

berhubungan dengan Narkotika. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi upaya: 
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a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah penyalahgunaan Narkotika; 

c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan 
Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan 
dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan 
atas; 

d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika 
untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan 



e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu 
Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat. 

Pasal 61 
(!) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang 

berkaitan dengan Narkotika. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) meliputi: 

a. Narkotika clan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan clan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. alat-alat potensial yang dapat clisalahgunakan untuk melakukan tinclak 
piclana Narkotika clan Prekursor Narkotika; 

c. evaluasi keamanan, khasiat, clan mutu produk sebelum dieclarkan; 
cl. procluksi; 

e. impor clan ekspor; 
f. pereclaran; 
g. pelabelan; 
h. informasi; clan 

i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 62 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana climaksucl dalam 

Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 61 cliatur clengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 63 
Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau 

badan internasional secara bilateral clan multilateral, baik regional maupun 
internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika sesuai clengan kepentingan nasional. 

BAB XI 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan dan Tempat Kedudukan 

Pasal64 
( 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan clan 

pereclaran gelap Narkotika clan Prekursor Narkotika, clengan Unclang-
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Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat 
BNN. 

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan lembaga pemerintah 
non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. 

Pasal 65 
(1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai perwakilan di 
daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

(3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota 
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 

Pasal 66 
BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (3) merupakan instansi vertikal. 

Pasal 67 
(1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris 

utama dan beberapa deputi. 

(2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) membidangi urusan: 
a. bidang pencegahan; 
b. bidang pemberantasan; 

c. bidang rehabilitasi; 
d. bidang hukum dan kerja sama; dan 

e. bidang pemberdayaan masyarakat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN 

diatur dengan Peraturan Presiden. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 68 
(I) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Presiden. 
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Pasal 69 
Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang cal on harus memenuhi 

syarat: 

a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. berijazah paling rendah strata 1 (satu); 
e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan 

paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika; 
f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; 
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi 

yang baik; 
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 
i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan 
j . bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama 

menjabat kepala BNN. 

BNN mempunyai tugas: 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 70 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika Prekursor Narkotika. 

d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat; 

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 
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g. melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, bail< regional maupun 
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

Pasal 71 
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan 
penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 72 
(I) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh 

penyidik BNN. 

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian penyidil< BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Kepala BNN. 

BAB XII 

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN 

DI SIDANG PENGADILAN 

Pasal 73 
Penyidil<an, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 

penya!ahgunaan dan peredaran gelap Narkotil<a dan Prekursor Narkotil<a 
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 74 
(I) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk 
diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. 

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana 
Prekursor Narkotil<a pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan 

24 



kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, 
pelaksanaannya hams dipercepat sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 75 

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: 
a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 

adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; 
d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 

e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memeriksa surat dan/atau dolaimen lain tentang penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional; 
melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti 
awal yang cukup; 

j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di 
bawah pengawasan; 

k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

I. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat 
(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; 

m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; 

o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat­
alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
disita; 
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q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 

r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 

s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 76 
(I) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 
jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. 

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diperpanjang 
paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 

Pasal 77 
(l) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan 

setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 
(tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. 

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dilaksanakan atas 
izin tertulis dari ketua pengadilan. 

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diperpanjang 1 
(satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 

( 4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 78 
(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, 

penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan 
negeri lebih dahulu. 

(2) Dalam waktu paling lama l x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik 
wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai 
penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 79 
Teknik penyidikan pembelian terselub.ung dan penyerahan di bawah 

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh 
Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan . 
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Pasal 80 
Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: 

a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, 
termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 

b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain 
yang terkait; 

c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan 
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; 

d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang 
seseorang bepergian ke lliar negeri; 

e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi 
terkait; 

f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, 
dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi 
yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti 
awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 

g. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang 
bukti di luar negeri. 

Pasal 81 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 82 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor 
Narkotika berwenang: 
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a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya 
dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

d. memeriksa hahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

Pasal83 
Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 84 
Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada 
penyidik BNN begitu pula sebaliknya. 

Pasal 85 
Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi 
dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 86 
(I) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa: 
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b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain 
kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada: 
I. tulisan, suara, dan/atau gambar; 

2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki 
makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau 
memahaminya. 

Pasal 87 
(I) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang 

melakukan penyitaan Narkotika clan Preklirsor Narkotika, atau yang diduga 
Narkotika clan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika clan 
Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita 
acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, clan tahun 

dilakukan penyitaan; 
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika clan 

Prekursor Narkotika; clan 
d. tancla tangan clan identitas lengkap penyidik yang melakukan 

penyitaan. 
(2) Penyiclik sebagaimana dimaksucl pada ayat (I) wajib memberitahukan 

penyitaan yang dilakukannya kepacla kepala kejaksaan negeri setempat 
dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali clua puluh empat) jam sejak 
dilakukan penyitaan clan tembusannya clisampaikan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat, Menteri, clan Kepala Badan Pengawas Obat 
clan Makanan. 

Pasal88 
(I) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhaclap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan 
dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada 
penyidik BNN atau penyiclik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali clua puluh empat) jam 
sejak dilakukan penyitaan clan tembusan berita acaranya clisampaikan 
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kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, 
Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan 
dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geogralis atau 
transportasi. 

Pasal 89 
(I) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung 

jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di 
bawah penguasaannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, 
pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
disita sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 90 
(I) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik 
BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang 
sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna 
pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan 
pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 91 
(l) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan 

tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan 
pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam 
penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk 
dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan 
negeri setempat. 
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(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling 
lama I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut 
dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik 
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan 
tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri 
setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana di maksud 
pada ayat (2) dapat diperpanjang I (satu) kali untuk jangka waktu yang 
sama. 

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k. 

( 6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan 
dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung 
sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat. 

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republiklndonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 6) menyampaikan la po ran kepada Menteri 
mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan 
pelatihan. 

Pasal 92 
(I) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib 

memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling 
lama 2 x 24 ( dua kali dua puluh em pat) jam sejak saat ditemukan, setelah 
disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan 
pendidikan dan pelatihan. 

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang 
sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan 
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. 

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun 

ditemukan dan dilakukan pemusnahan; 
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c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman 
Narkotika; dan 

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak 
terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan. 

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disimpan oleh · penyidik untuk kepentingan 
pembuktian. 

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan 
dan pelatihan. 

Pasal 93 
Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, 

dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat 
dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman 
Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal 
Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan 
perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik. 

Pasal 94 
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan 

pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 95 
Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak 

menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91. 

Pasal 96 
(I) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan 
menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada 
pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. 

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh 
pengadilan. 
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Pasal 97 
Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, 

tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 
kekayaaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi 
yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak 
pidana Narkotika· dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau 
terdakwa. 

Pasal 98 
Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta 

kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi 
bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
dilakukan terdakwa. 

Pasal 99 
(I) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan 

perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang 
dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau 
ha! yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. 

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang 
bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prelnirsor Narkotika 
untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!). 

Pasal 100 
(I) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut um um, dan hakim yang memeriksa 

perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta 
keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun 
sesudah proses pemeriksaan perkara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 101 
(I) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan 

di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang 
menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan 
dirampas untuk negara. 

(2) Dalam ha! alat atau barang yang dirampas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat 
mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan 
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yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah 
pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. 

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian 
uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan: 

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau 

aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 102 
Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 0 I dapat dilakukan 

alas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara. 

Pasal 103 
(I) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu 
Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu 
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) huruf a diperhitungkan sebagai masa 
menjalani hukuman. 

BABXIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 104 
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan 

serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
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Pasal 105 
Masyarakat mempunyai hak clan tanggung jawab dalam upaya pencegahan 

clan pemberantasan penyalahgunaan clan pereclaran gelap Narkotika clan 
Prekursor Narkotika. 

Pasal 106 
Hak masyarakat clalam upaya pencegahan clan pemberantasan 

penyalahgunaan clan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
diwujudkan dalam bentuk: 
a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah 

terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan 

informasi tentang adanya clugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika clan 
Prekursor Narkotika kepada penegak hukurn atau BNN yang menangani 
perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada 
penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan 
kepada penegak hukum atau BNN; 

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan 
melaksanakan haknya atau diminta haclir dalam proses peradilan. 

Pasal 107 
Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN 

jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 

Pasal 108 
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana climaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, 

dan Pasal 106 dapat dibentuk dalarn suatu wadah yang dikoordinasi oleh 
BNN. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) diatur dengan Peraturan 
Kepala BNN. 
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BAB XIV 

PENGHARGAAN 

Pasal 109 
Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan 

masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal llO 
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal Ill 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 
I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit RpB00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam ha! perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi l (satu) 
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum merniliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 ( dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RpB00.000.000,00 
( delapan ratus ju ta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 ( delapan 
miliar rupiah) . 

(2) Dalam ha! perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
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seumur hiclup atau piclana penjara paling singkat 5 (lima) tahun clan paling 
lama 20 (clua puluh) tahun clan piclana maksimum clencla sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (1) clitambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 113 
(1) Setiap orang yang tan pa hak a tau me la wan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, a tau menyalurkan Narkotika Golongan I, clipiclana 
clengan piclana penjara paling singkat 5 (lima) tahun clan paling lama 15 
(lima belas) tahun clan piclana clencla paling seclik:it Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) clan paling banyak Rp!0.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memprocluksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana climaksucl pacla ayat (I) 
clalam bentuk tanaman beratnya melebihi I (satu) kilogram atau melebihi 5 
(Hrna) batang pohon atau clalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 
5 (lima) gram, pelaku dipiclana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 
hidup, atau piclana penjara paling singkat 5 (lima) tahun clan paling lama 20 
(dua puluh) tahun clan pidana dencla maksimum sebagaimana dimaksud 
pacla ayat (1) clitambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 114 
(I) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan !, dipiclana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun clan paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan pidana clencla 
paling sedik:it Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) clan paling banyak 
Rp!0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk clijual, menjual. membeli, 
menjacli perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang dalam 
bentuk tanaman beratnya melebihi l (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 
batang pohon atau clalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, 
pelaku dipiclana clengan pidana mati, pidana penjara seumur hiclup, atau 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan piclana denda maksimum sebagaimana dimaksud pacla 
ayat (!) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal ll5 
(!) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana clengan 
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pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS00.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 

(2) Dalam ha! perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam bentuk 
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 116 
(I) Setiap orang yang tan pa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 
I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam ha! penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 117 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 ( enam ratus ju ta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gran, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
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Pasal 118 
( 1) Setiap orang yang tan pa hak a tau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu 
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 119 
(I) Setiap orang yang tan pa hak a tau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (em pat) tahun dan paling lama 12 ( dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (I) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 120 
(I) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (en am ratus ju ta 
rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam ha! perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 121 
( 1) Setiap orang yang tan pa hak a tau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan !I 
untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam ha! penggunaan narkotika tehadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) mengakibatkan orang lain mati a tau cacat perm an en, pelaku 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 122 
( 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan lll, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 ( empat ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan 111emiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama IO (sepuluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (J) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 123 
( 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan Ill, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (Hrna 
miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan Ill sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tam bah 
1/3 (sepertiga). 
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Pasal 124 
(I) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan lll, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam ha! perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambah 1/3 
(sepertiga). 

Pasal 125 
(I) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (em pat ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Dalam ha! perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (I) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama IO (sepuluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambah 
1/3 (sepertiga). 

Pasal 126 
(I) Setiap orang yang tanpa hak atau me la wan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 
III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama IO (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . 

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan III untukdigunakan orang lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) mengakibatkan orang lain ma ti atau cacat permanen, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 127 
(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun; clan 

c. Narkotika Golongan Ill bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 
Pasal 55, dan Pasal 103. 

(3) Dalam ha! Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 
Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. 

Pasal 128 
(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (en am) bulan a tau pidana denda 
paling banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur clan telah dilaporkan oleh 
orang tua a tau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1) 
tidak dituntut pidana. 

(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa 
perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang 
ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi med.is sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

Pasal 129 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun clan paling 

lama 20 ( dua puluh) tahun clan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: 

a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 
untuk pembuatan Narkotika; 
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b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk 
pembuatan Narkotika; 

d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika 
untuk pembuatan Narkotika. 

Pasal 130 
(I) Dal am ha! tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, 

Pasal 113, Pasal 114. Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, 
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 
dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap k~rporasi 
berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I), korporasi dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

Pasal 131 
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ll, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 
115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, 
Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (l), Pasal 128 ayat (I), 
dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Pasal 132 
( l) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
Ill, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 
118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 
125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara 

'yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal­
Pasal tersebut. 

(2) Dalam ha! perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, 
Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, 
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 
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dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana 
denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). 

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

Pasal 133 
( 1) Setiap orang yang menyuruh, memberi a tau menjanjikan sesuatu, 

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu 
muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 
120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan 
Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 {dua 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah). 

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan 
tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 
menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rpl.OQ0.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) . 

Pasal 134 

{ 1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 
melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(2) Keluarga dari pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecan du Narkotika tersebut 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 
denda paling banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Pasal 135 
Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
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(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah). 

Pasal 136 
Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari 

tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik 
berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud 
atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika 
dirampas untuk negara. 

Pasal 137 
Setiap orang yang: 
a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, 

menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, 
menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, 
harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun 
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak 
pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp!0.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah); 

b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, 
penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau 
transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk 
benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud 
yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak 
pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 138 
Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta 

penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak 
pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Pasal 139 
Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 140 
(I) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 
89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp!00.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang 
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 
Pasal 89, Pasal 90, Pasa 91 ayat (2) dan (3), dan Pasal 92 ayat (I), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

Pasal 141 
Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (I), dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat l (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 142 
Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan 

hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada 
penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak RpS00.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

Pasal 143 
Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
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Pasal 144 
(I) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan 

pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 
112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 
119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 
Pasal 127 ayat (I). Pasal 128 ayat ( 1). dan Pasal 129 pidana maksimumnya 
ditambah dengan 1/3 (sepertiga) . 

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua 
puluh) tahun. 

Pasal 145 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak 

pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 
112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, 
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 
127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1). dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik 
Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini. 

Pasal 146 
(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika 

dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran 
keluar wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. 

(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/ 
atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki 
wilayah Negara Republik Indonesia. 

Pasal 147 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl00.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
bagi: 
a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, 

sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang 
mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan; 
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b. pirnpinan lernbaga ilrnu pengetahuan yang menanam, rnembeli, 
menyirnpan, atau rnenguasai tanarnan Narkotika bukan untuk kepentingan 
pengernbangan ilrnu pengetahuan; 

c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang rnernproduksi Narkotika 
Golongan I bukan untuk kepentingan pengernbangan ilrnu pengetahuan; 
at au 

d. pimpinan pedagang besar farrnasi yang rnengedarkan Narkotika Golongan 
I yang bukan untuk kepentingan pengernbangan ilrnu pengetahuan atau 
rnengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengernbangan 
ilrnu pengetahuan. 

Pasal 148 
Apabila putusan pidana denda sebagairnana diatur dalarn Undang-undang 

ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana 
Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 149 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 
provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, 
BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini; 

b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertarna kali ditetapkan sebagai 
Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini; 

c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 83 Tahun 2007 adalah 
pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini; 

d. dalam waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak Undang-Undang ini 
diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional 
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 83 Tahun 2007 
harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini; 

e. dalarn waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN 
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kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 
Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

Pasal 150 
Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum 
selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program clan 
kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya. 

Pasal 151 
Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun 
di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang­
Undang ini. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 152 
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang 
ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau 
belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 153 
Dengan berlakunya Undang-Undang ini: 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan 

b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II 
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nornor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut 
Undang-Undang ini, dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 154 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling 

lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Pasal 155 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang­
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Oktober 2009 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Oktober 2009 

DR. H. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ANDI MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 

NOMOR143 
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I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG 

NARKOTIKA 

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan 
untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau 
digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan 
akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat 
khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan 
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nila.i budaya bangsa yang 
pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melaiui 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
Vl/MPRJ2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan 
perubahan alas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya 
pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana 
denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping 
itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai 
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pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan clan kesehatan 
serta mengatur tentang rehabilitasi medis clan sosial. Namun, dalam 
kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan 
kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, 
remaja, clan generasi muda pada umumnya. 

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan 
merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas 
yang bekerj.a secara rapi clan sangat rahasia baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya 
pencegahan clan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan 
pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang 
semakin meningkat balk secara kuantitatif maupun kualitatif dengan 
korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, clan generasi 
muda pada umumnya. 

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 
Narkotika clan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, 
dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika 
karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan 
kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang­
Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan 
penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur 
pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika 
untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap 
pelaku penyalahgunaan clan peredaran gelap Narkotika clan Prekursor 
Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk 
pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana 
penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut 
dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, clan jumlah 
Narkotika. 

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika clan Prekursor Narkotika, 
diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan 
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 
Narkotika Provinsi, clan Badan Narkotika Kabupaten/kota. BNN tersebut 
merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai 



tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, 
BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian 
(LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab 
kepada Prcsiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia . Selain itu, BNN juga dilengkapi perangkat organisasi di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi 
dan BNN kabupaten/kota. 

Untuk lebih rnemperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh 
harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uangdari 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk 
negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin 
canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik 
penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung 
(under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled 
de/every), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilak.ukan secara 
terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, 
dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, 
regional, maupun internasional. 

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat 
yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan 
kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
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Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" 
hanya untuk industri farmasi. 

Pasal 6 

Ayat (I) 

Huruf a 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika 
Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 
digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengak.ibatkan ketergantungan. 

Hurufb 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika 
Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan 
dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 

Huruf c 

Ayat (2) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika 
Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Cukup jelas. 



Ayat (3) 

Pasal 7 

Yang climaksucl clengan "perubahan penggolongan Narkotika'' 
aclalah penyesuaian penggolongan Narkotika berclasarkan 
kesepakatan internasional clan pertimbangan kepentingan 
nasional. 

Yang climaksucl clengan "pelayanan kesehatan" aclalah termasuk 
pelayanan rehabilitasi meclis. 
Yang climaksucl clengan "pengembangan ilmu pengetahuan 
clan teknologi" aclalah penggunaan Narkotika terutama untuk 
kepentingan pengobatan clan rehabilitasi, termasuk untuk 
kepentingan pencliclikan, pelatihan, penelitian clan pengembangan 
serta keterampilan yang clilaksanakan oleh instansi pemerintah 
yang tugas clan fungsinya melakukan pengawasan, penyeliclikan, 
penyiclikan, clan pemberantasan pereclaran gelap Narkotika. 
Kepentingan pencliclikan, pelatihan clan keterampilan aclalah 
termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika clari 
pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea clan Cukai clan 
Baclan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. 

Pasal 8 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Pasal 9 

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai: 
a. reagensia diagnostik aclalah Narkotika Golongan I tersebut 

secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu 
zat/bahan/bencla yang cligunakan oleh seseorang apakah 
termasuk jenis Narkotika atau bukan. 

b. reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut 
secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ 
bahan/benda yang clisita atau clitentukan oleh pihak Penyidik 
apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (I) 

Yang climaksucl dengan "Narkotika dari sumber lain'' aclalah 
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Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara 
lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah 
atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau 
perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan 
terufama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, 
dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, 
dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah 
yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, 
dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal JI 
Ayat (I) 

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin 
kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi 
obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud 
agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah 
dilakukan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Ayat(S) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat(l) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "produksi" adalah 
termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung 
Narkotika. 

Yang dimaksud dengan "jumlah yang sangat terbatas" adalah 
tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "swasta" adalah lembaga ilmu pengetahuan 
yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan 
kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan". 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "balai pengobatan'' adalah balai 
pengobatan yang dipimpin oleh dokter. 

Ayat(2) 

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan 
praktek pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya 
memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan 
Narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan 
sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun. 

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang 
memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai 
kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan 
sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 ( tiga) tahun. 

Catalan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur 
pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah 
kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan 
dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) 
tahun. 

Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan 
menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu 
dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di 
dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan 
rencana kebutuhan tahunan Narkotika. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "pelanggaran" termasuk juga segala 
bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

huruf a 

Cukup jelas. 

hurufb 

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d 

Cukup jelas. 

huruf e 

Yang dimaksud dengan "pencabutan izin" adalah izin yang 
berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika. 

Pasal 15 
Ayat {I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Pasal 16 

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" dalam 
ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik 
negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam 
melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran 
dan lain-lain. 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 



Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kawasan pabean 
tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri" adalah kawasan 
di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang 
ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas 
Narkotika mudah diawasi. 
Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang­
Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang­
undangan lainnya. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika bail< 
melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang 
telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab pengangkut" adalah 
kapten penerbang atau nakhoda. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "kemasan khusus atau di tempal yang 
aman" dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan 
kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang 
disediakan secara khusus. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan 
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laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan 
memperketat pengawasan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Huruf a 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "jenis" adalah 
sediaan bentuk garam atau basa. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bentuk" adalah 
sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti 
tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "jumlah" adalah 
angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri 
dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter. 

Huruf c 

Cukup j el as. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transito 
Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila 
dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa <force 
majeur) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka 
perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam 
ketentuan ini. 

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, 
Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab 
pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai. 



Pasal 31 
Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan 
Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika 
pada Transito Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan 
Pengawas Obat clan Makanan. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja 
dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika 
laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan 
waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus 
segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang 
diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Dalam ketentuan mt yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi 
dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika 
termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke 
gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh 
importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, 
balai pengobatan, dokter, atau apotek. 

Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, 
surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep 
dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika 
bersangkutan. 
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Pasal 39 

Ayat(l) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "industri farmasi, 
dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan 
pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus 
untuk menyalurkan Narkotika. 

Ayat (2) 

Pasal 40 

Ketentuan ini menegaskan bahwa lzin khusus penyaluran 
Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah 
diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana 
penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Ayat (l) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu" 
adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat 
kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha 
Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan. 

Huruf d 

Ayat(2) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "rumah sakit" 
adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi 
memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau 
pedagang besar farmasi tertentu. 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 



Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Ayat (I) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum 
mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh 
Narkotika dari apotek. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Hurufa 

Ketentuan ini mengaskan bahwa pemberian kewenangan 
penyimpanan dan penyerahan Narkotika dalam bentuk 
suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet 
morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan 
dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien 
yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat 
disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang 
dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhingga dari 
penderita kanker tersebut. 
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Hurufb 

Lihat penjelasan huruf a. 

Huruf c 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika 
oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil 
yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan 
Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi 
wewenang. lzin tersebut melekat pada surat keputusan 
penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek. 

Ayat(S) 

Pasal 44 

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II 
dan Golongan III. 

Cukup jelas. 

Pasal 45 
Ayat(l) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label 
dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga 
memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pasal 46 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "label" adalah label 
khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari 
label untuk obat lainnya. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dipublikasikan" adalah 
yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika 
baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di 
kalangan terbatas kedokteran dan farmasi. 

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya 
penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 



Pasal 49 
Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri 
yang membidangi urusan perindustrian clan menteri yang 
membidangi urusan perdagangan. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat 
keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket. 

Pasal 54 

Yang dimaksud dengan "korban penyalah gunaan Narkotika'' adalah 
seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, 
diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan 
Narkotika. 

Pasal 55 
Ayat(l) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah 
dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan 
Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan 
keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan 
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tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak­
anaknya. 

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam ketentuan ini 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat(l) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu 
Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/ 
atau mengembangkan kemampuan fi sik, mental, dan sosial 
penderita yang bersangkutan. 

Ayat (2) 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" misalnya Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. 
Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi 
pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan 
serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain 
penularan HIV I AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan 
ketat Departemen Kesehatan. 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan 
keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatiflainnya. 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "mantan pecandu 
Narkotika" adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan 
terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "lembaga rehabilitasi 
sosial" adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik 
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 



Pasal 60 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui 
kegiatan ekstrakurikuler pada perguruan tinggi. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud clengan "kemampuan lembaga" dalam 
ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, clorongan, 
atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis terjaga 
keberlangsungannya. 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi 
juga kerja sama dalam rangka pencegahan clan pemberantasan 
kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi. 

Pasal 64 

Ayat (1) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa clengan dibentuknya Badan 
Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepacla 
Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan 
operasional clalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, pencegahan clan pemberantasan penyalahgunaan dan 
pereclaran gelap Narkotika clan Prekursor Narkotika, diharapkan 
penyalahgunaan dan pereclaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika clapat dicegah clan cliberantas sampai ke akar-akarnya. 
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Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Huruf a 

Cukup jelas 

Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c 

Yang dimaksud berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia" dalam ketentuan ini adalah tidak mengurangi 
kemandirian dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan 
tugas dan wewenang BNN. 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Hu ruff 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Hurufh 

Cukup jelas 

Hurufi 

Cukup jelas 



Hurufj 

Cukup jelas 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Ayat(l) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang 
oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka 
penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyelesaian 
secepatnya" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan 
putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
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Hurufh 

Yang climaksucl clengan "intercliksi" aclalah mengejar clan/ 
atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat 
terbang, atau kendaraan yang clicluga membawa Narkotika clan 
Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya clan clisita 
barang buktinya. · 

Hurufi 

Dalam ketentuan ini yang climaksud clengan "penyaclapan" 
aclalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyeliclikan dan/atau 
penyidikan yang clilakukan oleh penyidik BNN atau Penyiclik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan 
alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap 
pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau 
alat komunikasi elektronik lainnya. 

Termasuk di dalam penyaclapan aclalah pemantauan elektronik 
clengan cara antara lain: 

a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk 
mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging); 

b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yangbisa 
dilacak keberaclaanya (bird dog); 

c. intersepsi internet; 

d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), clan fax; 

e. CCTV (Close Circuit Television); 

f. pelacak l?kasi tersangka (direction finder) . 

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk 
mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang 
digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika clan tindak 
piclana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya 
baik nasional maupun internasional karena perkembangan 
teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal 
yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/ 
memberantas jaringan/sindikat Narkotika clan Prekursor 
Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka 
harus bisa clitembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan 
jaringan tersebut. 

Hurufj 

Cukup jelas. 



Hurufk 

Cukup jelas. 

Hurufl 

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya 
dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika 
di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, clan tes asam 
dioksiribonuk.leat (DNA) untuk iclentifikasi korban, pecandu, 
clan tersangka. 

Hurufm 

Cukup jelas. 

Hurufn 

Yang dimaksucl dengan "peminclaian" dalam ketentuan ini aclalah 
scanning baik yang clapat clibawa-bawa (portable) maupun 
stationere. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Hurufp 

Cukup jelas. 

Huruf q 

Cukup jelas. 

Huruf r 

Cukup jelas. 

Huruf s 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 
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Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Pasal 83 

Yang dimaksud dengan "kementerian atau lembaga pcmerintah 
nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam ha! ini Direktorat 
)enderal Bea dan Cukai, dan Sadan Pengawas Obat dan Makanan. 
Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau 
lembaga pemerintah non kementerian tersebut sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya 
tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "laboratorium tertentu" 
adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Ayat(I) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang 
dimaksud pada ayat i_ni tidak hanya yang ditemukan di ladang 
juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu 
yang ditanami Narkotika. termasuk tanaman Narkotika dalam 
bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat 
tersebut. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "sebagian kecil" 
adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk 
digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) 
hari dimaksudkan agar penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang bertugas di daerah yang letak geografisnya 
dan transportasinya sulit dicapai dapat melaksanakan tugas 
pemusnahan Narkotika yang ditemukan dengan sebaik-baiknya 
karena pelanggaran terhadap jangka waktu ini dapat dikenakan 
pidana. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "pejabat yang 
menyaksikan pemusnahan" adalah pejabat yang mewakili 
unsur kejaksaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Dalam ha! kondisi tempat tanaman Narkotika ditemukan 
tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat 
tersebut maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu 
pejabat atau anggota masyarakat setempat. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identilikasi jenis, 
isi dan kadar Narkotika (drugs profiling). 

Ayat(6) 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan 
dan harta benda" adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda 
bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak 
berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam 
penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak clan setiap orang atau 
badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana 
Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. 

Pasal 98 
Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan 
kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa 
seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan 
setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 99 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai 
suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak 
diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 



Pasal 100 
Ayat (I ) 

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah orang yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 101 
Ayat(l) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika 
dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim 
memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah 
baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga 
keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana 
pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang 
tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk 
biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk 
pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa 
mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana 
Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang 
untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang 
disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai 
rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan 
atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 
Ayat (I) 

Huruf a 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 
memutuskan bagi pecandu Narkotika yang terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung 
pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis 
(hukuman) bagi pecandu Narkotika yang bersangkutan. 

Hurufb 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 
menetapkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung 
pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan 
merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu Narkotika yang 
bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan suatu penekanan bahwa pecandu Narkotika 
tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan 
dan perawatan. 

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu 
Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung 
jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan 
tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. 
Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti 
bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam 
status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan 
rumah dan tahanan kota. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 



Pasal !OS 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal !07 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan 
harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan 
terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam 
bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan 
lainnya. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal Ill 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan "cacat permanen" dalam ketentuan ini 
adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau 
tidak dapat dipulihkan/disembuhkan. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 
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Pasal ll8 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

Cukup jelas 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

Pasal 132 

Ayat(I) 

Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur­
unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya 
pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 
sendiri. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

Pasal 136 

Cuk"llp jelas. 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 
Cukup jelas. 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas. 
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Pasal 148 

Cukup jelas. 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 
NOMOR5062 
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LAMPIRANI 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG NARKOTIKA 

DAFTAR NARKOTIKA GO LONGAN I 

l. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk 
buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 
tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
kadar morfinnya. 

3. Opium masak terdiri dari : 

a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan 
pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian 
dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud 
mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 

b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 

c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 

5. Daun koka, daun yang ' belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 
perubahan kimia. 

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 

7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian 
dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau 
bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo 
kimianya. 
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JO_ Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya. 

11. Asetorfina 3-0-acetiltetrahidro-7a-( l-hidroksi-l­
metilbutil)-6, 14:endoeteno-oripavina.t 

12. Acetil-alfa -
metil fentanil N -[ 1-( a -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida. 

13. Alfa-metilfentanil N-{1 (a-metilfenetil) -4-piperidi/] propionanilida 

14. Alfa-metiltiofentanil N-{1-] J-metil-2-(2-tienil) eti/]-4-iperidi/] 
priopionanilida 

15. Beta-hidroksifentanil N-{1-(beta-hidroksifeneti/)-4-piperidil] 
propionanilida 

16. Beta-hidroksi-3-
metil-fentanil N-{ l -(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] 

propio-nanilida. 

17. Desmorfina Dihidrodeoksimorfina 

18. Etorfina tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 
14-endoeteno-oripavina 

19. Heroina Diacetilmorfina 

20. Ketobemidona 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-
propionilpiperidina 

21. 3-metilfentanil N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 

22. 3-metiltiofentanil N-{3-metil-J-{2-(2-tienil) etil]-4-piperidil/ 
propionanilida 

23. MPPP l-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester) 

24. Para-fluorofentanil 4'-jluoro-N-(ljenetil-4-piperidil) propionanilida 

25. PEPAP 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester) 

26. Tiofentanil N-{1-{2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida 

27. BROLAMFETAMINA, 
nama lain DOB (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina 

28. DET 3-{2-( dietilamino) etil] indol 

29. OMA ( + )-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina 

30. DMHP 3-( l,2-dimetilhepti/)-7,8,9, 10- tetrahidro-6,6,9-
trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol 

31. DMT 3-{2-(dimetilamino)eti/] indol 
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32. DOET (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina 

33. ETISIKLIDINA, 
nama lain PCE N-etil-1 -fenilsikloheksilamina 

34. ETRIPTAMINA. 3-(2aminobutil) indole 

35. KATIN ONA (-)-(SJ- 2-aminopropiofenon 

36. (+)-LISERGIDA, 
nama lain LSD, 
LSD-25 9, 10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 ~ 

-karboksamida 

37. MOMA (±)-N, a -dimetil-3,4-(metilendioksi) 
fenetilamina 

38. meskalina 3,4,5-trimetoksifenetilamina 

39. METKATINONA 2-( metilamino )-1 - fenilpropan-1-on 

40. 4- metilaminoreks (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- Jeni/- 2-oksazolina 

41. MMDA 5-metoksi- a -metil-3,4-(metilendioksi) 
fenetilamina 

42. N-etilMDA : (±)-N-etil- a -metil-3,4-(metilendioksi) 
fenetilamin 

43. N-hidroksi MDA (±)-N-[a -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil] 
hidroksilamina 

44. paraheksil 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-
·dibenzo [b,d] piran-1-ol 

45. PMA p -metoksi-l'l!etilfenetilamina 

46. psilosina, psilotsin : 3-{2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol 

47. PSILOSIBINA : 3-{2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen 
fosfat 

48. ROLISIKLIDINA, 
nama lain PHP,PCPY 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina STP, 

49. DOM 2,5-dimetoksi- a ,4- dimetilfenetilamina 

50. TENAMFETAMINA, 
nama lain MDA a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina 

51. TENOSIKLIDINA, 
nama lain TCP 1- {1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina 

52. TMA (±)-3,4,5-trimetoksi- a -metilfenetilamina 
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53. AMFETAMINA (±)·a -metilfenetilamina 

54. DEKSAMFETAMINA ( + )· a -metilfenetilamina 

55. FENETILINA 7- {2- { (a-metilfenetil) amino]etil]tenjilina 

56. FENMETRAZINA 3- metil-2 f enilmorfolin 

57. FENSIKLIDJNA, 
nama lain PCP 1- (1- fenilsikloheksil)piperidina 

58. LEVAMFETAMINA, 
nama lain 
levamfetamina (-)- (R) - a - metilfenetilamina 

59. levometamfetamina (-) - N, a -dimetilfenetilamina 

60. MEKLOKUALON 3- (o-k/orofenil) · 2- metil-4(3H)- kui11azolino11 

61. METAMFETAMINA ( + )-(S)-N, a -dimetilfenetilamina 

62. METAKUALON 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon 

63. ZIPEPPROL a · (a metoksibenzil) -4-
( P-metoksifenetil)-1-piperazinetano 

64. Opium Obat 

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika 

DAFTAR NARKOTIKA GO LONGAN II 

I. Alfasetilmetadol A lfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-
difenilheptana 

2. Alfameprodina Alfa-3-etil- l -metil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina 

3. Alfametadol alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

4. Alfaprodina alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidi11a 

5. Alfentanil N-{ 1-(2-( 4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-
l-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-
fenilpropanamida 

6. Allilprodina 3-allil-1 -metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 

7. Anileridina Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-
karboksilat etil ester 

8. Asetilmetadol 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana 
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9. Benzetidin asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester 

10. Benzilmorfina 3-benzilmorfina 

IL. Betameprodina beta-3-etil- l -metil-4-fenil-4-propionoksipipe 
ridina 

12. Betametadol beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

13. Betaprodina beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe 
ridina 

14. Betasetilmetadol beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 
4-difenilheptana 

IS. Bezitramida 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-
propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina 

16. Dekstromoramida ( + )-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) 
butil]-morfolina 

17. Diampromida N-[2-(meti/feneti/amino) -propil]propionanilida 

18. Dietiltiambutena 3-dietilamino-1, 1-di(2 '- tieni/)-1-butena 

19. Difenoksilat asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-
fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

20. Difenoksin asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-
fen ilisonipekotik 

21. Dihidromorfina 

22. Dimefheptanol 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

23. Dimenoksadol 2-dimetilaminoetil-1 -etoksi- l,l -difenilasetat 

24. Dimetiltiambutena 3-dimetilamino-l, 1-di-(2'-tienil)-1-butena 

25. Dioksafetil butirat etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat 

26. Dipipanona 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona 

27. Drotebanol 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6fl, 14-diol 

28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan 
kokaina. 

29. Etilmetiltiambutena 

30. Etokseridina 

3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena 

asaml-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-
4-karboksilat etil ester 
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31. Etonitazena l-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzi/-5-
nitrobenzimedazol 

32. Furetidina asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil) 4 
Jenilpiperidina-4-karboksilat etil ester) 

33. Hidrokodona dihidrokodeinona 

34. Hidroksipetidina asam 4-meta-hidroksifenil-I-metilpiperidina-4-
karboksilat etil ester 

35. Hidromorfinol 14-hidroksidih idromorjina 

36. Hidromorfona dihidrimorjinona 

37. Isometadona 6-dimetilamino- 5 -meti/-4, 4-difeni/-3-
heksanona 

38. Fenadoksona 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona 

39. Fenampromida N-(l-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida 

40. Fenazosina 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2jenetil-6,7-
benzomorfan 

41. Fenomorfan 3-hidroksi-N-fenetilmorjinan 

42. Fenoperidina asaml -(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-
Jenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

43. Fentanil ljenetil-4-N-propionilanilinopiperidina 

44. Klonitazena 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-
nitrobenzimidazol 

45. Kodoksima dihidrokodeino11a-6-karboksimetiloksima 

46. Levofenasilmorfan (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorjinan 

47. Levomoramida (-)-4-{2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil) 
butil] morfolina 

48. Levome(orfan (-)-3-metoksi-N-metilmorjinan 

49. Levorfanol (-)-3-hidroksi-N-meti/morjinan 

50. Metadona 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona 

SL Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana 

52. Metazosina 2'-hidroksi-2,5,9-trimeti/-6, 7-benzomorfan 

53. Metildesorfina 6-metil-delta-6-deoksimorjina 

54. Metildihidromorfina 6-metildihidromorjina 
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55. Metopon 

56. Mirofina 

5-metildihidromorfinona 

Miristilbenzilmorjina 

57. Moramida intermedi at: asam (2-metil-3-morfolino- 1, Jd!fenilpropana 
karboksilat 

58. Morferidina 

59. Morfina-N-oksida 

asam 1-(2-morfolinoetil)-4jenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester 

60. Morfin metobromida clan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya 
termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N­
oksida 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

Morfina 

Nikomorfina 

Norasimetadol 

Norlevorfanol 

Normetadona 

Normorlina 

Norpipanona 

Oksikodona 

Oksimorfona 

Petidina intermediat A: 

Petidina intermediat B: 

Petidina intermediat C: 

Petidina 

Piminodina 

Piritramida 

Proheptasina 

Properidina 

3,6-dinikotinilmorjina 

(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-
difenilheptana 

(-)-3 -hidroksimorfinan 

6-dimetilamino-4,4-difenil-3 -heksanona 

dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina 

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona 

14-hidroksidihidrokodeinona 

14-hidroksidihidromorjinona 

4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina 

asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

Asam 1-metil-4jenilpiperidina-4-karboksilat 

Asaml-metil-4jenilpiperidina-4-karboksi/at etil 
ester 

asam 4-fenil-1-( 3jenilaminopropil)- pipe ridina-
4-karboksilat etil ester 

as am 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4( 1-piperidino )­
piperdina-4-karboksi/at amida 

1,3-dimetil-4jenil-4-
propionoksiazasikloheptana 

asaml-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 
isopropil ester 
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78. Rasemetorfan 

79. Rasemoramida 

80. Rasemorfan 

81. Sufentanil 

82. Tebaina 

83. Tebakon 

84. Tilidina 

( ±)-3-rnetoksi-N-rnet ilrnorfinan 

( ±)-4-( 2-rnetil-4-okso-3, 3-difenil-4-( 1-pirolidinil)­
butil ]-rnorfolina 

(±)-3-hidroksi-N-rnetilmo~/inan 

N-[4-(metoksirnetil)-1-(2-(2-tienil)-etil 
-4-piperidil] propionanilida 

asetildihidrokodeinona 

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-l-fenil-3-
sikloheksena-l-karboks ilat 

85. Trimeperidina l ,2,5-trimetil-4jenil-4-propionoksipiperidina 

86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas. 

DAFTAR NARKOTIKA GO LONGAN III 

I. Asetildihidrokodeina 

2. Dekstropropoksifena a-(+ )-4-dimetilamino-l,2-difenil-3-metil-2-
butanol propionat 

3. Dihidrokodeina 

4. Etilmorfina 

5. Kodeina 

6. Nikodikodina 

7. Nikokodina 

8. Norkodeina 

3-etil morfina 

3-metil morfina 

6-nikotinildihidrokodeina 

6-nikotinilkodeina 

N-demetilkodeina 

9. Polkodina Morfoliniletilmorfina 

10. Propiram N-(l-rnetil-2-piperidinoetil)-N-2-
piridilpropionamida 

11. Buprenorfina 21-siklopropil-7-a-[(S)-l-hidroksi-l,2,2-
trimetilpropil]-6, l 4-endo-entano-6,7,8, 14-
tetrahidrooripavina 

12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 

13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 

14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika 
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LAMPIRAN II 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG NARKOTIKA 

GOLONGAN DAN /ENIS PREKURSOR 

TABELI 

I. Acetic Anhydride. 

2. N-Acetylanthranilic Acid. 

3. Ephedrine. 

4. Ergometrine. 

5. Ergotamine. 

6. Isosafrole. 

7. Lysergic Acid. 

8. 3 ,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone. 

9. Norephedrine. 

10. l-Phenyl-2-Propanone. 

11. Piperonal. 

12. Potassium Permanganat. 

13. Pseudoephedrine. 

14. Safrole. 
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TABELll 

I. Acetone. 

2. Anthranilic Acid. 

3. Ethyl Ether. 

4. Hydrochloric Acid. 

5. Methyl Ethyl Ketone. 

6. Phenylacetic Acid. 

7. Piperidine. 

8. Sulphuric Acid. 

9. Toluene. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

DR. H . SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2009 

TENTANG 

KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah 
satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 
dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pancasila · dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara 
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam 
rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 
pembangunan nasional; 

c. bahwa setiap ha! yang menyebabkan terjadinya gangguan 
kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan 
kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti 
investasi bagi pembangunan negara; 
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d. bahwa setiap upaya pembangunan hams dilandasi 
dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan 
nasional hams memperhatikan kesehatan masyarakat dan 
merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah 
maupun masyarakat; 

e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, 
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat 
sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang­
Undang tentang Kesehatan yang barn; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; 

Mengingat Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

I. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis. 

2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, 
perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta 
fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk 
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menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan 
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 

4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. 

5. Alai kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang 
tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, 
memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan 
memperbaiki fungsi tubuh. 

6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 
digunakan untukmempengaruhi a tau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan 
patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 

9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau 
campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan 
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 
di masyarakat. 

10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang 
ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan 
penanganan permasalahan kesehatan manusia. 

11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 

12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang 
bersifat promosi kesehatan. 
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13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap 
suatu masalah kesehatan/penyakit. 

14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 
pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau 
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal 
mungkin. 

15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat 
sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna 
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan 
kemampuannya. 

16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan 
dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan 
turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang kesehatan. 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan 
terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma­
norma agama. 

Pasal3 
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 
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BAB Ill 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak 

Pasal 4 
Setiap orang berhak alas kesehatan. 

Pasal 5 
(I) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan. 

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
yang aman, bermutu, dan terjangkau. 

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan 
sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 

Pasal6 
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian 

derajat kesehatan. 

Pasal 7 
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi clan edukasi tentang 

kesehatan yang seimbang clan bertanggung jawab. 

Pasal 8 
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya 

termasuk tindakan clan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya 
dari tenaga kesehatan. 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 9 
(I) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, clan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pelaksanaannya 
meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, clan 
pembangunan berwawasan kesehatan. 
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Pasal 10 
Seliap orang berkewajiban menghormali hak orang lain dalam upaya 

memperoleh lingkungan yang sehat, baik lisik, biologi, maupun sosial. 

Pasal 11 
Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehal unluk mewujudkan, 

memperlahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Pasal 12 
Seliap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajal kesehalan 

bagi orang "Jain yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pasal 13 
(1) Seliap orang berkewajiban lurul serla dalam program jaminan kesehalan 

sosial. 

(2) Program jaminan kesehalan sosial sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dialur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABIV 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 

Pasal 14 
(I) Pemerinlah berlanggung jawab merencanakan, mengalur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya 
kesehalan yang merala dan lerjangkau oleh masyarakat. 

(2) Tanggung jawab Pemerinlah sebagaimana dimaksud pada ayal {I) 
dikhususkan pada pelayanan publik. 

Pasal 15 
Pemerinlah berlanggung jawab atas ketersediaan lingkungan. tatanan. 

fasililas kesehalan baik lisik maupun sosial bagi masyarakat unluk mencapai 
derajat kesehalan yang setinggitingginya. 

Pasal 16 
Pemerinlah bertanggung jawab alas kelersediaan sumber daya di bidang 

kesehalan yang adil dan merala bagi seluruh masyarakal untuk memperoleh 
derajal kesehalan yang selinggi-tingginya. 

Pasal 17 
Pemerinlah berlanggung jawab alas kelersediaan akses lerhadap informasi, 

edukasi, dan fasililas pelayanan kesehalan untuk meningkatkan dan memelihara 
derajal kesehalan yang setinggi-lingginya. 
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Pasal 18 
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran 

aktif masyarakat clalam segala bentuk upaya kesehatan. 

Pasal 19 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya 

kesehatan yang bermutu, aman, efisien, clan terjangkau. 

Pasal 20 
(I) Pemerintah bertanggung jawab alas pelaksanaan jaminan kesehatan 

masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan 
perorangan. 

(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksucl pada ayat (I) 
clilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perunclang-unclangan. 

BABY 

SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 

Bagian Kesatu 

Tenaga Kesehatan 

Pasal 21 
(I) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 

pembinaan, clan pengawasan mutu tenaga kesehatan clalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, penclayagunaan, pembinaan, 
clan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana d.imaksucl pacla ayat 
(I) diatur clalam Peraturan Pemerintah. 

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan cliatur clengan Unclang-Unclang. 

Pasal 22 
(I) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. 

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana climaksucl pacla 
ayat (I) diatur clengan Peraturan Menteri. 

Pasal 23 
(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan. 
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(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang 
dimiliki. 

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib 
memilik.i izin dari pemerintah. 

( 4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. 

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 24 
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi 

ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, 
standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) diatur oleh organisasi profesi. 

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pe!ayanan kesehatan, standar 
pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal25 
(I) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan 
dan/atau pclatihan. 

(2) Penyelenggaraan pendi.dikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 

(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 26 
(I) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan 

pelayanan kesehatan. 

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga 
kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: 

a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; 

b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan 
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c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan 
kesehatan yang ada. 

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 27 
(I) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban 
mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki. 

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 28 
( l) Untukkepentingan hukum, tenagakesehatan wajib melakukan pemeriksaan 

kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh 
negara. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada 
kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. 

Pasal 29 
Dalam ha! tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan 

profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. 

Bagian Kedua 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pasal30 
(I) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: 

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan masyarakat. 

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 
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(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. 

( 4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat {3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

Pasal 31 
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib: 

a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan 
di bidang kesehatan; dan 

b. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada 
pemerintah daerah atau Menteri. 

Pasal32 
(l) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah 

maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan 
nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. 

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah 
maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. 

Pasal 33 
( l) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang 
dibutuhkan. 

(2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 34 
{I) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan 

perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan 
perseorangan yang dibutuhkan. 

(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan 
tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan 
pekerjaan profesi. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 35 
(I) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 

kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. 

(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 
mempertimbangkan: 

a. luas wilayah; 
b. kebutuhan kesehatan; 
c. jumlah dan persebaran penduduk; 
d. pola penyakit; 
e. pemanfaatannya; 
f. fungsi sosial; dan 
g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. 

(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta 
pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing. 

(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit 
khusus karantina, penelitian, dan asilum. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketiga 

Perbekalan Kesehatan 

Pasal36 
(1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan 

perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. 

(2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat 
melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan 
bahan yang berkhasiat obat. 

Pasal37 
(1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan dasar 

masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi. 
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(2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan 
alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan 
kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan. 

Pasal 38 
(l) Pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan 

kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia. 

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diarahkan terutama 
untuk obat dan vaksin barn serta bahan alam yang berkhasiat obat. 

(3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sosial 
budaya. 

Pasal 39 
Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri. 

Pasal 40 
(I) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus 

tersedia bagi kepentingan masyarakat. 

(2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditinjau 
dan disempurnakan paling lama setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan dan teknologi. 

(3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

(4) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus 
untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. 

(5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 4) dilakukan dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan paten 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten. 

(6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar 
obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, 
sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 6) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal41 
(I) Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan 

kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 
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(2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan 
standar pelayanan yang berlaku secara nasional. 

Bagian Keernpat 

Teknologi dan Produk Teknologi 

Pasal42 
(I) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, 

dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. 

(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup segala 
metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, 
mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, 
menyembnhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan 
setelah sakit. 

(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) ham s rnemenuhi standar yang 
ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan. 

Pasal43 
( 1) Pernerintah rnernbentuk lernbaga yang bertugas dan berwenang rnelakukan 

penapisan, pengaturan, pernanfaatan, serta pengawasan terhadap 
penggunaan teknologi dan produk teknologi. 

(2) Pernbentukan lernbaga sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pernerintah. 

Pasal44 
(1) Dalam rnengernbangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia 
atau hewan. 

(2) Uji coba sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan 
tidak merugikan rnanusia yang dijadikan uji coba. 

(3) Uji coba sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang 
berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba. 

(4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian 
hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi 
kesehatan rnanusia. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 45 
(I) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk 

teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap 
kesehatan masyarakat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 

UPAYA KESEHATAN 

Bagian Kesatu 

Urn um 

Pasal 46 
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi 

masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh 
dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 

Pasal 47 

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, 
menyeluruh, dan berkesinambungan. 

Pasal 48 
(I) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kesehatan tradisional; 

c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; 

d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 

e. kesehatan reproduksi; 

f. keluarga berencana; 

g. kesehatan sekolah; 

h. kesehatan olahraga; 

i. pelayanan kesehatan pada bencana; 

j. pelayanan darah; 
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k. kesehatan gigi dan mulut; 
penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; 

m. kesehatan matra; 
n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 
o. pengamanan makanan dan minuman; 
p. pengamanan zat adiktif; dan/atau 
q. bedah mayat. 

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
didukung oleh sumber daya kesehatan. 

Pasal49 
(I) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan upaya kesehatan. 

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, 
nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. 

Pasal 50 
(I) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan 

mengembangkan upaya kesehatan. 

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya 
memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. 

(3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian. 

( 4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui kerja sama antar-Pemerintah 
dan antarlintas sektor. 

Pasal 51 
(I) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. 

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada 
standar pelayanan minimal kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Kedua 
Pelayanan Kesehatan 

Paragraf Kesatu 

Pemberian Pelayanan 

Pasal 52 
(I) Pelayanan kesehatan terdiri at as: 

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan 

b. pelayanan kesehatan masyarakat. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 
kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Pasal 53 
(I) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan 

penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. 

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan 
masyarakat. 

(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hams mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding 
kepentingan lainnya. 

Pasal54 
(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung 

jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I). 

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat. 

Pasal 55 
(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. 

(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Paragraf Kedua 

Perlindungan Pasien 

Pasal 56 
(I) Setiap orang berhak menerima a tau menolak sebagian a tau seluruh 

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima 
dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. 

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 
berlaku pada: 
a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke 

dalam masyarakat yang lebih luas; 
b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau 
c. gangguan mental berat. 

(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal57 
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah 

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. 

(2) Ketentuan mengenai hak alas rahasia kondisi kesehatan pribadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak berlaku dalam ha!: 
a. perintah undang-undang; 
b. perintah pengadilan; 
c. izin yang bersangkutan; 
d. kepentingan masyarakat; atau 
e. kepentingan orang tersebut. 

Pasal 58 

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 
kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 
diterimanya. 

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak berlaku 
bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau 
pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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Bagian Ketiga 

Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Pasal 59 
( 1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi 

menjadi: 

a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; 
dan 

b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. 

(2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan 
manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. 

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan 
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 60 
(I) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang 

menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga 
kesehatan yang berwenang. 

(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) harus 
dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak 
bertentangan dengan norrna agama dan kebudayaan masyarakat. 

Pasal 61 
(I) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, 

meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang 
dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. 

(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan didasarkan pada kearnanan, 
kepentingan, dan perlindungan rnasyarakat. 

Bagian Keempat 

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 

Pasal 62 
{I) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan 

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk 
mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan 
informasi, atau kegiatan lain untuk rnenunjang tercapainya hidup sehat. 
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(2) Pencegahan penyakit rncrupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh 
Pernerintah, pernerintah daerah. dan/atau rnasyarakat untuk rnenghindari 
atau rnengurangi risiko, rnasalah, dan darnpak buruk akibatpenyakit. 

(3) Pernerintah dan pernerintah daerah rnenjarnin dan rnenyediakan fasilitas 
untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. 

( 4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan 
pencegahan penyakit diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Kelima 

Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan 

Pasal63 

(I) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan cliselenggarakan untuk 
mengembalikan status kesehatan, mengernbalikan fungsi tubuh akibat 
penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat. 

(2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan clilakukan clengan 
pengendalian, pengobatan, clan/atau perawatan. 

(3) Pengenclalian, pengobatan, clan/atau perawatan clapat dilakukan 
berclasarkan ilmu kedokteran clan ilmu keperawatan atau cara lain yang 
dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. 

(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berclasarkan ilmu kedokteran 
atau ilmu keperawatan hanya clapat clilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 

(5) Pemerintah clan pemerintah claerah melakukan pembinaan clan pengawasan 
terhaclap pelaksanaan pengobatan clan/atau perawatan atau berclasarkan 
cara lain yang clapat clipertanggungjawabkan. 

Pasal64 
( 1) Penyembuhan penyakit clan pemulihan kesehatan clapat clilakukan melalui 

transplantasi organ clan/atau jaringan tubuh, implan obat clan/atau alat 
kesehatan, beclah plastik clan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. 

(2) Transplantasi organ clan/atau jaringan tubuh sebagaimana climaksucl pacla 
ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan clan clilarang untuk 
dikomersialkan. 

(3) Organ clan/atau jaringan tubuh dilarang cliperjualbelikan clengan clalih 
apapun. 
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Pasal 65 
(I) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu 
dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 

(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus 
memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat 
persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. 

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi 
organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 66 
Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya 

dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. 

Pasal 67 

( 1) Pengambilan dan pengiriman spesimen a tau bagian organ tubuh hanya 
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman 
spesimen atau bagian organ tub uh sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal 68 
( l) Pemasangan implan obat dan/atau ala! kesehatan ke dalam tubuh manusia 

hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian 
dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan 
implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal69 
(!) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 

(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma 
yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah 
identitas. 

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 70 
(I) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan 
reproduksi. 

(2) Se! punca sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak boleh berasal dari sel 
punca embrionik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Keenam 

Kesehatan Reproduksi 

Pasal 71 
(I) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara lisik, mental, dan 

sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan 
yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lakilaki 
dan perempuan. 

(2) Kesehatan reprocluksi sebagaimana climaksucl pacla ayat (I) meliputi: 

a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, clan sesuclah melahirkan; 

b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, clan kesehatan seksual; dan 

c. kesehatan sistem reprocluksi. 

(3) Kesehatan reprocluksi sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) dilaksanakan 
melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Pasal 72 
Setiap orang berhak: 

a. menjalani kehiclupan reproduksi clan kehidupan seksual yang sehat, aman, 
serta bebas clari paksaan clan/atau kekerasan clengan pasangan yang sah. 

b. menentukan kehiclupan reprocluksinya dan bebas dari diskriminasi, 
paksaan, clan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang 
ticlak merenclahkan martabat manusia sesuai clengan norma agama. 

c. menentukan sencliri kapan clan berapa sering ingin bereproduksi sehat 
secara meclis serta ticlak bertentangan clengan norma agama. 

cl. memperoleh informasi, eclukasi, dan konseling mengenai kesehatan 
reprocluksi yang benar clan clapat clipertanggungjawabkan. 
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Pasal 73 
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana 

pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau 
masyarakat, termasuk keluarga berencana. 

Pasal 74 
(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat pro motif, preventif, 

kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan 
dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek 
yang khas, khususnya reproduksi perempuan. 

(2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

{3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 75 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
berdasarkan: 

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, 
baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita 
penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 
dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau 

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri 
dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang 
kompeten dan berwenang. 

( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 76 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: 

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama 
haid terakhir, kecuali dalam ha! kedaruratan medis; 
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b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang 
memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; 

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, 
kecuali korban perkosaan; dan 

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

Pasal 77 
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, 
tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma 
agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 

Keluarga Berencana 

Pasal 78 
(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk 

pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membent.µk 
generasi penerus yang sehat dan cerdas. 

(2) Pemerintah bertanggungjawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas 
pelayanan, alat dan obat dalam m emberikan pelayanan keluarga berencana 
yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. 

(3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundangundangan. 

Bagian Kedelapan 

Kesehatan Sekolah 

Pasal 79 
( 1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan 

hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta 
didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan 
setinggitingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 

(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain. 

(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Kesembilan 

Kesehatan Olahraga 

Pasal80 
(I) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani masyarakat. 

(2) Peningkatan clerajat kesehatan clan kebugaran jasmani masyarakat 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) merupakan upaya clasar dalam 
meningkatkan prestasi belajar, kerja, clan olahraga. 

{3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana climaksud pada ayat (I) 
clilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga. 

Pasal 81 
(I) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan penclekatan preventif clan 

promotif, tanpa mengabaikan penclekatan kuratif clan rehabilitatif 

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Bagian Kesepuluh 

Pelayanan Kesehatan Pada Bencana 

Pasal 82 
{I) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas 

ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan 
secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) meliputi 
pelayanan kesehatan pada tanggap darurat clan pascabencana. 

{3) Pelayanan kesehatan sebagaimana climaksucl pada ayat (2) mencakup 
pelayanan kegawatdaruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa 
dan mencegah kecacatan lebih lanjut. 

(4) Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {!). 

(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari anggaran 
penclapatan clan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 83 
( l) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pad a bencana harus 

ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, 
dan kepentingan terbaik bagi pasien. 

(2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Pasal 84 
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada 

bencana diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 85 
(I) Dal am keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah 

maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi 
penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. 

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 
pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilarang menolak 
pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu. 

Bagian Kesebelas 

Pelayanan Darah 

Pasal 86 
( l) Pelayanandarah merupakan upayapelayanankesehatan yangmemanfaatkan 

darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak 
untuk tujuan komersial. 

(2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diperoleh dari pendonor 
darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan 
mengutamakan kesehatan pendonor. 

(3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan 
pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. 

Pasal87 
(I) Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit 

Transfusi Darah. 

(2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi 
sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan. 

115 



Pasal88 
(I) Pelayanan transfusi clarah meliputi perencanaan, pengerahan penclonor 

clarah, penyecliaan, penclistribusian clarah, clan tinclakan meclis pemberian 
clarah kepacla pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit clan pemulihan 
kesehatan. 

(2) Pelaksanaan pelayanan transfusi clarah clilakukan clengan menjaga 
keselamatan clan kesehatan penerima clarah clan tenaga kesehatan dari 
penularan penyakit melalui transfusi clarah. 

Pasal 89 
Menteri mengatur stanclar dan persyaratan pengelolaan clarah untuk 

pelayanan transfusi clarah. 

Pasal 90 
(I) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang 

aman, muclah cliakses, clan sesuai clengan kebutuhan masyarakat. 

(2) Pemerintah menjamin pembiayaan clalam penyelenggaraan pelayanan 
clarah. 

(3) Darah clilarang cliperjualbelikan clengan clalih apapun. 

Pasal 91 
(I) Komponen clarah clapat cligunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit 

clan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan clan procluksi. 

(2) Hasil proses pengolahan dan procluksi sebagaimana climaksucl pacla ayat 
(I) clikenclalikan oleh Pemerintah. 

Pasal 92 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Bagian Kedua Belas 

Kesehatan Gigi dan Mulut 

Pasa] 93 
(I) Pelayanan kesehatan gigi clan mulut clilakukan untuk memelihara clan 

meningkatkan clerajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan 
kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, 
clan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah claerah, 
clan/atau masyarakat yang clilakukan secara terpaclu, terintegrasi dan 
berkesinambungan. 
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(2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi 
masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah. 

Pasal 94 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, 

fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka 
memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan 
terjangkau oleh masyarakat. 

Bagian Ketiga Belas 

Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran 

Pasal 95 
(I) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran 

merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan 
derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat. 

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi 
tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Pasal 96 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan penglihatan 

dan pendengaran diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Keempat Belas 

Kesehatan Matra 

Pasal 97 
(I) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus up a ya kesehatan diselenggarakan 

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam 
lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, 
dan udara. 

(2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan 
bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. 

(3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan 
standar dan persyaratan. 

( 4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam pasal 
ini diatur dengan Peraturan Menteri. 

117 



Bagian Kelima Belas 

Pengamanan dan Penggunaan 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

Pasal 98 
(I) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, 

bermutu, dan terjangkau. 

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang 
mengadakan, rnenyimpan, rnengolah, rnernpromosikan, dan rnengedarkan 
obat dan bahan yang berkhasiat obat. 

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyirnpanan, pengolahan, prornosi, 
pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mernenuhi standar 
mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Pernerintah berkewajiban mernbina, mengatur, rnengendalikan, dan 
mengawasi pengadaan, penyirnpanan, promosi, dan pengedaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal99 
(I) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti 

berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau 
perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap hams dijaga kelestariannya. 

(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, 
memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan 
menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat 
dan keamanannya. 

(3) Pemerintah men jam in pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi. 

Pasal 100 
(I) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman 

digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau 
pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. 

(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat 
tradisional . 

Pasal IOI 
(I) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, 

memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan 
menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat 
dan keamanannya. 
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(2) Ketentuan mengenai mengolah, 
mengembangkan, rneningkatkan, dan 
diatur dengan Peraturan Pernerintah. 

Pasal 102 

mernproduksi, mengedarkan, 
menggunakan obat traclisional 

(I) Penggunaan secliaan farmasi yang berupa narkotika clan psikotropika hanya 
clapat clilakukan berdasarkan resep clokter atau dokter gigi clan clilarang 
untuk clisalahgunakan. 

(2) Ketentuan rnengenai narkotika clan psikotropika dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 103 
(1) Setiap orang yang mernprocluksi, menyirnpan, mengedarkan, dan 

rnenggunakan narkotika dan psikotropika wajib mernenuhi standar dan/ 
atau persyaratan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan 
narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal 104 
( 1) Pengarnanan sediaan farrnasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan 
sediaan farrnasi dan alat kesehatan yang tidak rnernenuhi persyaratan rnutu 
dan/atau kearnanan dan/atau khasiat/kernanfaatan. 

(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional. 

Pasal 105 
(I) Sediaan farrnasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi 

syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. 

(2) Sediaan farrnasi yang berupa obat tradisional dan kosrnetika serta alat 
kesehatan harus mernenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. 

Pasal 106 
(I) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah rnendapat 

izin edar. 

(2) Penandaan dan inforrnasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 
mernenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak 
menyesatkan. 
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(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan 
dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh 
izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ 
atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 107 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi clan alat 

kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 108 
(I) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian 

mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 
pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan 
informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional 
harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam Belas 

Pengamanan Makanan dan Minuman 

Pasal 109 
Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta 

mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan 
dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan hams menjamin 
agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. 

Pasal llO 
Setiap orang clan/ a tau bad an hukum yang memproduksi clan mempromosikan 

produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan 
dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata 
yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan 
kebenarannya. 

Pasal Ill 
(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus 

didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. 
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(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label 
yang berisi: 

a. Nama produk; 

b. Daftar bahan yang digunakan; 

c. Berat bersih atau isi bersih; 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan 
dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan 

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. 

(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams 
dilakukan secara benar dan akurat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, 
persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, 
dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 112 
Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi 

produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111. 

Bagian Ketujuh Belas 

Pengamanan Zat Adiktif 

Pasal 113 
( 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan 

agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, 
keluarga, masyarakat, dan lingkungan. 

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi tembakau, produk 
yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif 
yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau 
masyarakat sekelilingnya. 
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(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif 
hams memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. 

Pasal 114 
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah 

Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. 

Pasal 115 
(1) Kawasan tanpa rokok antara lain: 

a. fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. tempat proses belajar mengajar; 

c. tempat anak bermain; 

d. tempat ibadah; 

e. angkutan umum; 

f. tempat kerja; dan 

g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 

(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. 

Pasal 116 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat 

adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedelapan Belas 

BedahMayat 

Pasal 117 
Seseor~ng dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantungsirkulasi dan sistem 

pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian 
batang otak telah dapat dibuktikan. 

Pasal 118 

(I) Maya! yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi. 

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas 
upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 119 
(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan 

dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit. 
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(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditujukan untuk 
menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian. 

(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan atas 
persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis 
keluarga terdekat pasien. 

(4) Dalam ha! pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan 
masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan 
diagnosis dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan. 

Pasal 120 

(I) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik 
dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di 
institusi pendidikan kedokteran. 

(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat 
dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus 
oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya 
atau persetujuan tertulis keluarganya. 

(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, 
dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya. dan disimpan sekurang­
kurangnya I (satu) bulan sejak kematiannya. 

( 4) Ketentuan lebih Ian jut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Pasal 121 
(I) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh 

dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. 

(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat 
anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan 
wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 122 
(!) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat 

forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh 
dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli 
forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak 
dimungkinkan. 
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(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab at as tersedianya 
pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 123 
(1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan 

pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ. 

(2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan 
organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 124 
Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan 
norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi. 

Pasal 125 
Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau 

pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah 
melalui APBN dan APBD. 

BAB VII 

KESEHATAN !BU, BAY!, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN 
PENYANDANG CACAT 

Bagian Kesatu 

Kesehatan ibu, bayi, dan anak 

Pasal 126 

( l) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga 
mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi 
angka kematian ibu. 

(2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi upaya 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

(3) Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan 
terjangkau. 
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( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 127 
(I) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan 

suami istri yang sah dengan ketentuan: 

a. hasil pembuahan sperm a clan ovum dari suami istri yang bersangkutan 
ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; 

b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian clan 
kewenangan untuk itu; clan c. pada fasilitas pelayanan kesehatan 
tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 128 
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan 

selama 6 ( enam) bulan, kecuali atas indikasi med is. 

(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat hams mendukung ibu bayi secara penuh dengan 
penyediaan waktu dan fasilitas khusus. 

(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan 
di tempat kerja dan tempat sarana umum. 

Pasal 129 
(I) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka 

menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 130 
Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. 

Pasal 131 
(I) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak hams ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan 
berkualitas serta untuk menumnkan angka kematian bayi dan anak. 

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam 
kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai bemsia 18 (delapan 
belas) tahun. 
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(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi 
orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Pasal 132 
(I) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung 

jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara 
sehat dan optimal. 

(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari 
melalui imunisasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 133 
(I) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk 

diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. 

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk 
menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana 
dimaksu<l pada ayat (I) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan. 

Pasal 134 
(I) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap 

kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan 
setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut. 

(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus 
diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral. nilai agama, dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 135 
(I) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat 

dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan 
anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi 
secara sehat. 

(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko 
kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak. 
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Bagian Kedua 
Kesehatan Remaja 

Pasal 136 
(I) Up a ya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan un tuk 

mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik 
sosial maupun ekonomi. 

(2) Up a ya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai 
gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani 
kehidupan reproduksi secara sehat. 

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Pasal 137 
(I) Pemerin.tah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh 

edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu 
hidup sehat dan bertanggung jawab. 

(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar 
remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacal 

Pasal 138 
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk 

menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun 
ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 
memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan 
produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pasal 139 
(I) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk 

menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan 
bermartabat. 

127 



(2) Pemerintah wajib menjamin ketersecliaan fasilitas pelayanan kesehatan 
clan memfasilitasi penyanclang cacat untuk clapat tetap hiclup mancliri clan 
procluktif secara sosial clan ekonomis. 

Pasal 140 
Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia clan penyanclang cacat 
sebagaimana climaksucl clalam Pasal 138 clan Pasal 139 clilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah claerah, clan/atau masyarakat. 

BAB Vlll 

GIZI 

Pasal 141 
(I) Upaya perbaikan gizi masyarakat clitujukan untuk peningkatan mutu gizi 

perseorangan clan masyarakat. 

(2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana climaksucl pacla ayat (I} clilakukan 
melalui: 

a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai clengan gizi seimbang; 
b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; 
c. peningkatan akses clan mutu pelayanan gizi yang sesuai clengan 

kemajuan ilmu clan teknologi; clan 
cl. peningkatan sistem kewaspaclaan pangan clan gizi. 

(3) Pemerintah, pemerintah claerah, clan/atau masyarakat bersama-sama 
menjamin terseclianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang 
tinggi secara merata clan terjangkau. 

(4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (2) memenuhi stanclar mutu gizi yang clitetapkan 
clengan peraturan perunclangunclangan. 

(5) Penyecliaan bahan makanan sebagaimana climaksucl pacla ayat (I) clilakukan 
secara lintas sektor clan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota. 

Pasal 142 
(I) Upaya perbaikan gizi dilakukan pacla seluruh siklus kehiclupan sejak clalam 

kandungan sampai clengan lanjut usia clengan prioritas kepacla kelompok 
rawan: 
a. bayi dan balita; 

b. remaja perempuan; dan 

c. ibu hamil clan menyusui. 
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(2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan 
gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat 
pelayanan. 

(3) Pemerintah bertanggung jawab alas pemenuhan kecukupan gizi pada 
keluarga miskin dan dalam siluasi darurat. 

(4) Pemerintah bertanggung jawab lerhadap pendidikan dan informasi yang 
benar lentang gizi kepada masyarakat. 

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk 
mencapai status gizi yang baik. 

Pasal 143 
Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya lerhadap peningkatan status 
gizi. 

BABIX 

KESEHATAN JIWA 

Pasal 144 
(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat 

menikmali kehidupan kejiwaan yang sehal, bebas dari ketakulan, lekanan, 
dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehalan jiwa. 

(2) Upaya kesehalan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lerdiri alas 
prevenlif, promotif, kuralif, rehabililalif pasien gangguan jiwa dan masalah 
psikososial. 

(3) Upaya kesehalan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) menjadi 
langgung jawab bersama Pemerintah, pemerinlah daerah, dan masyarakat. 

(4) Pemerinlah, pemerintah daerah, dan masyarakat berlanggung jawab 
menciplakan kondisi kesehalan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin 
kelersediaan, aksesibililas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa 
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2). 

(5) Pemerinlah dan pemerinlah daerah berkewajiban unluk mengembangkan 
upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya 
kesehatan jiwa keseluruhan, lermasuk mempermudah akses masyarakat 
lerhadap pelayanan kesehalan jiwa. 

Pasal 145 
Pemerinlah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin upaya kesehalan 
jiwa secara prevenlif, promotif, kuralif, dan rehabililalif, termasuk menjamin 
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upaya kesehatan jiwa di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 
ayat (3). 

Pasal 146 
( l) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar 

mengenai kesehatan jiwa. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditujukan untuk menghindari 
pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan 
kesehatan jiwa. 

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan 
informasi dan edukasi ten tang kesehatan jiwa. 

Pasal 147 
(I) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan 

tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap 
menghormati hak asasi penderita. 

(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas 
pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 148 
(I) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi persamaan perlakuan 
dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan 
menyatakan lain . 

Pasal 149 
(1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam 

keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban 
dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan 
di fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan 
pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita 
gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan 
dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau 
keamanan umum. 

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab alas pemerataan 
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penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran 
serta aktif masyarakat. 

(4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan 
penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. 

Pasal 150 
(I) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum 

et repertum psikiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis 
kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami 
gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai 
keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi. 

Pasal 151 
Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

BABX 
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 

Bagian Kesatu 

Penyakit Menular 

Pasal 152 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab 

melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 
menular serta akibat yang ditimbulkannya. 

(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi 
masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, 
cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial 
dan ekonomi akibat penyakit menular. 

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatifbagi individu atau masyarakat. 

(4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan 
lainnya. 
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(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus 
berbasis wilayah. 

(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 
lintas sektor. 

(7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. 

(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 153 
Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, 

efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian 
penyakit menular melalui imunisasi. 

Pasal 154 
(I) Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan 

persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam 
waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber 
penularan. 

(2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara 
lain. 

(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, 
tempat karantina, dan lama karantina. 

Pasal 155 
(I) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis 

dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar 
dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi 
sumber penularan. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat. 

(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, 
tempat karantina, dan lama karantina. 
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(5) Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan 
pcrsebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam 
waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit 
yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina 
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 

Pasal 156 
( 1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan 

penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1). 
Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 
kejadian luar biasa (KLB). 

(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa 
(KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dilakukan berdasarkan 
hasil penelitian yang diakui keakuratannya. 

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya 
penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar 
biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dan ayat (3 ). dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 157 
(1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat 

termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan 
sehat. 

(2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan 
yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai 
berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diatur dengan Pera tu ran Menteri. 

Bagian Kedua 

Penyakit Tidak Menular 

Pasal 158 
(I) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya 

pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular 
beserta akibat yang ditimbulkannya. 
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(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk meningkatkan 
pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah 
terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan. 

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui kegiatan promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu a tau masyarakat. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 159 
( l) Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan 

surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan surveilan kematian. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertujuan memperoleh 
informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular. 

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui kerja 
sama lintas sektor dan dengan membentuk jejaring, baik nasional maupun 
internasional. 

Pasal 160 
( l) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung 

jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar 
tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase 
kehidupan. 

(2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet 
tidak seimbang, kurang aktivitas lisik, merokok, mengkonsumsi alkohol. 
dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar. 

Pasal 161 
(l) Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular meliputi 

keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif. 

(2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikelola 
secara profesional sehingga pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 
tersedia, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau oleh 
masyarakat. 

(3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dititikberatkan 
pada deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular. 
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BAB XI 

KESEHATAN LINGKUNGAN 

Pasal 162 
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas 

lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang 
memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi­
tingginya. 

Pasal 163 
( 1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan 

lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. 

(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup 
lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat clan 
fasilitas umum. 

(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur­
unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: 

a. limbah cair; 

b. limbah padat; 

c. limbah gas; 
d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

pemerintah; 

e. binatang pembawa penyakit; 
f. zat kimia yang berbahaya; 

g. kebisingan yang melebihi ambang batas; 
h. radiasi sinar pengion dan non pengion; 

air yang tercemar; 

j. udara yang tercemar; dan 
k. makanan yang terkontaminasi. 

(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses 
pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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BABXII 

KESEHATAN KERJA 

Pasal 164 
(I) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup 

sehat dan · terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang 
diakibatkan oleh pekerjaan. 

(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 
pekerja di sektor formal dan informal. 

(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku bagi 
setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. 

(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia 
baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia. 

(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (2). 

(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta 
bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. 

(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggungjawab atas kecelakaan kerja yang 
terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 165 
(I) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan 

melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi 
tenaga kerja. 

(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat 
dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. 

(3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pad a perusahaan/instansi, 
hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 166 
(I) Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui 

upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib 
menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. 

(2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya alas gangguan kesehatan 
akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan 
pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2). 

BAB XIII 
PENGELOLAAN KESEHATAN 

Pasal 167 
(I) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, 
informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan 
kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan 
dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan 
secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya. 

(2) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah. 

(3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibuat dalam 
suatu sistem kesehatan nasional. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Presiden. 

BAB XIV 
INFORMASI KESEHATAN 

Pasal 168 
(I) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien 

diperlukan informasi kesehatan. 

(2) lnformasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 169 
Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh 

akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat. 

BAB XV 

PEMBIAYAAN KESEHATAN 

Pasal 170 
( l) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan 

yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara 
adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk 
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. 

(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

terdiri alas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. 

(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah 
daerah, masyarakat, swasta clan sumber lain. 

Pasal 171 
(I) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% 

(lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. 

(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota 
dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan clan 
belanja daerah di luar gaji. 

(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat 
(2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam 
anggaran pendapatan clan belanja negara clan anggaran pendapatan clan 
belanja daerah. 

Pasal 172 
(I) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 

ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, 
terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, clan anak terlantar. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 173 
( l) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan 
sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial 
nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BAB XVI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 174 
(I) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi 

dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka 
membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup keikutsertaan 
secara aktif dan kreatif. 

BAB XVII 
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN 

Bagian Kesatu 

Nama dan Kedudukan 

Pasal 175 
Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, yang 

memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan. 

Pasal 176 
(I) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat dan daerah. 

(2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan Pertimbangan 
Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat BPKN berkedudukan di ibukota 
Negara Republik Indonesia. 

(3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya disingkat BPKD 
berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota. 

(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) berada sampai pada tingkat kecamatan . 
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Bagian Kedua 

Peran, Tugas, dan Wewenang 

Pasal 177 
(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam 

bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. 

(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas 
dan wewenang antara lain: 

a. menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai 
informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses 
pembangunan kesehatan; 

b. memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran 
pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun; 

c. menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan 
kesehatan; 

d. memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasi dan 
penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan; 

e. melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua 
sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan 
strategi yang ditetapkan; 

f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; 
dan 

g. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan 
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menyimpang. 

(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam 
bidang kesehatan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi dan 
pembiayaan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Presiden. 
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BABXVIU 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 178 
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap 



masyarakat clan terhadap sctiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan 
dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan clan upaya kesehatan. 

Pasal 179 
(I) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diarahkan untuk: 

a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas 
sumber daya di bidang kesehatan; 

b. menggerakkan clan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan; 

c. memfasilitasi clan menyelenggarakan fasilitas kesehatan clan fasilitas 
pelayanan kesehatan; 

d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan 
kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan 
dan minun1an; 

e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan 
persyaratan; 

f. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat 
menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui: 

a. komunikasi, informasi, edukasi clan pemberdayaan masyarakat; 

b. pendayagunaan tenaga kesehatan; 

c. pembiayaan. 

Pasal 180 
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah clan pemerintah daerah, dapat 

memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam 
setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan. 

Pasal 181 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 182 
(l) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat clan setiap 

penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang 
kesehatan clan upaya kesehatan. 

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap 
setiap penyelengaraan upaya kesehatan. 
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(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah 
non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas 
pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. 

(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat. 

Pasal 183 
Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam 

melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas 
pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. 

Pasal 184 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tenaga 
pengawas mempunyai fungsi: 

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan; 

b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas 
kesehatan. 

Pasal 185 
Setiap orang yang bertanggungjawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan 

oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila 
tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal 
dan surat perintah pemeriksaan. 

Pasal 186 
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga 

adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib 
melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 187 
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 188 
( 1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan 

dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas 
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provinsi, atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang 
kesehatan. 

(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dapat berupa: 

a. peringatan secara tertulis; 

b. pencabutan izin sementara atau izin tetap. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan 
administratif sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri. 

BAB XIX 

PENYIDIKAN 

Pasal 189 
( 1) Sela in penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan 
urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang kesehatan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan 
tentang tindak pidana di bidang kesehatan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana di bidang kesehatan; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; 

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang 
tindak pidana di bidang kesehatan; 

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang kesehatan; 

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 
membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. 

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 190 
(I) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang 

melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang 
dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien 
yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

(2) Dalam ha) perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mengakibatkan 
terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

Pasal 191 
Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan 

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 ayat (I) sehingga mengakibatkan kerugian hart a benda, Iuka berat a tau 
kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 192 
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan 

tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 193 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi 

untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyakRpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

Pasal 194 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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Pasal 195 
Sctiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih 

apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RpS00.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

Pasal 196 
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ 
atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

Pasal 197 
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I 06 ayat ( 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rpl.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah). 

Pasal 198 
Setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan 

praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan 
pidana denda paling banyak Rp l 00.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 199 
(I) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok 

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak 
mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Pasal 200 
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu 

ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara 
paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) 
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Pasal 201 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat 

(I), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan 
Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi 
berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 
196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

BABXXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 202 
Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang- Undang ini 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang­
Undang ini. 

Pasal 203 
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang­
Undang ini. 

BABXXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal204 
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
JOO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal205 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang­
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2009 

TENTANG 

KESEHATAN 

Dalam pembukaan Undang-Undaog Dasar 1945 tercantum jelas cita­
cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional 
bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 
perdamaian abadi serta keadilan sosial. 

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 
pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di 
antaranya pembangunan kesehatan. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan 
prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan 
yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 
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Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta 
pembangunan nasional. 

Upaya untuk meningkatkan clerajat kesehatan yang setinggi-tingginya 
pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara 
berangsurangsur berkembang ke arah keterpacluan upaya kesehatan untuk 
seluruh masyarakat clengan mengikutsertakan masyarakat secara luas 
yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 
bersifat menyeluruh terpaclu dan berkesinambungan. Perkembangan ini 
tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pacla tahun 1982 yang 
selanjutnya clisebutkan keclalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai 
tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. 

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan 
munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan 
yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya 
kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi clalam era global ini 
ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan 
pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di 
masyarakat aclalah bagaimana cam mengobati bila terkena penyakit. Hal itu 
tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan 
upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang 
persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/ 
pemborosan. 

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum 
menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama clan investasi 
berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana 
kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan 
negara lain. 

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu 
faktor utama clan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada 
sebuah paradigma baru yang biasa clikenal clengan paracligma sehat, yakni 
paracligma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif clan preventif 
tanpa mengabaikan kuratif clan rehabilitatif. 

Dalam rangka implementasi paracligma sehat tersebut, clibutuhkan sebuah 
undang-unclang yang berwawasan sehat, bukan unclang-unclang yang 
berwawasan sakit. 



Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi 
menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa 
bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing­
masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan 
menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. 

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. 

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat 
dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan 
era globalisasi dan dengan semak.in kompleksnya permasalahan kesehatan 
dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

IL PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang 
memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui 
upaya kesehatan sebagai berikut: 

(5) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan 
kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan 
pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan 
golongan agama dan bangsa. 

(6) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara 
fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual. 

(7) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 
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memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan 
dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. 

(8) asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 
dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada 
pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 

(9) asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa 
pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. 

(10) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus 
dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua 
lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. 

( 11) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan 
kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan 
dan laki-laki. 

(12) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus 
memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan 
agama yang dianut masyarakat. 

Pasal 3 
Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai 
pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan 
yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. 
Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara 
terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam 
pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pasal 4 

Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan 
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 



Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal IO 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (I) 

Agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, 
Pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan 
mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber 
dayanya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan peran 
serta aktif masyarakat 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata 
kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang 
merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata 
ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan 
masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 
perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil 
guna. 
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Pasal 19 

Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau 
oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau 
oleh seluruh masyarakat. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (I) 

Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan 
kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya 
kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan 
keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga 
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan 
masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, 
tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pasal 22 

Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah 
tenaga kesehatan di luar tenaga medis. 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat(l) 

Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan 
yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses 
registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan 



harus mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, 
demi kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi 
med is. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan 
agar memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur 
sendiri pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang 
diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya dengan tetap mengacu 
pada peraturan perundang-undangan. 

Ayat(3} 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat(5) 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang 
bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 28 

Cukup ieias. 

Pasal 29 

Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan 
pemberi pelayanan kesehatan dengan . pasien sebagai penerima 
pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang 
disepakati oleh para pihak. 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama 
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar. 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 
kesehatan spesialistik. 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 
kesehatan sub spesialistik. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat(S) 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 



l'a, al 34 

Ayat (l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar 
diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan . 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Apt (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan "obat generik" adalah obat generik dengan 
menggunakan nama lnternasional Non Propertery Name (INN). 
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Ayat(7) 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 
Ayat(l) 

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, 
teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) 
kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. 
Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi 
(TI) dan Informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan hak kekayaan intelektual (HK!). Untuk penelitian 
penyakit infeksi yang muncul baru atau berulang (new emerging 
atau re emerging diseases) yang dapat menyebabkan kepedulian 
kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat (public 
health emergency of international concern/PHEIC) harus 
dipertimbangkan kemanfaatan (benefit sharing) dan penelusuran 
ulang asal muasalnya (tracking system) demi untuk kepentingan 
nasional. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "teknologi kesehatan" dalam ketentuan 
ini adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari 
penerapan dan pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan di bidang 
kesehatan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat (I) 

Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas 
unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, 
badan usaha, dan lembaga penunjang. Lembaga penelitian dan 
pengembangan kesehatan berfungsi menumbuhkan kemampuan 
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 



Pasal 44 

Ayat (l) 

Yang dimaksud dengan uji coba adalah bagian dari kegiatan 
penelitian clan pengembangan. Penelitian aclalah kegiatan yang 
clilakukan menurut kaidah clan metode ilmiah secara sistematis 
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 
keticlakbenaran suatu asumsi clan/atau hipotesis di biclang ilmu 
pengetahuan clan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi 
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan clan teknologi. 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan 
yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, 
manfaat, clan aplikasi ilmu pengetahuan clan teknologi yang telah 
acla atau menghasilkan teknologi barn Ilmu pengetahuan aclalah 
rangkaian pengetahuan yang cligali, clisusun, clan clikembangkan 
secara sistematis clengan menggunakan penclekatan tertentu yang 
clilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, 
kualitatif. maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian 
gejala alam clan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. 

Ayat (2) 

Semua uji coba yang menggunakan manusia sebagai subjek 
uji coba wajib didasarkan pada tiga prinsip etik umum, yaitu 
menghormati harkat martabat manusia (respect for persons) 
yang bertujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia 
yang otonominya terganggu/kurang, berbuat bail< (beneficence) 
dan tidak merugil<an (nonmaleficence) dan keadilan (justice). 

Ayat (3) 

Uji coba pada manusia hams dilakukan dengan memperhatikan 
kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan 
pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus 
mendapat informed consent. Sebelum meminta persetujuan 
subyek penelitian, peneliti hams memberil<an informasi 
mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta 
penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas 
dan data pribadi, metocle yang digunakan, risil<o yang mungkin 
timbul clan ha! lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan 
dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan. 
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Ayat (4) 

Hewan percobaan harus dipilih dengan mengutamakan 
hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling rendah 
(nonsentient organism) dan hewan yang paling rendah pada skala 
evolusi. Keberhati-hatian (caution) yang wajar harus diterapkan 
pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan 
kesehatan hewan rang digunakan dalam penelitian harus 
dihormati. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Ayat (I) 

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditujukan 
bagi pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi 
yang bertujuan untuk penyalahgunaan sebagai senjata dan/ 
atau bahan senjata biologi, yang menimbulkan bahaya bagi 
keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan 
bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, serta 
membahayakan ketahanan nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cuku p jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 



Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Ayat(l) 

Yang termasuk "kerugian" akibat pelayanan kesehatan termasuk 
didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat{3) 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "penggunaan alat dan teknologi" dalam 
ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan 
pengobatan tradisional yang dilakukan. 

Ayat(2} 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 
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Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Ayat(I) 

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan tertentu" 
dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh 
Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, 
ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan 
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Ayat(l) 

Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan 
dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 
kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan 
lainnya. 

Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar 
Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium 
kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya 
koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari 
pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri 
hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan 
pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 
maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian 
dan pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan 
kendali mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan 
standar diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. 
Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud 
harus dilegkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen 
pendukung yang relevan. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 



Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "sel punca" dalam ketentuan ini adalah 
sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni 
mampu memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu 
berdiferensiasi menjadi sel lain yang spcsifik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "konselor" dalam ketentuan ini adalah 
setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor 
melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor 
adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 
setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan 
untuk itu. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Yang dimaksud clengan praktik aborsi yang ticlak bermutu, ticlak aman, 
dan tidak bertanggung jawab aclalah aborsi yang clilakukan clengan 
paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, 
yang clilakukan oleh tenaga kesehatan yang ticlak profesional, tanpa 
mengikuti stanclar profesi clan pelayanan yang berlaku, cliskriminatif, 
atau lebih mengutamakan imbalan materi clari pada indikasi medis. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Ayat {I) 

Yang climaksud dengan "bencana" clalam ketentuan ini adalah 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam clan 
mengganggu kehiclupan clan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta bencla 
dan clampak psikologis. 

Pemerintah harus memfasilitasi terseclianya sumber daya clan 
pelaksanaan pelayanan kesehatan pacla prabencana, saat bencana 
dan pascabencana. 

Ayat(2) 

Yang dimaksucl "tanggap darurat bencana" clalam ketentuan ini 
aclalah serangkaian kegiatan yang dilakukan clengan segera pacla 
saat kejadian bencana untuk menangani clampak buruk yang 
clitimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan clan evakuasi 
korban, harta bencla, pemenuhan kebutuhan dasar, perlinclungan, 



pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana 
clan sarana. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas_ 

Pasal 90 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan kesehatan, 
jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian 
subsidi kepada unit transfusi darah (UTD) yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya. 

Ayat (3) 

Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada 
setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk 
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Pasal 91 

mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung 
hidup. 

Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "proses pengolahan" dalam ketentuan ini 
adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah 
merah, sel darah putih dan sel pembeku darah yang dilakukan 
oleh UTD dan biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara. 

Yang dimaksud dengan "proses produksi" dalam ketentuan ini 
adalah proses fraksionasi dimana dilakukan penguraian protein 
plasma menjadi antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan 
faktor IX dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan 
oleh Pemerintah. 

Ayat(2) 

Pasal 92 

Yang dimaksud dengan "dikendalikan" dalam ketentuan ini 
termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari pengolahan 
darah transfusi. 

Cukup _jelas. 

Pasal 93 

Ayat(l) 

Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau dari fase 
tumbuh kembang: 

a. Fase janin; 

b. lbu Hamil; 

c. Anak-anak; 

d. Remaja; 

e. Dewasa; dan 

f. Lanjut Usia. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 



Pasal 95 
Ayat (I) 

Pemerintah menggerakan pemberdayaan masyarakat untuk 
donor kornea dan operasi katarak dalam rangka mencegah 
kebutaan dan pendengaran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "kesehatan matra" dalam ketentuan ini 
adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna 
yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. 

Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan "kesehatan lapangan" dalam ketentuan 
ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan 
didarat yang temporer dan serba berubah. Adapun sasaran 
pokok adalah melakukan dukungan kesehatan operasional dan 
pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun 
tidak langsung terlibat dalam kegiatan dilapangan. 

Yang dimaksud dengan "kesehatan kelautan dan bawah air" 
dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan 
dengan pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan 
keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan 
sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional clan 
pembinaan kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun 
tidak langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut clan 
dibawah air. 

Yang dimaksucl clengan "kesehatan kedirgantaraan" dalam 
ketentuan ini adalah kesehatan matra udara yang mencakup 
ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang 
angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan renclah 
(hipobarik) dengan mempunyai sasaran pokok melakukan 
dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan 
terhadap setiap orang secara langsung atau tidak langsung. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "buku standar lainnya" dalam ketentuan 
ini adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat 
menggunakan US farmakope, British farmakope, international 
farmakope. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

Pasal 108 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" dalam ketentuan 
ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan 



kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, 
tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian 
secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, 
bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Dalam pengaturan termasuk diatur penggunaan bahan tambahan 
makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi clan 
pengolahan makanan dan minuman. 

Pasal 113 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pasal 114 

Penetapan stanclar cliarahkan agar zat acliktif yang dikandung 
oleh bahan tersebut dapat clitekan untuk mencegah beredarnya 
bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang 
menganclung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah 
penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan. 

Yang dimaksucl dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini 
adalah tulisan yangjelas dan mudah terbaca clan clapat clisertai gambar 
atau bentuk lainnya. 

Pasal 115 

Ayat(l) 

Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, clan tempat lainnya 
dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. 
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Apt (2) 

Pasal 116 

Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok 
harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik. 

Cukup jelas. 

Pasal 11 7 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasa l 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jclas. 

Pasal 127 

Cukup jelas. 

Pasal 128 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "pemberian air susu ibu ekslusif .. dalam 
ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 
bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun 
dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP­
ASI) sebagai tambahan makanan sesuai denga n kebutuhan bayi. 



Yang dimaksud dengan "indikasi medis" dalam ketentuan 
ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan 
memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang 
ditetapkan oleh tenaga medis. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Pasal 129 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "kebijakan" dalam ketentuan ini berupa 
pembuatan norma. standar, prosedur dan kriteria. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

Pasal 132 
Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

Pasal 136 

Ayat(l) 

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan 
edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi 
remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar 
terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang 
dapat menghambat pengembangan potensi anak. 

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan 
pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun 
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luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam 
lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan 
berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya 
manusia yang berkualitas. 

Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( l) harus ditujukan untuk menyiapkan anak 
menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik 
sosial maupun ekonomi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

Pasal 141 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "gizi seimbang" dalam ketentuan ini 
adalah asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah 
resiko gizi lebih dan gizi kurang. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Cukup jelas. 



Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

Pasal 156 

Cukup jelas. 

Pasal 157 

Ayat(I) 

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular 
dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat 
memudahkan penularan penyakit pada orang lain. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

Pasal 161 

Cukup jelas. 

Pasal 162 

Cukup jelas. 

Pasal 163 

Cukup jelas. 

Pasal 164 

Cukup jelas. 

Pasal 165 

Cukup jelas. 

Pasal 166 

Cukup jelas. 

Pasal 167 

Cukup jelas. 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

Pasal 169 

Cukup jelas. 

Pasal 170 

Cukup jelas. 

Pasal 171 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 



Ayat (2) 

Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh 
persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi 
daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan 
secara bertahap. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "kepentingan pelayanan publik" dalam 
ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik pelayanan 
preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif, dan pelayanan 
rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan 
derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan 
efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan 
promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) 
dari APBN dan APBD. 

Pasal 172 

Cukup jelas. 

Pasal 173 
Cukup jelas. 

Pasal 174 
Cukup j el as. 

Pasal 175 
Cukup jelas. 

Pasal 176 
Cukup jelas. 

Pasal 177 

Cukup jelas. 

Pasal 178 
Cukup jelas. 

Pasal 179 
Cukup jelas. 

Pasal 180 

Cukup jelas. 

Pasal 181 

Cukup jelas. 

Pasal 182 

Cukup jelas. 
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Pasal 183 

Cukup jelas. 

Pasal 184 

Cukup jelas. 

Pasal 185 

Cukup jelas. 

Pasal 186 

Cukup jelas. 

Pasal 187 

Cukup jelas. 

Pasal 188 

Cukup jelas. 

Pasal 189 

Cukup jelas. 

Pasal 190 

Cukup jelas. 

Pasal 191 

Cukup jelas. 

Pasal 192 

Cukup jelas. 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

Pasal 194 

Cukup jelas. 

Pasal 195 

Cukup jelas. 

Pasal 196 

Cukup jelas. 

Pasal 197 

Cukup jelas. 

Pasal 198 

Cukup jelas. 

Pasal 199 

Cukup jelas. 
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!';1'al 200 

Cukup 1clas. 

Pa'<1l 20 1 

Cuku p jclas. 

Pasal 202 

Cukup jclas. 

Pasal 203 

Cukup jelas. 

Pasal 204 

Cukup jelas. 

Pasal 205 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
50635063 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
PENCUClAN UANG 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA, 

a. bahwa tindak pidana Pencucian Vang tidak hanya 
mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem 
keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Vndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat 
untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan 
hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta 
Kekayaan hasil tindak pidana; 

c. bahwa Vndang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Vang sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu 
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan 
hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu 
diganti dengan undang-undang baru; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang; 

Mengingat Pasal 5 ayat (I) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 194S; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

BAB! 

KETENTUAN VMUM 

Pasal l 
Dalam Vndang-Vndang ini yang dimaksud dengan: 

I. Pencucian Vang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya 
disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka 
mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Vang. 

3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau 
kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua 
pihak atau lebih. 

4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima 
penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, 
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas 
sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan 
dengan uang. 
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5. Transaksi Keuangan Mcncurigakan adalah: 

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 
kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna )asa yang patut diduga dilakukan 
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang 
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini; 

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 
pidana; atau 

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 
Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal 
dari hasil tindak pidana. 

6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan 
dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 

7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, 
objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. 

8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses iaentifikasi 
masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang 
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan 
kepada penyidik. 

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. 

10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, 
bail< merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini 
wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 

12. Pengguna )asa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. 

13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, 
bail< yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh bail< 
secara langsung maupun tidak langsung. 

14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki 
kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi alau 
memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut 
tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. 

15. Permufakatan )ahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat 
untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. 
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16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, 
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun 
selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada: 

a. tulisan, suara, atau gambar; 

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca a tau memahaminya. 

17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki 
kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap 
Pihak Pelapor. 

18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas 
dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan PihakPelapor atas 
kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan 
ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, 
memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi. 

Pasal2 
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana: 

a. korupsi; 
b. penyuapan; 
c. narkotika; 
d. psikotropika; 
e. penyelundupan tenaga kerja; 
f. penyelundupan migran; 
g. di bidang perbankan; 
h. di bidang pasar modal; 
i. di bidang perasuransian; 
j. kepabeanan; 
k. cukai; 
l. perdagangan orang; 
m. perdagangan senjata gelap; 
n. terorisine; 

0 . penculikan; 

p. pencurian; 

q. penggelapan; 
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r. pcnipuan; 

s. pemalsuan uang; 
t. perjudian; 

u. prostitusi; 

v. di bidang perpajakan; 
w. di bidang kehutanan; 

x. di bidang lingkungan hidup; 
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau 

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) 
tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut 
hukum Indonesia. 

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau 
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, 
organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak 
pidana sebagaimana diniaksud pada ayat (!) huruf n. 

BAB II 

TINDAK PIDANA PENCVCIAN VANG 

Pasal 3 
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usu! Harta Kekayaan 
dipidana karena tindak pidana Pencucian Vang dengan pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

Pasal4 

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usu!, sumber, 
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenamya 
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) dipidana karena 
tindak pidana Pencucian Vang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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Pasal 5 
( 1) Setiap Orang yang menerima a tau menguasai penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan 
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak berlaku bagi Pihak 
Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur 
dalam Undang- Undang ini. 

Pasal6 
(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal S dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan 
terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. 

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian 
Vang: 

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi 

perintah; dan 

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. 

Pasal 7 
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda 

paling banyak Rpl00.0.00.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap 
Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 

a. pengumuman putusan hakim; 

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; 
c. pencabutan izin usaha; 
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; 

e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau 
f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. 

Pasal8 
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda 
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1ersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun 4 (empat) 
bulan. 

Pasal 9 
(I) Dalam ha! Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) , pidana denda tersebut diganti dengan 
perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali 
Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang 
dijatuhkan. 

(2) Dalam ha! penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak mencukupi, pidana kurungan 
pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi 
dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. 

Pasal 10 
Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau 
Permufakatan )ahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan 
Pasal 5. 

BAB III 

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DEN GAN TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN VANG 

Pasal 11 
(I) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan 

Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan 
Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban 
menurut Undang-Undang ini. 

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
O) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (em pat) tahun. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak berlaku bagi pejabat 
atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan 
dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 
( 1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang 

memberitahukan kepada Pengguna )asa atau pihak lain, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah 
disampaikan kepada PPATK. 

(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan 
Pengatur. 

(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang 
memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan 
atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung 
dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. 

(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang 
ini. 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 13 
Dalam ha! terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 

Pasal 14 
Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan. tugas 

dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 15 
Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 16 
Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang 
diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 
(1) dan/atau Pasal 85 ayat (I) dipidana dengan pidana penjara paling lama IO 
(sepuluh) tahun. 
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BAB IV 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN 

Bagian Kesatu 

Pihak Pelapor 

Pasal 17 
( 1) Pihak Pelapor meliputi: 

a. penyedia jasa keuangan: 
1. bank; 
2. perusahaan pembiayaan; 
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 
4. dana pensiun Jembaga keuangan; 
5. perusahaan efek; 
6. manajer investasi; 
7. kustodian; 
8. wali amanat; 
9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 
10. pedagang valuta asing; 
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; 
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 
14. pegadaian; 
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

komoditi; atau 
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. 

b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 
1. perusahaan properti/ agen properti; 
2. pedagang kendaraan bermotor; 
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 
4. pedagang barang seni dan antik; atau 
5. balai lelang. 

berjangka 

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Kedua 

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 

Pasal 18 
(I) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali 

Pengguna )asa. 

(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang 
ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas clan Pengatur sebagaimana 
dimaksucl pacla ayat (I). 

(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana 
dimaksucl pacla ayat (2) clilakukan pacla saat: 

a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; 

b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah clan/atau 
mata uang asing yang nilainya paling seclikit atau setara dengan 
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak 
piclana Pencucian Uang dan tindak piclana penclanaan terorisme; atau 

cl. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang clilaporkan 
Pengguna Jasa. 

(4) Lembaga Pengawas clan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan alas 
kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna 
Jasa. 

(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekuran.g-kurangnya memuat: 

a. iclentifikasi Pengguna Jasa; 

b. verifikasi Pengguna Jasa; dan 

c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. 

( 6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas clan Pengatur, ketentuan 
mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa clan pengawasannya cliatur 
dengan Peraturan Kepala PPATK. 

Pasal 19 
(I) Setiap Orang yang melakukan Transaksi clengan Pihak Pelapor wajib 

memberikan identitas clan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh 
Pihak Pelapor clan sekurang-kurangnya memuat iclentitas cliri, sumber 
clana, clan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang clisecliakan oleh 
Pihak Pelapor clan melampirkan Dokumen pendukungnya. 
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(2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap 
Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi 
mengenai iclentitas diri, sumber dana, clan tujuan Transaksi pihak lain 
tersebut. 

Pasal 20 
(I) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan 

Transaksi clengan Pihak Pelapor bertindak untuk cliri sencliri atau untuk 
dan atas nama orang lain. 

(2) Dalam ha! Transaksi clengan Pihak Pelapor clilakukan untuk cliri sencliri 
atau untuk clan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta 
informasi mengenai iclentitas clan Dokumen penclukung clari Pengguna 
jasa clan orang lain tersebut. 

(3) Dalam ha! iclentitas clan/atau Dokumen penclukung yang cliberikan 
sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) ticlak lengkap, Pihak Pelapor wajib 
menolak Transaksi clengan orang tersebut. 

Pasal 21 
( 1) Jclentitas clan Dokumen penclukung yang climinta oleh Pihak Pelapor harus 

sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan yang clitetapkan 
oleh setiap Lembaga Pengawas clan Pengatur. 

(2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan clan Dokumen mengenai iclentitas 
pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan 
usaha clengan Pengguna jasa tersebut. 

(3) Pihak Pelapor yang ticlak melakukan kewajiban sebagaimana climaksucl 
pacla ayat (2) clikenai sanksi sesuai clengan ketentuan peraturan 
perunclangunclangan. 

Pasal 22 
(I) Penyeclia jasa keuangan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 17 ayat (I) 

huruf a wajib memutuskan hubungan usaha clengan Pengguna jasa jika: 

a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna 
Jasa; atau 

b. penyeclia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang 
clisampaikan oleh Pengguna jasa. 

(2) Penyeclia jasa keuangan sebagaimana climaksud pada ayat (I) wajib 
melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan 
usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. 
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Bagian Ketiga 

Pelaporan 

Paragraf I 
Penyedia Jasa Keuangan 

Pasal23 
( 1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 17 ayat ( 1) 

huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: 

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit 
RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing 
yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi 
maupun beberapa kali Transaksi dalam I (satu) hari kerja; dan/atau 

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. 

(2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
PPATK. 

(3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri 
yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c diatur 
dengan Peraturan Kepala PPATK. 

(4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap: 

a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan 
pemerintah dan bank sentral; 

b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pension; dan 

c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas 
permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK. 

(5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b tidak 
berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan. 

Pasal 24 

{ 1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi 
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 4). 

(2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar 
Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenai 
sanksi administratif. 
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Pasal 25 
( l) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pas al 23 ayat (I) huruf a dilakukan sesegera mungkin 
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui 
adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (l) hurufb dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. 

(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (I) huruf c dilakukan 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tai1ggal Transaksi 
dilakukan. 

( 4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I). ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi 
administratif. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Kepala PPATK. 

Pasal 26 
(I) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling 

lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. 

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam ha! Pengguna Jasa: 

a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan 
yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat ( l ); 

b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal 
dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ); 
atau 

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. 

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. 

( 4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan 
Transaksi kepada Pengguna )asa. 

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada 
PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam 
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waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu 
penundaan Transaksi dilakukan. 

(6) Setelah menerima laporan pcnunclaan Transaksi sebagaimana climaksucl· 
pacla ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penunclaan Transaksi 
clilakukan sesuai clengan Unclang-Unclang ini. 

(7) Dalam hal penunclaan Transaksi telah clilakukan sampai clengan hari kerja 
kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan 
Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. 

Paragraf2 
Penyeclia Barang clan/atau )asa lain 

Pasal 27 
(I) Penyeclia barang clan/atau jasa lain sebagaimana climaksucl clalam Pasal 17 

ayat (I) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang clilakukan 
oleh Pcngguna )asa clengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing 
yang nilainya paling seclikit atau setara clengan Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) kepacla PPATK. 

(2) Laporan Transaksi sebagaimana climaksucl pada ayat (1) clisampaikan 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi 
clilakukan. 

(3) Penyeclia barang dan/atau jasa lain yang ticlak menyampaikan laporan 
kepacla PPATK sebagaimana climaksucl pacla ayat (I) dan ayat (2) clikenai 
sanksi aclministratif. 

Paragraf3 
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan 

Pasal28 
Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor clikecualikan clari 

ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan. 

Pasal 29 
Kecuali terclapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, 

clan pegawainya ticlak clapat clituntut, baik secara perclata maupun piclana, alas 
pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Unclang-Unclang ini. 

Pasal 30 
( l) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 25 ayat 

(4) clan Pasal 27 ayat (3) clilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur 
sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan. 
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(2) Dalam ha! Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak 
Pelapor dilakukan oleh PPATK. 

(3) Sanksi administratifyang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) dapat berupa: 

a. peringatan; 
b. teguran tertulis; 
c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau 
d. denda administratif. 

(4) Penerimaan hasil denda administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala 
PPATK. 

Bagian Keempat 
Pengawasan Kepatuhan 

Pasal 31 
(I) Pengawasan Kepatuhan alas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) dilakukan oleh Lembaga 
Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. 

(2) Dalam hat Pengawasan Kepatuhan alas kewajiban pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga 
Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan 
dilakukan oleh PPATK. 

(3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga 
Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan 
kepada PPATK. 

(4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur 
dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 32 
Dalam ha! Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada 
PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan 
tersebut kepada PPATK. 
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Pasal 33 
Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK 

setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut 
diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan 
melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, Pasal 4, dan Pasal 5. 

BABV 
PEMBAWAAN UANG TUNA! DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE 

DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA 

Pasal 34 
(I) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/ 

atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk 
eek, eek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit 
Rp!00.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu 
ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia waj ib memberitahukannya 
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai 
pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat {I) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 
5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. 

(3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat )enderal 
Bea dan ·Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen 
pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat {!). 

Pasal 35 
(I) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau 

instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (I) 
dikenai sanksi administratifberupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) 
dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang 
dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 ( tiga ratus ju ta 
rupiah). 

(2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau 
instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (!), 
tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa 
lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif 
berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah 
uang tunai clan/ a tau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan 
jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) yang 
berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai 
yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. 

(4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak sanksi administratif ditetapkan. 

Pasal 36 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang 

tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, 
dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 
35 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 37 
( l) PPATK dalam melaksanakan tu gas dan kewenangannya bersifat independen 

dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. 

(2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. 

(3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. 

(4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentukcampur tangan 
dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. 

Pasal 38 
(I) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

Pasal 39 
PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian 
Vang. 
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Pasal40 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Vang; 

b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 

c. pengawasan terhadap kcpatuhan Pihak Pelapor; dan 

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang 
berindikasi tindak pidana Pencucian Vang dan/atau tindak pidana lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 ayat (I). 

Pasal 41 

(I) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana Pencucian Vang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, 
PPATK berwenang: 

a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi 
pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan 
mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/ 
atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; 

b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Vang 

dengan instansi terkait; 

d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya 
pencegahan tindak pidana Pencucian Vang; 

e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum 
internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana Pencucian Vang; 

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian 
uang; dan 

g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana Pencucian Vang. 

(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau 
lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi 
oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal42 
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 hurufb, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem 
informasi. 

Pasal 43 
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak 
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: 

a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak 
Pelapor; 

b. menetapkan kategori Pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak 
pidana Pencucian Uang; 

c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; 

d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang 
melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; 

e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban 
pelaporan; 

f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha 
Pihak Pelapor; dan 

g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi 
Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

Pasal44 
(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: 

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; 
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; 
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan 

hasil analisis PPATK; 
d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan 

dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; 
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, 

baik di dalam maupun di luar negeri; 
f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai 

adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 
g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait 

dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 
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h. merekomenclasikan kepada instansi penegak hukum mengenai 
pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

meminta penyeclia jasa keuangan untuk menghentikan sementara 
seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai 
merupakan hasil tindak pidana; 

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan 
yang clilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana 
Pencucian Vang; 

k. mengaclakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan 
tanggungjawab sesuai clengan ketentnan Undang-Unclang ini; dan 
meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepacla penyidik. 

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( l) huruf i hams 
segera meninclaklanjuti setelah menerima permintaan clari PPATK. 

Pasal 45 
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini, terhadap PPATK ticlak berlaku ketentuan peraturan 
perundang-unclangan clan kode etik yang mengatur kerahasiaan. 

Pasal 46 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK 

diatur dengan Peraturan Presiden. 

Bagian Ketiga 
Akuntabilitas 

Pasal47 
(I) PPATK membuat clan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, 

dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Bagian Keempat 

Susunan Organisasi 

Pasal48 
Susunan organisasi PPATK terdiri atas: 
a. kepala; 
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b. wakil kepala; 

c. jabatan struktural lain; dan 

d. jabatan fungsional. 

Pasal49 
(I) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mewakili 

PPATK di dalam dan di luar pengadilan. 

(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) kepada Wakil Kepala PPATK, seorang atau 
beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus d.itunjuk 
untukitu. 

Pasal 50 
Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. 

Pasal 51 

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon 
hams memenuhi syarat sebagai berikut: 

a warga negara Indonesia; 
b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam 

puluh) tahun pada saat pengangkatan; 
c. sehat jasmani dan rohani; 

d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik; 
e. memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, 

atau hukum dan pengalaman kerja di bidang terse but paling singkat I 0 
(sepuluh) tahun; 

f. bukan pemimpin partai politik; 
g. bersedia memberikan informasi mengenai daftar Harta Kekayaan; 
h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan 
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara. 

Pasal 52 
(I) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK. 

(2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) bertanggungjawab kepada Kepala PPATK. 

(3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung 

199 



jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, clan 
wewenang PPATK. 

Pasal 53 

Kepala clan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf 
a clan huruf b diangkat clan diberhentikan oleh Presiden. 

Pasal 54 
(1) Kepala clan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib 

mengucapkan sumpah atau janji menurut agama clan kepercayaannya di 
hadapan Presiden. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai 
berikut: 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala 
PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak 
memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa 
pun". 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam 
bentuk apa pun''. 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapa pun 
hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan~ 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan 
kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya 
clan dengan penuh rasa tanggung jawab". 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, 
konstitusi, clan peraturan perundangundangan yang berlaku". 

Pasal 55 
Kepala clan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun 

dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Pasal56 
Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. berakhir masa jabatannya; atau 
d. diberhentikan. 
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Pasal 57 
(I) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena: 

a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia; 

c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan 
waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan 
melaksanakan tugasnya; 

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 

e. merangkap jabatan; 

f. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau 

g. melanggar sumpah atau janji jabatan. 

(2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa tindak 
pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, Kepala dan/ 
atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya. 

(3) Dalamhal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATKmenjadi 
terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan yang bersangkutan 
dipulihkan kembali. 

( 4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) ditetapkan 
oleh Presiden. 

Pasal 58 
(I) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, hak­

hak lain, penghargaan, dan fasilifas. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, 
dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal59 
Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang 

untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

Pasal 60 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK 

diatur dengan Peraturan Presiden. 
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Bagian Kelima 
Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pasal 61 
Kcpala PPATK adalah pcjabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK. 

Pasal 62 
(l) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan 

manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, 
pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan 
pemberian remunerasi. 

(2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (I) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip 
meritokrasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam 

Pembiayaan 

Pasal 63 
Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB VII 

PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI 

Pasal 64 
(I) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan 

Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian 
Uang atau tindak pidana lain. 

(2) Dalam ha] ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang 
atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan. 

(3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. 
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Pasal 65 
(I) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan 

sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat 

(I) huruf i. 

(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pelaksanaan penghentian sementara 
dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi. 

Pasal 66 
(I) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (I) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 
menerima berita acara penghentian sementara Transaksi. 

(2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dalam waktu paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang 
akan disampaikan kepada penyidik. 

Pasal 67 
(I) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan 

keberatan dalam waktu 20 ( dua puluh) hari sejak tanggal penghentian 
sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan 
yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut 
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. 

(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan 
kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut 
sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. 

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 
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BAB VIII 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG 

PENGADILAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 68 
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta 

pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan 
lain dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 69 
Untuk dapat dilakukan penyidikan, pemmtutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 

Pasal 70 
(l) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak 

Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan 
yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara 
jelas mengenai: 

a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi; 
b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan; 
c. alasan penundaan Transaksi; dan 

d. tempat Harta Kekayaan berada. 
(3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 5 (lima) hari kerja. 

( 4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah 
surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, 
penuntut umum, atau hakim. 

(5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan 
Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta 
penundaan Transaksi paling lama l (satu) hari kerja sejak tanggal 
pelaksanaan penundaan Transaksi. 
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Pasal 71 

(1) Penyidik, penuntut um um, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak 
Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: 

a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; 
b. tersangka; atau 
c. terdakwa. 

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara 
jelas mengenai: 
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 
b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada 

penyidik, tersangka, atau terdakwa; 
c. alasan pemblokiran; 
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; 

dan 
e. tempat Harta Kekayaan berada. 

(3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja. 

( 4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. 

(5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat 
perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. 

(6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran 
kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan 
pemblokiran paling lama I (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan 
pemblokiran. 

(7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang 
bersangkutan. 

Pasal 72 
(I) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian 

Vang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak 
Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta 
Kekayaan dari: 

a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; 
b. tersangka; atau 
c. terdakwa. 
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(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bagi 
penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan 
perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan 
Transaksi Keuangan lain. 

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus 
diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai: 

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau 
hakim; 

b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan 
PPATK. tersangka, atau terdakwa; 

c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 
d. tempat Harta Kekayaan berada. 

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan: 

a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan; 

b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau 

c. surat penetapan majelis hakim. 
(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh: 

a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian 
daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 

b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan 
diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam ha! permintaan 
diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau 

d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. 
(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan 

kepada PPATK. 

Pasal 73 
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau 

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik 
dan Dokumen. 
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Bagian Kedua 

Penyidikan 

Pasal 74 
Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak 

pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. 

Pasal 75 
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya 

tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan 
penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian 
Uang dan memberitahukannya kepada PPATK. 

Bagian Ketiga 

Penuntutan 

Pasal 76 
(I) Penuntut um urn wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana 

Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah 
dinyatakan lengkap. 

(2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada 
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat {I), ketua pengadilan 
negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 
(tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut. 

Bagian Keempat 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

Pasal 77 
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib 

membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. 

Pasal 78 
(I) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta 
Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (I). 
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(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan 
perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pas al 2 ayat ( 1) dengan cara mengajukan alat bukti yang 
cukup. 

Pasal 79 
( 1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah clan patut tidak hadir di 

sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa clan 
diputus tanpa hadirnya terdakwa. 

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan 
dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi clan surat 
yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan 
dalam sidang yang sekarang. 

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh 
penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah 
daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. 

(4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan 
terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan 
tindak pidana Pencucian Uang, hak.im atas tuntutan penuntut umum 
memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. 

(5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 
dimohonkan upaya hukum. 

(6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada 
pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal80 
( 1) Dalam hal hak.im memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3 ), 

terdakwa dapat mengajukan banding. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 
langsung oleh terdakwa paling lama 7 ( tujuh) hari setelah putusan 
diucapkan. 

Pasal81 
Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan 

yang belum disita, hak.im memerintahkan jaksa penuntut umum untuk 
melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut. 
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Pasal 82 
Dalam ha! tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan 

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 

BAB IX 
PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKS! 

Pasal83 
(I) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib 

merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti 
kerugian melalui pengadilan. 

Pasal 84 
(I) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian 

Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan 
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk 
keluarganya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 85 
(I) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain 

yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam 
pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain 
yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. 

(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim 
wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait 
dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I). 

Pasal86 
( 1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak 

pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari 
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, 
termasuk keluarganya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 87 
( 1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun 

pidana, alas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang 
bersangkutan. 

(2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai 
dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

BABX 
KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG 

Pasal 88 
(1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait 

dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. 

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang 
mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. 

Pasal 89 
(I) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis 

yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. 

(2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan 
dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik 
atau prinsip resiprositas. 

Pasal 90 
( 1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi 
berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, 
baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: 
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a. instansi penegak hukum; 
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia 

jasa keuangan; 
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara; 
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana Pencucian Vang atau tindak pidana lain terkait dengan 
tindak pidana Pencucian Vang; dan 

e. financial intelligence unit negara lain. 



(2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran 
informasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dapat dilakukan atas 
inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi 
kepada PPATK. 

(3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada PPATK 
diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh: · 

a. hakim ketua majelis; 
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian 

daerah; 
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi; 
d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi daiam ha! permintaan 

diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan 
kerja atau kantor di Iembaga yang berwenang melakukan pengawasan 
terhadap penyedia jasa keuangan; 

f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; 

g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Vang atau tindak pidana lain 
terkait dengan tindak pidana Pencucian Vang; atau 

h. pimpinan financial intelligence unit negara lain. 

Pasal 91 
(I) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Vang, 

dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana 
dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

( 2) Kerj a sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja 
sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
atau berdasarkan prinsip resiprositas. 

Pasal 92 
(I) Vntuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Vang, d.ibentuk Komite 
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Vang. 
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(2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden. 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 93 
Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi 

internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian 
Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan 
ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALJHAN 

Pasal 94 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini. 

b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap 
menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini. 

c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 ten tang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan 
organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. 

d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya 
sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru 
paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. 
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e. Ko mite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana 
Pencucian Vang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai 
dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Vang berdasarkan Vndang-Vndang ini. 

Pasal 95 
Tindak Pidana Pencucian Vang yang dilakukan sebelum berlakunya Vndang­

Vndang ini, diperiksa clan diputus dengan Vndang-Vndang Nomor 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Vndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan alas Vndang­
Vndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Vang. 

BAB XIII 

KETENTVAN PENVTVP 

Pasal 96 
Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (I) dilaksanakan paling lamb at 2 
(dua) tahun setelah Vndang-Vndang ini diundangkan. 

Pasal 97 
Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan 

ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) huruf c dilaksanakan 
paling lambat 5 (lima) tahun setelah Vndang-Vndang ini diundangkan. 

Pasal 98 
Semua peraturan pelaksanaan Vndang-Vndang Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian Vang sebagaimana telah diubah dengan 
Vndang-Vndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Vndang­
Vndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Vang, 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
berdasarkan Vndang-Vndang ini. 

Pasal 99 
Pada saat Vndang-Vndang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 100 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang­
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republikindonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Oktober 20IO 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pad a tanggal 22 Oktober 2010 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

PATRIALIS AKBAR 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20IO NOMOR 122 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 

Bidang Perekonomian dan Industri, 

ttd 

Setio Sapto Nugroho 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2010 

-TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG 

I. UMUM 

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usu! Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari 
tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak 
pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan 
leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang 
sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak 
hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan 
sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku clan hasil tindak pidana dapat 
diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana 
tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. 

Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku 
atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya 
dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum 
yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum 
serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. 
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Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya 
dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan 
penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa 
dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence 
unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada 
penyidik. 

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan 
hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko 
operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena 
tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana 
untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang 
baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara 
optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan 
terpercaya. 

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin 
kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang 
semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan 
telah merambab ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi ha! itu, Financial 
Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan 
standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan 
tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 
Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF, 
antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang 
mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang 
kendaraan bermotor. 

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu 
dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral 
atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau 
melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. 
Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai 
sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan 
arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari 
pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 
seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, 
Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat 



Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan 
analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga 
penjatuhan sanksi pidana clan/atau sanksi administratif. 

Upaya yang clilakukan tersebut clirasakan belum optimal, antara lain karena 
peraturan perundang-unclangan yang acla ternyata masih memberikan 
ruang timbulnya penafsiran yang berbecla-becla, aclanya celah hukum, 
kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran 
beban pembuktian, keterbatasan akses infonnasi, sempitnya cakupan 
pelapor clan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan 
clari para pelaksana Unclang-Unclang ini. 

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan stanclar 
internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Piclana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tinclak Pidana Pencucian Uang 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Perubahan atas Undang-Unclang Nomor IS Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat clalam 
Unclang-Unclang ini, antara lain: 

I. reclefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian 
Uang; 

2. penyempurnaan kriminalisasi tinclak pidana Pencucian Uang; 

3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi piclana dan sanksi 
administratif; 

4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; 
5. perluasan Pihak Pelapor; 

6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau 
jasa lainnya; 

7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; 
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda 

Transaksi; 

9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap 
pembawaan uang tunai clan instrumen pembayaran lain ke dalam atau 
ke luar daerah pabean; 

10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk 
menyiclik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 

11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau 
pemeriksaan PPATK; 
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12. penataan kembali kelembagaan PPATK; 

13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk 
menghentikan sementara Transaksi; 

14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian 
Uang; dan 

15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari 
tindak pidana. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

218 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Ayat(l) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan "penyuapan" adalah penyuapan 
sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai 
tindak pidana suap. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "penyelundupan tenaga kerja' adalah 
penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan 
tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 

Huruff 

Yang dimaksud dengan "penyelundupan migran" adalah 
penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang mengenai keimigrasian. 

Hurufg 

Cukup jelas. 

Hurufh 

Cukup jelas. 



Huruf i 

Cukup jelas. 

Hurufj 

Cukup jelas. 

Hurufk 

Cukup jelas. 

Hurufl 

Yang dimaksud dengan "perdagangan orang" adalah 
perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang 
mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 

Hurufm 

Yang dimaksud dengan "perdagangan senjata gelap" 
adalah perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 
tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere 
Strafbepalingen" (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang 
Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api. 

Hurufn 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Yang dimaksud dengan "penculikan" adalah penculikan 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 

Hurufp 

Cukup jelas. 

Huruf q 

Cukup jelas. 

Hurufr 

Cukup jelas. 

Huruf s 

Cukup jelas. 

Huruft 

Cukup jelas. 
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Huruf u 

Yang dimaksud dengan "prostitusi" adalah prostitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan undang-undang mengenai 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 

Huruf v 

Cukup jelas. 

Hurufw 

Cukup jelas. 

Hurufx 

Cukup jelas. 

Hurufy 

Cukup jelas. 

Huruf z 

Cukup jelas. 

Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan 
hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas 
kriminalitas ganda (double criminality). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi 
yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau 
tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang 
mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (I) 

Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu 



kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 ( tiga) orang a tau lebih, 
yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan 
tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam 
Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan 
finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat(l) 

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia 
jabatan. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat(l) 

Ketentuan ini dikenal sebagai "anti-tipping off". Ketentuan dalam 
ayat ini dimaksudkan agar Pengguna )asa tidak memindahkan 
Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum 
untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta 
Kekayaan yang bersangkutan. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Ketentuan "anti-tipping off" berlaku pula bagi pejabat atau 
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pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas 
dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga 
sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang 
bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan 
tindak pidana. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (I) 

Huruf a 

Termasuk dalam pengertian "penyedia jasa keuangan" adalah 
Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan 
atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara 
formal maupun nonformal. 

Hurufb 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "penyedia barang dan/atau jasa lain" 
meliputi baik berizin maupun tidak berizin. 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat {I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "menerapkan prinsip mengenali Pengguna 
jasa'' adalah Customer Due Dilligence (COD) dan Enhanced Due 



Dilligence (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 
Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "identifikasi Pengguna Jasa" 
termasuk pemutakhiran data Pengguna jasa. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat(6) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan 
perundangundangan" antara lain peraturan yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti Peraturan Bank 
Indonesia (PB!) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "hubungan usaha" termasuk hubungan 
rekening koran. 
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Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Huruf a 

Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali 
dari Transaksi antara lain: 

1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; 

2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif 
besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar 
kewajaran; atau 

3) aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan 
kewajaran. 

Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I angka 5, Transaksi tersebut dapat diklasifikasikan 
sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib 
dilaporkan. 

Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas di luar 
kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, 
penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian 
khusus alas semua Transaksi yang kompleks, tidak 
biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi 
tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang 
jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang 
dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin 
diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, 
dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan 
auditor. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 



Ayat (4) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan Transaksi dengan pemerintah adalah 
Transaksi yang menggunakan rekening pemerintah, dan 
dilakukan untuk dan atas nama pemerintah yaitu pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah 
non-kementerian atau badan-badan pemerintah lainnya, 
namun tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "Transaksi lain" adalah Transaksi­
Transaksi yang dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya 
selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang 
besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan to! atau 
pengelola supermarket. 

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK dapat 
menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan 
besarnya jumlah transaksi, bentuk atau wilayah kerja Pihak 
Pelapor tertentu. Pemberlakukan pengecualian tersebut 
dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas 
(permanen) maupun untuk waktu tertentu. 

Ayat(S) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai 
Transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa 
oleh PPATK untuk keperluan analisis. 

Rincian daftar Transaksi yang wajib dibuat dan disimpan 
pada dasarnya sama dengan Transaksi tunai yang seharusnya 
dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk 
elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi 
tersebut tidak mudah hilang atau rusak. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 25 

Ayat(J) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan 
dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil 
tindak pidana dan pelaku Pencucian Vang dapat segera dilacak. 
Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat(6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Hal ini berarti paling lama pada hari kerja kelima penundaan 
transaksi dilakukan, penyedia jasa keuangan harus memutuskan 
akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. 



Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Yang dimaksud dengan "dituntut secara perdata" antara lain adalah 
tuntutan ganti rugi. 

Yang dimaksud dengan '\lituntut secara pidana" antara lain tuntutan 
pencemaran nama baik. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat (I) 

Dengan demikian, terhadap Pihak Pelapor yang telah memiliki 
Lembaga Pengawas dan Pengatur ada 2 (dua) pintu Pengawasan 
Kepatuhan, yaitu oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau 
PPATK. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Ayat (I) 

Cek, eek perjalanan (travellers cheque), surat sanggup bayar, atau 
bilyet giro yang dikenal sebagai Bearer Negotiable Instruments. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang climaksucl clengan "melakukan segala bentuk campur 
tangan" aclalah perbuatan atau tinclakan clari pihak mana pun 
yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk 
clapatmelaksanakan tugas, fungsi, clan wewenangnya. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jclas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pengawasan kepatuhan clilakukan oleh PPATK terhaclap Pihak 
Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas clan Pengatur, 
atau terhaclap Pihak Pelaporyangpengawasannya telah cliserahkan 
oleh Lembaga Pengawas clan Pengatur kepacla PPATK. 

Huruf cl 

Cukup jelas. 

Pasal 41 
Ayat (I) 



Huruf a 

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" antara lain 
Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan 
)asa Penilai Kementerian Keuangan, Direktorat )enderal 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Yang dimaksud dengan "lembaga swasta" antara lain asosiasi 
advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan. 

Yang dimaksud "profesi tertentu" antara lain advokat, 
konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta 
tanah, dan akuntan independen. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/ 
atau lembaga swasta tidak memerlukan izin siapa pun. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan sistem informasi" antara 
lain: 

a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi; 

b. membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur 
jaringan komputer dan basis data; 
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c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima 
oleh PPATK secara manual dan elektronik; 

d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data; 

e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis; 

f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik 
dalam negeri maupun luar negeri; dan 

g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak 
Pelapor. 

Pasal 43 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Audit khusus dapat dilakukan terhadap: 

I. penyedia jasa keuangan yang pengawasan kepatuhan atas 
kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan tersebut 
dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau 
PPATK; 

2. penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan lembaga 
atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada 
PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 



Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Permintaan informasi dari instansi penegak hukum atau 
mitra kerja di luar negeri dalam ketentuan ini dilakukan 
sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain 
yang terkait dengan dugaan t indak pidana Pencucian Uang, 
dapat berupa melakukan audit khusus baik yang dilakukan 
sendiri oleh PPATK maupun dilakukan bersama-sama 
dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

Hurufh 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Permintaan PPATK kepada penyedia jasa keuangan untuk 
menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi 
yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak 
pidana, dilakukan untuk pemeriksaan. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Hurufk 

Cukup jelas. 

Hurufl 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 45 

Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" antara lain rahasia bank, rahasia 
non-bank, dan sebagainya. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI 
sewaktuwaktu berhak meminta laporan PPATK. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Hurufh 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "pekerjaan lain" 



adalah pekerjaan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan 
tugas dan menimbulkan konflik kepentingan. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 
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Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia 
dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai 
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini. 

Ayat (3) 

Pasal 65 

Dalam ketentuan ini koordinasi juga dilakukan diantara penyidik 
tindak pidana asal yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK. 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "menghentikan sementara seluruh atau 
sebagian Transaksi" adalah tidak melaksanakan Transaksi yang 
diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 
Ayat (I) 

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan 
tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan 
pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada 
penuntut um um, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan 
di sidang pengadilan. 

Ayat(2) 

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia 
jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh: 

a. koordinator penyidikiketua tim penyidik untuk tingkat 



penyidikan; 

b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan; 

c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat(7) 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Yangdimaksuddengan"ketentuanperaturanperundangundangan" 
juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi 
Pihak Pelapor. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Ayat(5) 

Dalam ha! Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga 
atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi 
berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat 
yang ditunjuk. 

Ayat(6) 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 
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Pasal 74 
Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat 
dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 
melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 
Nasional (BNN), serta Direktorat )enderal Pajak dan Direktorat 
)enderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak 
pidana Pencucian Vang apabila menemukan bukti permulaan yang 
cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Vang saat melakukan 
penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Ayat (I) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Vang dalam 
pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar, maka 
jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di 
sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap 
diperiksa tanpa kehadiran terdakwa. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris 
dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang 
berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk 
mengembalikan kekayaan negara dalam ha! tindak pidana 
tersebut telah merugikan keuangan Negara. 



Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 80 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "harus dilakukan langsung oleh terdakwa" 
adalah terdakwa harus hadir dan menandatangani sendiri akta 
pernyataan banding di pengadilan negeri yang memutus perkara 
tersebut. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah setiap orang yang 
beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan 
terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Vang. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "kerja sama formal" antara lain nota 
kesepahaman atau memorandum of understanding. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup Jelas. 

Pasal 91 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah 
undang-undang yang mengatur mengenai bantuan timbal balik 
dalam masalah pidana dan undang-undang yang mengatur 
mengenai perjanjian internasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dan instansi terkait dapat 
menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi 
internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Vang, antara lain 
mengeluarkan ketentuan atau pedoman mengenai p,enerapan program 
antipencucian uang bagi penyedia jasa keuangan. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 



Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEM BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5164 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR 44 TAHUN 2010 

TENTANG 

PREKURSOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 52 Undang­
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pcrlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prekursor; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3671); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PREKURSOR. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

I. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat 
digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. 

2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-Undang tentang Narkotika. 

3. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 
Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental dan perilaku. 

4. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, 
menghasilkan dan mengemas dan/atau mengubah bentuk Prekursor. 

5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau 
penyerahan Prekursor baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan 
maupun pemindahtanganan. 

6. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
memindahkan Prekursor dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, 
moda atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi dan peredaran. 

7. Transito adalah pengangkutan Prekursor dari satu negara ke negara lain 
dengan melalui dan/atau singgah di wilayah Negara Republik Indonesia 
yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan. 

Pasal 2 
Pengaturan Prekursor dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi segala 

kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan penggunaan Prekursor 
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untuk keperluan industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 3 
Pengaturan Prekursor bertujuan untuk: 

a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor; 
b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor; 
c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor; dan 

d. menjamin ketersediaan Prekursor untuk industri farmasi, industri non 
farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

BAB II 

PENGGOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR 

Pasal4 
( l) Prekursor digolongkan dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II. 
(2) Jenis Prekursor Tabel I dan jenis Prekursor Tabel II sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Pemerintah ini. 

(3) Penambahan dan perubahan jenis Prekursor Tabel I dan Tabel II dalam 
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri 
setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. 

BAB III 

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN 

Pasal 5 
(I) Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menyusun rencana 

kebutuhan Prekursor untuk kepentingan industri farmasi, industri non 
farmasi, dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
setiap tahun. 

(2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun 
berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan dan penggunaan 
P rekursor secara nasional. 

(3) Menteri berdasarkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) melaporkan kepada badan internasional di bidang Narkotika. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan 
Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur oleh 
Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya. 
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BABIV 

PENGADAAN 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal6 
(I} Pengadaan Prekursor dilakukan melalui produksi dalam negeri dan impor. 
(2) Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat digunakan 

untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan dalam pengadaan dan 
penggunaan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya. 

Bagian Kedua 

Produksi 

Pasal 7 
(I) Prekursor hanya dapat diproduksi oleh industri yang telah memiliki izin 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Produksi Prekursor untuk industri farmasi harus dilakukan dengan 

cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Prekursor untuk industri farmasi harus memenuhi standar Farmakope 
Indonesia dan standar lainnya. 

(4) Prekursor untuk industri non farmasi harus memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal8 
(I) Setiap Prekursor wajib diberi label pada setiap wadah a tau kemasan. 
(2) Label pada wadah atau kemasan Prekursor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, 
atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam 
kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau 
kemasannya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelabelan 
Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur oleh 
Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya. 
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Bagian Ketiga 

Penyimpanan 

Pasal 9 
{I) Prekursor wajib disimpan pada tempat penyimpanan yang aman dan 

terpisah dari penyimpanan lain. 
(2) Prekursor yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) harus 

dibuktikan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {I) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

BABV 

IMPOR DAN EKSPOR 

Bagian Kesatu 

Surat Persetujuan lmpor dan Surat Persetujuan Ekspor 

Pasal 10 
{I) lmpor dan ekspor Prekursor hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang 

memiliki izin usaha importir atau eksportir. 
(2) lmpor dan ekspor Prekursor harus dilengkapi dengan dokumen yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap melakukan kegiatan impor dan ekspor Prekursor harus memperoleh 
Surat Persetujuan Impor atau Surat Persetujuan Ekspor. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh 
Surat Persetujuan Impor atau Surat Persetujuan Ekspor Prekursor untuk: 

a. industri farmasi diatur oleh Menteri; 

b. industri non farmasi diatur oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan; atau 

c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan 
Prekursor di bidang farmasi diatur oleh Menteri, atau yang 
menggunakan Prekursor di bidang non farmasi diatur oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 
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Bagian Kedua 

Pengangkutan 

Pasal 11 
(I) Setiap pengangkutan Prekursor harus disertai dan dilengkapi dengan 

dokumen pengangkutan Prekursor yang sah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan Prekursor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

Bagian Ketiga 

Transito 

Pasal 12 
(I) Transito Prekursor harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan impor 

atau persetujuan ekspor yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Setiap perubahan negara tujuan ekspor Prekursor pada Transito, harus 
mendapat persetujuan dari: 

a. pemerintah negara pengekspor Prekursor; 
b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor Prekursor; 

dan 
c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspcr Prekursor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri 
terkait sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 13 
(I) Pengemasan dan pengemasan kembali Prekursor pada Transito hanya 

dapat dilakukan pada Prekursor yang kemasannya mengalami kerusakan. 

(2) Pengemasan dan pengemasan kembali Prekursor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) harus dilakukan di bawah pengawasan dan tanggung jawab 
pejabat yang berwenang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan dan pengemasan kembali 
Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh 
Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya. 
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BAB VI 
PEREDARAN 

Bagian Kesatu 

Penyaluran 

Pasal 14 
(!) Prekursor untuk industri non farmasi yang diproduksi dalam negeri hanya 

dapat disalurkan kepada industri non farmasi, distributor, dan pengguna 
akhir. 

(2) Prekursor untuk industri non farmasi yang diimpor hanya dapat disalurkan 
kepada industri non farmasi, dan pengguna akhir. 

(3) Prekursor untuk industri farmasi hanya dapat disalurkan kepada industri 
farmasi dan distributor. 

(4) Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi, distributor atau importir terdaftar 
dapat menyalurkan Prekursor kepada lembaga pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

(5) Setiap kegiatan penyaluran Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat ( 4) harus dilengkapi dengan dokumen penyaluran. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Prekursor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur oleh Menteri dan/ 
atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya. 

Bagian Kedua 

Penyerahan 

Pasal 15 
( l) Penyerahan Prekusor dalam rangka peredaran harus dilakukan pencatatan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan Prekursor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

BAB VII 

PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Pasal 16 
(1) Setiap orang atau badan yang mengelola Prekursor wajib membuat 

pencatatan clan pelaporan. 
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(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. jumlah Prekursor yang masih ada dalam persediaan; 

b. jumlah dan banyaknya Prekursor yang diserahkan; dan 

c_ keperluan atau kegunaan Prekursor oleh pemesan. 

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan secara 
berkala. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur secara terkoordinasi 
oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya. 

BAB VIII 

PENGAWASAN 

Pasal 17 
Pengawasan terhadap penggunaan Prekursor dilakukan secara terpadu 

dengan pembinaan dan pengendalian. 

Pasal 18 
(1) Menteri, menteri terkait, dan lembaga lain yang mempunyai tugas dan 

fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan clengan 
Prekursor secara terkoordinasi melakukan pengawasan sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada: 

a. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan inclustri farmasi clan non 
farmasi; 

b. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan pendiclikan, 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, clan pelayanan 
kesehatan; 

c. pencegahan terjaclinya penyimpangan dan kebocoran Prekursor; 

d. perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 
Prekursor; clan 

e. pemberantasan peredaran gelap Prekursor. 

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
petugas pengawas berwenang: 
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a. melakukan pemeriksaan setempat dan/atau mengambil contoh 
Prekursor pada sarana produksi, penyaluran, penyimpanan dan 
peredaran; 

b. memeriksa surat/dokumen yang berkaitan dengan Prekursor; dan c. 
melakukan pengamanan terhadap Prekursor yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(5) Petugas pengawas dalam melaksanakan setiap kegiatan pengawasan 
harus dilengkapi dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

( 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 19 
( 1) Prekursor yang berasal dari produk tumbuhtumbuhan atau hewan dapat 

ditetapkan oleh Menteri sebagai bahan yang berada di bawah pengawasan. 

(2) Dalam menetapkan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait. 

Pasal 20 
(I) Dalam rangka pengawasan, Menteri dan menteri terkait dapat mengambil 

tindakan administratif. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; atau 
d. pencabutan izin. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri 
terkait sesuai dengan kewenangannya. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 
Industri farmasi, industri non farmasi, Pedagang Besar Bahan Baku 

Farmasi, distributor atau importir terdaftar, dan lembaga pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal 
diundangkan Peraturan Pemerintah ini. 
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BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 April 2010 

Ditetapkan di Jakarta 

pad a tanggal 5 April 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 60 
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PENJELASAN 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44 TAHUN 2010 

TENTANG 

PREKURSOR 

I. UMUM 
Prekursor sebagai bahan pemula atau bahan kimia banyak digunakan dalam 
berbagai kegiatan baik pada industri farmasi, industri non farmasi, sektor 
pertanian maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
Pengadaan Prekursor untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi, 
industri non farmasi dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi pada saat ini baru diatur dalam tingkat Peraturan Menteri. 
Kendatipun Prekursor sangat dibutuhkan di berbagai sektor apabila 
penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau disalahgunakan dalam pembuatan 
Narkotika dan Psikotropika secara gelap akan sangat merugikan dan 
membahayakan kesehatan. 

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini 
sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam 
penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun Prekursor sebagai 
salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk 
memproduksi Narkotika dan Psikotropika secara gelap. 
Alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana 
Narkotika dan Psikotropika adalah alat potensial yang diawasi dan ditetapkan 
sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah, antara lain: jarum suntik, 
semprit suntik (syringe), pipa pemadatan dan anhidrida asam asetat. 
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Peningkatan penyalahgunaan Prekursor dalam pembuatan Narkotika 
dan Psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat 
menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan 
keamanan, serta kejahatan internasional oleh karena itu perlu diawasi 
secara ketat agar dapat digunakan sesuai peruntukannya. 

Pengendalian clan pengawasan sebagai upaya pencegahan clan memberantas 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor sangat membutuhkan 
langkah ·langkah konkrit, terpadu dan terkoordinasi secara nasional, 
regional maupun internasional, karena kejahatan penyalahgunaan 
Prekursor pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri 
melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan oleh sindikat yang 
terorganisasi rapi dan sangat rahasia. 

Disamping itu kejahatan Prekursor bersifat transnasional dilakukan 
dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk 
pengamanan hasil-hasil kejahatan Prekursor. Perkembangan kualitas 
kejahatan Prekursor tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius 
bagi kehidupan umat manusia. 
Dalam upaya melakukan pengendalian dan pengawasan serta 
penanggulangan penyalahgunaan Prekursor karena menyangkut tugas 
dan fungsi berbagai sektor terkait diperlukan adanya suatu Peraturan 
Pemerintah yang menata secara menyeluruh pengaturan Prekursor. 
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penggolongan dan jenis 
Prekursor, mekanisme penyusunan rencana kebutuhan tahunan secara 
nasional, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, pencatatan dan 
pelaporan, pengawasan serta ketentuan sanksi. 

IL PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
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Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat(l) 

Yang dimaksud Prekursor dalam penggolongan Tabel I merupakan 
bahan awal dan pelarut yang sering digunakan dan diawasi lebih 
ketat dibandingkan Prekursor dalam penggolongan pada Tabel II. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pasal 5 

Penetapan perubahan dan penambahan jenis Prekursor oleh 
Menteri mengacu pada perkembangan terakhir penetapan oleh 
badan internasional di bidang Narkotika. 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin yang dikeluarkan oleh 
Menteri untuk Prekursor yang digunakan dalam industri farmasi 
dan izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang industri untuk Prekursor yang 
digunakan dalam industri non farmasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Yang dimaksud dengan "standar lainnya" adalah standar lain 
selain Farmakope Indonesia antara lain martindel, merk index 
dan exstra farn1akope. 

Ayat(4) 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan "harus" adalah memenuhi Standar 
Nasional Indonesia yang sudah ada. Dalam hal Standar Nasional 
Indonesia belum ada, maka memenuhi standar yang berlaku di 
bidang industri dan perdagangan. 

Ayat (I) 

Pemberian label pada Prekursor dalam bentuk bahan baku 
(bulk) pada wadah atau kemasan dimaksudkan sebagai informasi 
kepada pengguna maupun dalam rangka pengawasan. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "izin usaha importir atau eksportir" 
adalah izin usaha dalam rangka perdagangan yang dikeluarkan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "dokumen yang sah" adalah dokumen 
yang harus dipenuhi dan dipersyaratkan dalam kegiatan impor 
dan ekspor oleh peraturan perundang-undangan seperti invoice, 
Letter of Credit 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "Surat Persetujuan Impor atau Surat 
Persetujuan Ekspor" adalah surat persetujuan yang diberikan 
oleh Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan, untuk melakukan kegiatan 
impor atau ekspor Prekursor. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat 
Bea dan Cukai, dan pejabat kesehatan di pelabuhan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 



Pasal 14 

Ayat (!) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat(S) 

Yang dimaksud dengan "dokumen penyaluran" antara lain faktur, 
surat angkut, dan surat penyerahan barang yang menyertai 
penyaluran Prekursor. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap kegiatan 
produksi, penyimpanan, impor dan ekspor, pengangkutan, transito, 
penyaluran, penyerahan, serta pencatatan dan pelaporan Prekusor. 

Pasal 18 

Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "lembaga lain" adalah lembaga yang 
mempunyai kewenangan pengawasan 

seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Yang dimaksud dengan "petugas pengawas" adalah tenaga pengawas yang 
ditunjuk secara resmi oleh 

Menteri, menteri terkait atau pimpinan lembaga lain. 

Ayat (4) 
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Culmp jelas. 

Ayat (5) 

Bagi pejabat Bea dan Cukai yang menjadi petugas pengawas di kawasan 
pabean cukup menunjukkan 

identitas institusi. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (I) 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
farmasi saat ini, terhadap 

tumbuh-tumbuhan tertentu yang digunakan untuk memproduksi 
Prekursor perlu dinyatakan sebagai 

barang di bawah pengawasan. Penetapan ini dimaksudkan sebagai upaya 
pengawasan dan 

pengendalian pembuatan Prekursor secara gelap. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5126 
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR 23 TAHUN 2010 

TENTANG 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkolika, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 
Badan Narkotika Nasional; 

l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Norn or 5 Tahun 1997 ten tang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3671); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL. 

BAB! 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

PasaI 1 
(1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non 
kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(2) BNN dipimpin oleh Kepala. 

Bagian Kedua 

Tugas 

PasaI 2 
(1) BNN mempunyai tugas: 
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a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia 
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat; 

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalah-gunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat 
dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 



g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 
wewenang. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), BNN juga bertugas 
menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 
prekursor, dan bahan adiktiflainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol. 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN 

menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika, clan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan 
P4GN; 

b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan 
prosedur P4GN; 

c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; 

d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang 
P4GN; 

e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang 
Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, 
Hukum, dan Kerja Sama; 

f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di 
lingkungan BNN; 

259 



g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 
dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan 
nasional di bidang P4GN; 

h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan 
BNN; 

i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; 

j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 
narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

I. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 
masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke 
dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; 

m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik 
atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; 

o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan 
perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; 

p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang 
P4GN; 

q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di 
lingkungan BNN; 

r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait 
dan komponen masyarakat di bidang P4GN; 

s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik 
profesi penyidik BNN; 

t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan 
pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; 
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u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan 
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor 
serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol; 

w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN. 

Bagian Keempat 

Wewenang 

Pasal4 
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan 
penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

BAB II 

ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 
Badan Narkotika Nasional terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat Utama; 

c. Deputi Bidang Pencegahan; 

d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Deputi Bidang Pemberantasan; 

f. Deputi Bidang Rehabilitasi; 

g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama; 

h. Inspektorat Utama; 

i. Pusat; dan 

j. lnstansi Vertikal. 
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Bagian Kedua 

Kepala 

Pasal 6 

Kepala adalah pemimpin BNN. 

Pasal 7 
Kepala mempunyai tugas : 

a. Memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN. 

b. Mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan 
Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN. 

Bagian Ketiga 

Sekretariat Utama 

Pasal 8 
(I) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, be rad a di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 

Pasal 9 
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di lingkungan BNN. 

Pasal 10 
Dal am melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat 

Utama menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN; 

b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam 
penyusunan perencanaan program dan ·anggaran di lingkungan BNN; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan 
dokumentasi di lingkungan BNN; 

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta 
hubungan masyarakat; 

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 

f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 
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bidang P4GN; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN. 

Bagian Keempat 

Deputi Bidang Pencegahan 

Pasal 11 
(I) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tu gas dan 

fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 12 
Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang pencegahan. 

Pasal 13 
Dalam melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud dalam Pas al I 2, Deputi 

Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pencegahan; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN 
di bidang pencegahan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN 
di bidang pencegahan; 

d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di 
lingkungan BNN; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang pencegahan. 

Bagian Kelima 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 14 
(I) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi. 
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Pasal 15 
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal 16 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan clan pelaksanaan kebijakan nasional clan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

b. penyusunan clan perumusan norma, standar, kriteria, clan prosedur P4GN 
di bidang pemberdayaan masyarakat; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, clan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait clan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN 
di bidang pemberdayaan masyarakat; 

d . pelaksanaan fasilitasi clan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; 

e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, clan peningkatan kegiatan 
masyarakat di bidang P4GN; 

f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada 
instansi vertikal di lingkungan BNN; 

g. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang pemberdayaan masyarakat. 

Bagian Keenam 

Deputi Bidang Pemberantasan 

Pasal 17 
(1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan 

fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah clan bertanggung 
jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 18 
Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang Pemberantasan. 

Pasal 19 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi 

Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan clan pelaksanaan kebijakan nasional clan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pemberantasan; 
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b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 
kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan 
dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan 
pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan 
kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol; 

d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, 
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 
narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktiflainnya, kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, 
interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, 
pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada 
instansi vertikal di lingkungan BNN; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang pemberantasan. 

Bagian Ketujuh 

Deputi Bidang Rehabilitasi 

Pasal 20-
(I) Deputi Bi dang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tu gas dan 

fungsi BNN di bidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 21 
Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang 

Rehabilitasi. 

Pasal 22 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi 
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Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang rehabilitasi; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di 
bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang 
telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat 
serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN 
di bidang rehabilitasi; 

d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode 
lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam 
masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat; 

f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi 
berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji 
keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta 
perawatan Janjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang rehabilitasi. 

Bagian Kedelapan 

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama 

Pasal 23 
(I) Deputi Bi dang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 
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(2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 24 
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan 

P4GN di bidang hukum dan kerja sama. 

Pasal 25 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi 

Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang hukum dan kerja sama; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja 
sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN; 

c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan 
di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan 
kerja sama; 

e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN; 

f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN; 

g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, clan internasional di bidang 
P4GN; 

h. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang 
hukum clan kerja sama. 

Bagian Kesembilan 

Inspektorat Utama 

Pasal26 
(1) lnspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Jnspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. 

Pasal 27 
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di 

lingkungan BNN. 

Pasal 28 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi : 
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a_ penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN; 

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait 
dan komponen masyarakat di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, clan kode etik 
profesi penyidik BNN; 

e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala 
BNN; 

f. penyusunan laporan hasil pengawasan. 

Bagian Kesepuluh 

Pusat 

Pasal 29 
(1) Di lingkungan BNN dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Pusat sebagai 

unsur pendukung tugas, fungsi, clan wewenang BNN. 

(2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah clan bertanggung 
jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama. 

Pasal 30 
Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan 
oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 
birokrasi. 

Bagian Kesebelas 

lnstansi Vertikal 

Paragraf l 

Umum 

Pasal 31 
(I) Instansi vertikal adalah pelaksana tu gas, fungsi, dan wewenang BNN di 

daerah. 

(2) lnstansi vertikal BNN terdiri dari : 

a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan 

b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota. 
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Paragraf2 

BNNP 

Pasal 32 
BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab 

kepada Kepala BNN. 

Pasal 33 
BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN 

dalam wilayah Provinsi. 

Pasal 34 
Susunan organisasi BNNP terdiri dari : 

a. Kepala BNNP; 

b. I (satu) Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 
(empat) Subbagian; dan 

c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan setiap Bidang membawahkan 
sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. 

Paragraf3 

BNNK/Kota 

Pasal 35 
BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BNNP. 

Pasal 36 
BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang 

BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. 

Pasal 37 
Susunan organisasi BNNK/Kota terdiri dari : 

a. Kepala BNNK/Kota; 

b. I (satu) Subbagian Tata Usaha; dan 

c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. 

Bagian Kedua belas 
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Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 38 
(l) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis 

penunjang, di lingkungan BNN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

Pasal 39 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38, ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari 
Menteri yang bertanggung jawab di bi dang pendayagunaan aparatur negara dan 
reformasi birokrasi. 

Bagian Ketiga belas 

Lain-Lain 

Pasal 40 
( l) Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro. Masing-masing Biro 

terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri 
paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

(2) Masing-masing Deputi kecuali Deputi Bidang Pemberantasan terdiri 
paling banyak 4 (empat) Direktorat, dan masing-masing Direktorat terdiri 
paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat serta masing-masing Subdirektorat 
terdiri paling banyak 3 (tiga) Seksi. 

(3) Khusus Deputi Bidang Pemberantasan terdiri paling banyak 7 (tujuh) 
Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) 
Subdirektorat, dan masing-masing Sub direktorat terdiri paling banyak 3 
(tiga) Seksi. 

( 4) Inspektorat Utama terdiri paling banyak 4 (empat) Inspektorat dan I 
(satu) Bagian Tata Usaha, lnspektorat membawahkan kelompok jabatan 
fungsional auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri paling banyak 4 ( empat) 
Subbagian. 

(5) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan l (satu) Subbagian Tata 
Usaha, masing-masing Bidang terdiridari paling banyak 2 (dua) Subbidang. 

Pasal 41 
(1) Di lingkungan BNN dibentuk kelompok jabatan fungsional penyidik 

BNN dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dari Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

KELOMPOK AHLI 

Pasal 42 
Dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang 

P4GN, BNN membentuk Kelompok Ahli. 

Pasal43 
Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan 

pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan 
kebijakan nasional di bidang P4GN. 

Pasal44 
Kelompok Ahli diketuai oleh Kepala BNN secara ex-officio dan sekaligus 

merangkap sebagai anggota. 

Pasal45 
(I) Keanggotaan Kelompok Ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) 

orang. 

(2) Keanggotaan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal 
dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat. 

Pasal46 
Keanggotaan Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

Pasal47 
Kepada para anggota Kelompok Ahli diberikan honorarium yang besarnya 

ditetapkan Kepala BNN dengan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang keuangan. 

Pasal 48 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa 

jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Kepala BNN. 
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BAB IV 
WAD AH PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal49 
Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN 
dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta 
masyarakat. 

Pasal 50 
Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat 

berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya 
sesuai kebutuhan. 

Pasal 51 
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 

50 diatur lebih lanjut oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal 52 
Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan 
komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional. 

Pasal 53 
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 54 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian 

intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya 
mekanisme uji silang. 

Pasal 55 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan 

bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 
secara berkala tepat pada waktunya. 
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Pasal 56 
(I) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi 

dengan pimpinan lembaga pemerintah bail< pusat maupun daerah, lembaga 
internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu. 

(2) Koordinasi sebagaimana diJl1aksud pada ayat (I) dilakukan melalui: 

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala clan sewaktu-waktu 
jika diperlukan untuk penyusunan clan perumusan kebijakan nasional 
di bidang P4GN; 

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing 
dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; · 

c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 57 
(I) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh 

empat) jam di bidang P4GN. 

(2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), 
BNN atau melalui BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal 
untuk pemberantasan clan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi 
penyalahgunaan clan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, 
dan bahan adil<tif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol yang te:rjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi 
pemerintah, clan pihak lain terkait. 

Pasal58 
(l) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak 

awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Kepala 
BNN. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan 
dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN. 

Pasal59 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan 

memperhatil<an ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 
ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN 

PEMBERHENTIAN 

Pasal 60 
(I) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon la. 

(2) Sekretaris Utama , Deputi. dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural 
eselon la. 

(3) Direktur, Inspcktur, Kcpala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala BNNP adalah 
jabatan strnktural cselon Ila. 

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/ 
Kota adalah jabatan struktural eselon Illa. 

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan 
struktural eselon !Va. 

Pasal 61 
(I) Bagi Pejabat yang telah menduduk.i jabatan Kepala Pelaksana Harian 

BNNK/Kota dan telah diberikan jabatan struktural eselon lib sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Presiden 
ini, maka apabila pejabat yang bersangkutan menduduk.i jabatan Kepala 
BNNK/Kota tetap diberikan jabatan struktural eselon lib sampai dengan 
masa jabatan pejabat yang bersangkutan berakhir. 

(2) Kepala BNNK/Kota yang diangkat setelah berakhirnya masa jabatan 
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah jabatan struktural 
eselon Illa. 

Pasal62 
(I) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal63 
( l) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden alas usul Kepala BNN. 

(2) Kepala BNNP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(3) Kepala BNNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN atas usul 
Kepala BNNP. 
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(4) Pejabat Struktural Eselon II ke bawah pada BNN diangkat dan diberhentikan 
oleh Kepala BNN. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal64 
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenang BNN, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 65 
Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di bidang 

P4GN, BNN dilengkapi dengan peralatan dan/atau persenjataan · yang 
pelaksanaan pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 66 
Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata 

kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNN 
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 67 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 
Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, 
BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota; 

b. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang 
Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 
Kabupaten/Kota, adalah Pejabat dan Pegawai BNN; 
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c. Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 
Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap 
dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud 
termasuk dukungan anggarannya; 

d. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika 
Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ 
Kota, baik yang berada di BNN Provinsi, maupun di BNN Kabupaten/Kota 
dinyatakan sebagai aset BNN. 

Pasal68 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta 

pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, 
dan BNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 
Badan Narkotika Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

Pasal 69 
(l) Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Pejabat dan Pegawai 

di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota yang menjadi 
Pejabat dan Pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
dapat memilih status tetap sebagai Pejabat dan Pegawai BNN atau kembali 
kepada instansi induknya. 

(2) Kepala BNN, Pimpinan instansi induk dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan status Pejabat atau 
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh aset negara yang 

dikelola dan digunakan oleh Pelaksana Harian BNN sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika 
Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan beralih penggunaan dan pengelolaan 
kepada BNN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang keuangan. 
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Pasal 71 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Unit Pelaksana Teknis 

BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 
2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 
Badan Narkotika Kabupaten/Kota, menjadi Unit Pelaksana Teknis BNN dan 
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan 
Presiden ini. 

Pasal 72 
Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang 

Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, clan Badan Narkotika 
Kabupaten/Kota, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti 
dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 73 
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 

83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, 
dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 74 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Sekretaris Kabinet 

Bidang Hukum, 

Dr. M. Iman Santoso 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 April 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

ttd. 

DR. H. SUSJLO BAMBANG YUDHOYONO 
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Pasal 61 

Bagi mereka yang telah mcnduduki jabatan Kepala Pelaksana Harian BNNK/ 
Kota dan diberikan jabatan struktural eselon Jib sesuai dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Pcraturan Presiden ini, 

apabila yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala BNNK/Kota berdasarkan 
Peraturan Presiden ini, kepadanya tetap dlberikan jabatan struktural eselon Jib. 
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No.454, 2009 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

Badan. Narkotika. Nasional. Penyidik. Syarat. Tata Cara. 
Pengangkatan. 

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR I TAHUN 2009 

TENTANG 

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika 
Nasional tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pejabat Penyidik Badan Narkotika Nasional; 

Mengingat l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5062); 
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Menetapkan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah denga3. 

3. Peraturan Pemerinfah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4194); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang 
Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Pengalihan status Anggota Tentara Nasional 
Indonesia clan Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki 
jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2002, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4198); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BADAN 
NASIONAL TENTANG SYARAT DAN 
PENGANGKATAN PENYIDIK BADAN 
NASIONAL. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

NARKOTIKA 
TATA CARA 
NARKOTIKA 

Pasal I 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

I. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga 
pemerintah non departemen selain bertugas dalam ha! pencegahan clan 
pemberantasan penyalahgunaan clan peredaran gelap narkotika clan 
prekusor narkotika, juga melaksanakan pencegahan clan pemberantasan 
penyalahgunaan clan peredaran gelap psikotropika clan bahan adiktiflain. 

2. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNN 
adalah pemimpin BNN yang berwenang mengangkat clan memberhentikan 
Penyidik Badan Narkotika Nasional. 
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3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kapolri. 

4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik 
BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 81 Undang­
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

BABII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PENYIDIK BNN 

Pasal 2 
(I) Penyidik BNN berasal dari sumber Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Anggota Polri) dan Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Penyidik BNN, yang bersangkutan barns 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi; 
e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 
f. memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap 

kejahatan umum dan/atau kejahatan narkotika; 
g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN. 

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi: 

a. Psikotest dan Polygraph; 
b. ketrampilan dalam mengoperasionalkan komputer dan program 

Microsoft Office basic; 
c. visi intelijen taktis (surveilance, observasi, pembuntutan, pembelian 

terselubung, penyerahan terkendali) dalam penyidikan kejahatan 
narkotika. 

d. memahami Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009. 

Pasal 3 
(I) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2), calon Penyidik BNN wajib mengikuti proses ujian Calon Penyidik 
BNN. 
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(2) Untuk melaksanakan proses ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala BNN membentuk Dewan Penguji untuk melaksanakan pengujian 
bagi cal on Penyidik BNN. 

(3) Dewan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 

a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Utama; 

b. Wakil Ketua dijabat oleh lnspektur Utama; 

c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian; 

d. 5 (lima) anggota terdiri dari pejabat Deputi terkait dan Direktur di 
lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan. 

(4) Dewan Penguji bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(5) Pembentukan Dewan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN. 

Pasal4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), 

Dewan Penguji menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria dan 
prosedur pengujian calon Penyidik BNN; 

b. penyusunan materi ujian; 
c. pelaksanaan pengujian calon Penyidik Badan Narkotika Nasional; 

d. penetapan kelulusan calon Penyidik Badan Narkotika Nasional; 

e. pemberian rekomendasi kepada Kepala BNN ten tang penempatan Penyidik 
BNN yang telah lulus seleksi; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian calon Penyidik 
BNN. 

Pasal S 
(1) Penyidik BNN sebelum diangkat, wajib mengucapkan sumpah/janji 

menurut agamanya dihadapan Kepala BNN sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Anggota Polri yang diangkat sebagai Penyidik BNN tetap memiliki status 
sebagai anggota Polri. 

(3) Anggota Polri yang diangkat sebagai Penyidik BNN dapat diusulkan 
kenaikan pangkatnya secara istimewa oleh Kepala BNN kepada Kapolri 
atas prestasi kinerjanya. 

Pasal6 
Penyidik BNN dapat berhenti atau diberhentikan sebagai Penyidik BNN, bila: 

a. telah selesai masa kerjanya sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional; 
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b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 

c. meninggal dunia; 

d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) 
bulan; 

e. diduga terlibat tindak pidana narkotika atau tindak pidana lainnya; 

£. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Dewan Kode Etik Profesi 
Penyidik BNN, karena melakukan tindakan yang mencoreng citra BNN; 

g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2. 

Pasal 7 
Pengangkatan dan pemberhentian penyidik Badan Narkotika Nasional 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNN. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk:.in. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 November 2009 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

GORIESMERE 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 November 2009 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 
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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

NOMOR 03 TAHUN 2010 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden 
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, 
dipandang perlu m enetapkan Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional tentang organisasi dan tata kerja Badan 
Narkotika Nasional; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3671); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 
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Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: BI 1068 / M.PAN­
RB / 5 / 2010 tanggal 12 Mei 2010; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
NARKOTIKA NASIONAL. 

BAB! 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS!, DAN WEWENANG 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal I 
(I) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah 
nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

(2) BNN dipimpin oleh Kepala. 

Bagian Kedua 

Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

Pasal 2 
(l) BNN mempunyai tugas: 
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a. menyusun clan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan clan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika clan Prekursor Narkotika; 

b. mencegah clan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia 
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika clan Prekursor Narkotika; 



d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat; 

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat 
dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 

g. melakukan kerja sama bHateral dan multilateral, baik regional maupun 
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; dan 

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 
wewenang. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas 
menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 
prekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol. 

Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan 
P4GN; 

b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan 
prosedur P4GN; 

c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; 

d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang 
P4GN; 
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e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang 
Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, 
Hukum dan Kerja Sama; 

f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di 
lingkungan BNN; 

g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 
dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan 
nasional di bidang P4GN; 

h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan 
BNN; 

pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; 

j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 
narkotika, psikotropika. dan prekursor serta bahan adiktiflainnya. kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ; 

L pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 
masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke 
dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; 

m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 
adiktif lainnya. kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya. kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik 
atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; 

o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan 
perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; 

p. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang 
P4GN; 

q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di 
lingkungan BNN; 

r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait 
dan komponen masyarakat di bidang P4GN; 
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s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik 
profesi penyidik BNN; 

t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan 
pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; 

u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan 
adiktiflainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor 
serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol; dan 

w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN. 

Pasal4 
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan 
penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

BABII 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 
Sadan Narkotika Nasional terdiri atas: 

a. Kepala; 
b. Sekretariat Utama; 
c. Deputi Bidang Pencegahan; 
d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Deputi Bidang Pemberantasan; 
f. Deputi Bidang Rehabilitasi; 

g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama; 
h. Inspektorat Utama; 

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan 
j. Instansi Vertikal. 
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BAB III 
KEPALA 

Pasal 6 
Kepala adalah pemimpin BNN. 

Pasal 7 
Kepala mempunyai tugas : 

a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN. 

b. mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan 
Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN. 

BAB IV 

SEKRETARIAT UTAMA 

Pasal 8 

(I) Sekretariat Uta ma adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut 
Sestama. 

Pasal 9 
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di lingkungan BNN. 

Pasal 10 
Dal am melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud dalam Pas al 9, Sekretariat 

Utama menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN; 

b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam 
penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan 
dokumentasi di lingkungan BNN; 

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta 
hubungan masyarakat; 

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 

290 



f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN. 

Pasal 11 
Sekretariat Utama terdiri alas : 
a. Biro Perencanaan~ 

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 
c. Biro Keuangan; dan 
d. Biro Umum. 

Pasal 12 
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 

penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan 
sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi 
dan penyusunan laporan. 

Pasal 13 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro 

Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan 
strategi BNN; 

b. penyiapan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran; 

c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan 
BNN;dan 

d. pelaksanaan penyusunan laporan. 

Pasal 14 
Biro Perencanaan terdiri atas: 
a. Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN; 
b. Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN; 
c. Bagian Program dan Anggaran; dan 
d. Bagian Pelaporan. 

Pasal 15 
Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang 
P4GN. 
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Pasal 16 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian 

Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan 
kebijakan nasional di bidang P4GN; dan 

b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang 
P4GN. 

Pasal 17 
Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN terdiri atas: 

a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan 

b. Subbagian Analisis Bahan. 

Pasal 18 
(I) Subbagian lnventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 

inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di 
bidang P4GN. 

(2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan 
penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN. 

Pasal 19 
Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi penyusunan strategi BNN. 

Pasal 20 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian 

Penyiapan Koordinasi Strategi BNN menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan 
strategi BNN; dan 

b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan strategi BNN. 

Pasal 21 
Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN terdiri atas: 
a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan 
b. Subbagian Analisis Bahan. 

Pasal 22 
(1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 

inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan strategi BNN. 
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(2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan 
penyusunan strategi BNN. 

Pasal 23 
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran serta 
pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN. 

Pasal 24 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian 

Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program serta 
pelaksanaan penyusunan rencana program di lingkungan BNN; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran serta 
pelaksanaan penyusunan rencana anggaran di lingkungan BNN; dan 

c. penyiapan bahan pelaksanaan progam dan anggaran pendampingan 
bantuan luar negeri di lingkungan BNN. 

Pasal 25 
Bagian Program dan Anggaran terdiri alas : 
a. Subbagian Program; dan 

b. Subbagian Anggaran. 

Pasal 26 
(!) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, pelaksanaan penyusunan 
rencana program, dan pelaksanaan progam pendampingan bantuan luar 
negeri di lingkungan BNN. 

(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, pelaksanaan penyusunan 
rencana anggaran, dan pelaksanaan anggaran pendampingan bantuan luar 
negeri di lingkungan BNN. 

Pasal 27 

Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan 
kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta rencana program 
dan anggaran. 

Pasal 28 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian 

Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 
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a. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 
P4GN; 

b. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan Strategi BNN; 

c. pelaksanaan penyusunan laporan rencana program dan anggaran; 

d. penyiapan bahan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian 
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 
dan 

e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

Pasal 29 
Bagian Pelaporan terdiri alas : 

a. Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN; dan 

b. Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran. 

Pasal 30 
(l) Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan 
kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta urusan tata 
usaha dan rumah tangga Biro. 

(2) Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan rencana 
program dan anggaran, serta penyusunan Laporan Alnmtabilitas Kinerja 
lnstansi Pemerintah {LAKIP). 

Pasal 31 
Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi administrasi 
kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan 
tata laksana. 

Pasal 32 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro 

Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; 
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

c. pelaksanaan pengembangan pegawai; 
d. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; 

e. pelaksanaan analisis dan desain organisasi; dan 
f. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan 

hubungan tata kerja. 
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Pasal 33 
Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas : 

a. Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian; 
b. Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan 
c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 

Pasal 34 
Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian dan 
pelaksanaan administrasi kepegawaian. 

Pasal 35 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 

Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; dan 
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian. 

Pasal 36 
Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian terdiri atas : 

a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian; dan 
b. Subbagian Administrasi Kepegawaian. 

Pasal 37 
(l) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengadaan 
kepegawaian. 

(2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
administrasi kepegawaian . 

Pasal 38 
Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas 

elaksanakan penyiapan pengembangan dan urusan kesejahteraan pegawai. 

Pasal 39 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian 

:ngembangan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan pengembangan pegawai; 
pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan 
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 
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Pasal 40 
Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas : 
a. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan 
b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai. 

Pasal 41 
(I) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tu gas melakukan penyiapan 

pengembangan pegawai. 

(2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan 
pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, serta tata usaha dan rumah 
tangga Biro. 

Pasal 42 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan 

analisis dan desain organisasi, serta penyusunan sistem dan prosedur, uraian 
jabatan, dan hubungan tata kerja. 

Pasal 43 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan desain organisasi; dan 

b. penyiapan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan 
tata kerja. 

Pasal44 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri alas : 
a. Subbagian Organisasi; dan 
b. Subbagian Tata Laksana. 

Pasal 45 
(I) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bah an 

analisis dan desain organisasi. 

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja. 

Pasal46 
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. 

Pasal47 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro 

Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran; 

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah 
perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan 
anggaran; dan 

c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan 
laporan keuangan. 

Pasal48 
Biro Keuangan terdiri atas : 
a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; 
b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan dan 
c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 

Pasal 49 
Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran 

dan penerimaan anggaran, serta proses dan pembayaran gaji pegawai. 

Pasal50 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian 

Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fu ngsi: 

a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran; 
b. pelaksanaan proses dan pembayaran gaji pegawai; dan 
c. pelaksaaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

Pasal 51 
Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri alas: 
a. Subbagian Pengelolaan Anggaran; dan 

b. Subbagian Penggajian. 

Pasal 52 
(I) Subbagian Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran. 

(2) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan prosesdan pembayaran 
gaji pegawai, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

Pasal53 
Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, 
ganti rugi, dan bahan pembinan tata usaha keuangan anggaran. 
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Pasal 54 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian 

Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah 
perbendaharaan dan ganti rugi; dan 

b. penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran. 

Pasal 55 
Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas: 
a. Subbagian Perbendaharaan; dan 

b. Subbagian Tata Usaha Keuangan. 

Pasal 56 
(I) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan 

perbendaharaan dan penyiapan pertimbangan masalah perbendaharaan 
dan ganti rugi. 

(2) Subbagian Tata l!saha Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran. 

Pasal 57 
Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan 

verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan. 

Pasal 58 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian 

Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan verifikasi; dan 

b. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 

Pasal 59 
Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri alas : 

a. Subbagian Verifikasi; dan 
b. Subbagian Akuntansi. 

Pasal60 
(I) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi. 
(2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi 

dan laporan keuangan. 
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Pasal 61 
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dokumentasi, logistik, pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara, serta hubungan masyarakat. 

Pasal 62 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro 

Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan; 

b. pelaksanaan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan 
negara; 

c. pelaksanan urusan hubungan masyarakat; 

d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan; dan 

e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol. 

Pasal63 
Biro Umum terdiri atas : 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bagian Logistik; 

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi; dan 

d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol. 

Pasal 64 
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan 

dan tata usaha pimpinan. 

Pasal 65 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian 

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan tata persuratan; dan 

b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan. 

Pasal66 
Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan 

b. Subbagian Tata Persuratan. 

Pasal 67 
(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari: 

a. Subbagian Tata Usaha Kepala BNN; 
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b. Subbagian Tata Usaha Sestama; 

c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan; 

cl. Subbagian Tata Usaha Deputi Biclang Pemberclayaan Masyarakat; 

e. Subbagian Tata Usaha Deputi Biclang Pemberantasan; 

f. Subbagian Tata Usaha Deputi Biclang Rehabilitasi; clan 

g. Subbagian Tata Usaha Deputi Biclang Hukum clan Kerja Sama. 

(2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaiana climaksud pacla ayat (I) 
mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepacla Kepala BNN, 
Sestama, clan Para Deputi. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Subbagian Tata Usaha 
Pimpinan sebagaimana climasucl pacla ayat ( l) secara aclministratif 
bertanggungjawab kepacla Kepala Bagian Tata Usaha, clan secara fungsional 
bertanggung jawab kepacla Pimpinan yang dilayani. 

(4) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata 
persuratan. 

Pasal68 
Bagian Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik clan 

pengelolaan barang milik/kekayaan negara. 

Pasal 69 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl clalam Pasal 68, Bagian 

Logistik menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan perencanaan, analisis kebutuhan, clan pengaclaan logistik; clan 

b. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara. 

Pasal 70 
Bagian Logistik tercliri alas: 

a. Subbagian Perencanaan Logistik; clan 

b. Subbagian Pengelolaan Logistik. 

Pasal 71 
(I) Subbagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melakukan 

perencanaan, analisis kebutuhan, clan pengaclaan logistik. 

(2) Subbagian Pengelolaan Logistik mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
barang milik/ kekayaan negara. 
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Pasal 72 
Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai lugas 

melaksanakan urusan hubungan masyarakat, dokumenlasi, dan perpustakaan. 

Pasal 73 
Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakal; dan 
b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan. 

Pasal 74 
Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumenlasi lerdiri alas: 
a. Subbagian Hubungan Masyarakal; dan 
b. Subbagian Dokumenlasi dan Perpustakaan. 

Pasal 75 
(I) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai lugas melakukan urusan 

hubungan masyarakat. 

(2) Subbagian Dokumentasi dan Perpuslakaan mempunyai tugas melakukan 
urusan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan. 

Pasal 76 
Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol. 

Pasal 77 
Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian 

Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan 
b. pelaksanaan urusan protokol. 

Pasal 78 
Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri alas : 
a. Subbagian Rumah Tangga; dan 

b. Subbagian Protokol. 

Pasal 79 
(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai lugas melakukan urusan rumah 

tangga. 

(2) Subbagian Prolokol mempunyai lugas melakukan urusan prolokol. 
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BABV 
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN 

Pasal 80 
(1) Depuli Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan 

fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi. 

Pasal81 
Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang pencegahan. 

Pasal 82 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 l, Deputi 

Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pencegahan; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN 
di bidang pencegahan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemer_intah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN 
di bidang pencegahan; 

d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di 
lingkungan BNN; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang pencegahan. 

Pasal83 
Deputi Bidang Pencegahan terdiri alas : 

a. Direktorat Desiminasi Informasi; dan 

b. Direktorat Advokasi. 

Pasal 84 
Direktorat Desiminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan desiminasi 

informasi P4GN di bidang pencegahan. 

Pasal 85 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 

Direktorat Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 
media elektronik; dan 

b. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 
media noneleklronik 

Pasal 86 
Direkloral Desiminasi Jnformasi lerdiri alas: 

a. Subdirektorat Media Eleklronik; dan 

b. Subdirekloral Media Noneleklronik. 

Pasal 87 
Subdirektoral Media Eleklronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media eleklronik. 

Pasal 88 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 

Subdirektoral Media Elektronik menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

media dunia maya, radio, dan televisi; dan 

b. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui layar 
lebar dan alal elektronik lainnya. 

Pasal 89 

Subdirektoral Media Eleklronik terdiri alas: 

a. Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi; dan 

b. Seksi Media Layar Lehar dan Alai Elektronik Lainnya. 

Pasal 90 
( 1) Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi mempunyai lugas melalcukan 

penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan 
melalui media dunia maya, radio, dan televisi. 

(2) Seksi Media Layar Lebar dan Alat Eleklronik Lainnya mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang 
pencegahan melalui media layar lebar dan alat elektronik lainnya. 

Pasal 91 
Subdirektorat Media Nonelektronik mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media 
nonelektronik. 

303 



Pasal 92 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, 

Subdirektorat Media Nonelektronik menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 
media cetak; dan 

b. penyiapan · desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 
media tradisional. 

Pasal 93 
Subdirektorat Media Nonelektronik terdiri atas: 

a. Seksi Media Cetak; dan 

b. Seksi Media Tradisional. 

Pasal 94 
(I) Seksi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak. 

(2) Seksi Media Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media 
tradisional. 

Pasal 95 
Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di 

bidang pencegahan. 

Pasal 96 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, 

Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi 
pemerintah; dan 

b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat. 

Pasal 97 
Direktorat Advokasi terdiri atas: 

a. Subdirektorat lnstansi Pemerintah; dan 

b. Subdirektorat Masyarakat. 

Pasal 98 
Subdirektorat Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah. 
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Pasal 99 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, 

Subdirektorat Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TN! dan Polri; 
dan 

b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI dan 
Polri. 

Pasal 100 
Subdirektorat Instansi Pemerintah terdiri atas: 

a. Seksi TN! dan Polri; dan 
b. Seksi NonTNI dan Polri. 

Pasal 101 
(I) Seksi TN! dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TN! dan Polri. 

(2) Seksi NonTNI dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI dan Polri. 

Pasal 102 
Subdirektorat Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat. 

Pasal 103 
Dalam melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 02, 

Subdirektorat Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi 
masyarakat; dan 

b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui kelompok 
masyarakat. 

Pasal 104 
Subdirektorat Masyarakat terdiri atas: 

a. Seksi Organisasi Masyarakat; dan 
b. Seksi Kelompok Masyarakat. 

Pasal 105 
(I) Seksi Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi masyarakat. 

(2) Seksi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan 
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bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui komponen 
masyarakat. 

BABVI 

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pasal 106 
(I) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian 

tugas clan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di 
bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi 

Pasal 107 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 108 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Deputi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan clan pelaksanaan kebijakan nasional clan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, clan prosedur P4GN 
di bidang pemberdayaan masyarakat; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, clan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait clan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan 
masyarakat; 

d. pelaksanaan fasilitasi clan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; 

e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, clan peningkatan kegiatan 
masyarakat di bidang P4GN; 

f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada 
instansi vertikal di lingkungan BNN; dan 

g. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 109 
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: 

a. Direktorat Peran Serta Masyarakat; dan 
b. Direktorat Pemberdayaan Alternatif. 
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Pasal IIO 
Direktorat Pecan Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

pemberclayaan masyarakat clalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat. 

Pasal Ill 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl clalam Pasal II 0, 

Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan peran serta lingkungan pencliclikan; clan 
b. pelaksanaan peran serta lingkungan kerja clan masyarakat. 

Pasal ll2 
Direktorat Peran Serta Masyarakat tercliri atas: 
a. Subclirektorat Lingkungan Pencliclikan; clan 
b. Subclirektorat Lingkungan Kerja clan Masyarakat. 

Pasal 113 
Stibclirektorat Lingkungan Pencliclikan mempunyai tugas melaksanakan 

pemetaan, analisis, pemantauan, clan evaluasi peran serta lingkungan 
pencliclikan. 

Pasal 114 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl clalam Pasal I 13, 

Subclirektorat Lingkungan Pencliclikan menyelenggarakan fungsi: 
a. pemetaan clan analisis pecan serta lingkungan pencliclikan; clan 
b. pemantauan clan evaluasi peran serta lingkungan pencliclikan. 

Pasal llS 
Subclirektorat Lingkungan Pendidikan terdiri alas: 
a. Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah; dan 
b. Seksi Pendidikan Tinggi. 

Pasal ll6 
(1) Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pemetaan dan analisis peran serta linkungan pendidikan dasar 
dan menengah. 

(2) Seksi Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan tinggi. 

Pasal 117 
Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta 
lingkungan kerja dan masyarakat. 
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Pasal 118 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, 
Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja; dan 
b. pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat. 

Pasal 119 
Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat terdiri atas: 

a. Seksi Lingkungan Kerja; dan 
b. Seksi Lingkungan Masyarakat. 

Pasal 120 
(I) Seksi Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan 

dan analisis peran serta lingkungan kerja. 

(2) Seksi Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat. 

Pasal 121 
Direktorat Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan 
alternatif. 

Pasal 122 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat 
Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan 
b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan. 

Pasal 123 
Direktorat Pemberdayaan Alternatif terdiri atas: 

a. Subdirektorat Masyarakat Perkotaan; dan 
b. Subdirektorat Masyarakat Perdesaan. 

Pasal 124 
Subdirektorat Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, 
analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat 
perkotaan. 

Pasal 125 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, 
Subdirektorat Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi: 
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a. pemetaan dan analisis pcmberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan 
b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan. 

Pasal 126 
Subdirektorat Masyarakat Perkotaan terdiri atas: 

a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan 
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. 

Pasal 127 
(1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan. 

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan. 

Pasal 128 
Subdirektorat Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, 
analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat 
perdesaan. 

Pasal 129 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, 
Subdirektorat Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi: 

a. pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan; dan 
b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan. 

Pasal 130 
Subdirektorat Masyarakat Perdesaan terdiri atas: 
a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan 
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. 

Pasal 131 
(I) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tu gas melakukan penyiapan 

pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan. 

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan. 
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BABVII 

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN 

Pasal 132 
(I) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan 

fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi 

Pasal 133 
Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang pemberantasan. 

Pasal 134 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi 

Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 

P4GN di bidang pemberantasan; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 
kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan 
dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan 
pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan 
kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol; 

d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, 
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 
narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktiflainnya, kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, 
interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, 
pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada 
instansi vertikal di lingkungan BNN; dan 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang pemberantasan; 
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Pasal 135 
Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas: 
a. Direktorat lntelijen; 
b. Direktorat Narkotika Alami; 
c. Direktorat Narkotika Sintetis; 
d. Direktorat Psikotropika dan Prekursor; 
e. Direktorat lnterdiksi; 
f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan 
g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset. 

Pasal 136 
Direktorat lntelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen 

dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan. 

Pasal 137 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, 

Direktorat lntelijen menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam 
rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan 

b. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen 
dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan. 

Pasal 138 
Direktorat Intelijen terdiri atas: 
a. Subdirektorat Teknologi lntelijen; dan 
b. Subdirektorat lntelijen Taktis dan Produk. 

Pasal 139 
Subdirektorat Teknologi lntelijen mempunyai tugas melaksanakan 

pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen, analisis, dan pelacakan 
intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan. 

Pasal 140 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, 

Subdirektorat Teknologi lntelijen menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen; 
b. pelaksanaan analisis intelijen; dan 
c. pelaksanaan pelacakan intelijen berbasis teknologi. 
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Pasal 141 
Subdirektorat Teknologi lntelijen terdiri atas: 

a. Seksi Sistem Informasi dan Analisis Intelijen; dan 

b. Seksi Pelacakan Intelijen. 

Pasal 142 
(l) Seksi Sistem Informasi dan Analisis lntelijen mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem 
informasi intelijen dan analisis intelijen. 

(2) Seksi Pelacakan Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelacakan 
intelijen berbasis teknologi. 

Pasal 143 
Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN 
di bidang pemberantasan. 

Pasal 144 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, 

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis; dan 

b. penyusunan produk intelijen. 

Pasal 145 
Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk terdiri atas: 

a. Seksi lntelijen Taktis; dan 

b. Seksi Produk Intelijen. 

Pasal 146 
(I) Seksi lntelijen Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kegiatan intelijen taktis. 

(2) Seksi Produk Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 
produk intelijen. 

Pasal 147 
Direktorat Narkotika Alami mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 
berasal dari tanaman. 
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Pasal 148 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, 

Direktorat Narkotika Alami menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika jenis heroin; dan 

b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika jenis kokain dan ganja. 

Pasal 149 
Direktorat Narkotika Alami terdiri atas: 

a. Subdirektorat Heroin; dan 
b. Subdirektorat Kokain dan Ganja. 

Pasal 150 
Subdirektorat Heroin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika jenis heroin. 

Pasal 151 

Subdirektorat Heroin membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik. 

Pasal 152 
Subdirektorat Kokain dan Ganja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika jenis kokain dan ganja. 

Pasal 153 
Subdirektorat Kokain dan Ganja membawahkan kelompok jabatan fungsional 
penyidik. 

Pasal 154 
Direktorat Narkotika Sintetis mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 
berasal dari bukan tanaman. 

Pasal 155 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, 

Direktorat Narkotika Sintetis menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina; dan 
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b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina. 

Pasal 156 
Direktorat Narkotika Sintetis terdiri alas: 
a. Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina; dan 
b. Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina. 

Pasal 157 

Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina. 

Pasal 158 
Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina membawahkan kelompok 

jabatan fungsional penyidik. 

Pasal 159 
Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina. 

Pasal 160 
Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina membawahkan 

kelompok jabatan fungsional penyidik. 

Pasal 161 
Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika dan prekursor. 

Pasal 162 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, 

Direktorat Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika; dan 

b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap prekursor. 
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Pasal 163 
Direktorat Psikotropika dan Prekursor terdiri atas: 

a. Subdirektorat Psikotropika; dan 

b. Subdirektorat Prekursor. 

Pasal 164 
Subdirektorat Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika. 

Pasal 165 
Subdirektorat Psikotropika membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 

Pasal 166 
Subdirektorat Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
prekursor. 

Pasal 167 
Subdirektorat Prekursor membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik. 

Pasal 168 
Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan 

administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas. 

Pasal 169 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, 

Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, 
dan perairan; dan 

b. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan 
lintas batas. 

Pasal 170 
Direktorat lnterdiksi terdiri atas: 

a. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan; dan 

b. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Dara! dan Lintas Batas. 
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Pasal 171 
Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di 
wilayah udara, laut, dan perairan. 

Pasal 172 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 

Subdirektorat lnterdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administ rasi penyidikan di wilayah 
udara; dan 

b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah 
laut dan perairan. 

Pasal 173 
Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan terdiri atas: 

a. Seksi Interdiksi Wilayah Udara; dan 

b. Seksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan. 

Pasal 174 
( l) Seksi Interdiksi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah 
udara. 

(2) Seksi Interdiksi Pelabuhan Laut dan Perairan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di 
wilayah laut dan perairan. 

Pasal 175 
Subdirektorat Interdiksi Darat dan Lintas Batas mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah 
darat dan lintas batas. 

Pasal 176 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, 

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah 
darat; dan 

b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah 
lintas batas. 
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Pasal 177 
Subdirektorat lnterdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas terdiri alas: 
a. Seksi Interdiksi Wilayah Darat; dan 
b. Seksi lnterdiksi Wilayah Lintas Batas. 

Pasal 178 

(I) Seksi Interdiksi Darat mempunyai tu gas melakukan penyiapan bahan 
pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat. 

(2) Seksi lnterdiksi Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas. 

Pasal 179 
Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan 

penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika, prekursor clan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

Pasal 180 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala.rp. Pasal 179, 

Direktorat Penindakan clan Pengejaran menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika, prekursor clan bahan adiktiflainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan 

b. pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktiflainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

Pasal 181 
Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas: 
a. Subdirektorat Penindakan; dan 
b. Subdirektorat Pengejaran. 

Pasal 182 
Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan 

jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 
prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol. 

Pasal 183 
Subdirektorat Penindakan membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 
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Pasal 184 
Subdirektorat Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan pengejaran 

jaringan penyalahgunaan dan peredaran gclap narkotika, psikotropika, 
prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol. 

Pasal 185 
Subdirektorat Pengejaran membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 

Pasal 186 
Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset. 

Pasal 187 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, 

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset menyelenggarakan 
fungsi: 

a. pelaksanaan pengawasan tahanan; dan 

b. pelaksanaan pengawasan barang bukti dan aset. 

Pasal 188 
Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Asel terdiri atas: 

a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan 

b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset. 

Pasal 189 
Subdirektorat Pengawasan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan tahanan. 

Pasal 190 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, 

Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan; dan 

b. penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan. 

Pasal 191 
Subdirektorat Pengawasan Tahanan terdiri alas: 

a. Seksi Administrasi Tahanan; dan 

b. Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan. 
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Pasal 192 
(I) Seksi Adminislrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan adminislrasi lahanan. 

(2) Seksi Perawalan clan Penjagaan Tahanan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pelaksanaan perawalan clan penjagaan lahanan. 

Pasal 193 
Subdirekloral Pengawasan Barang Bukli clan Asel mempunyai lugas 

melaksanakan penyiapan pengawasan barang bukti clan aset. 

Pasal 194 
Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, 

Subdirektoral Pengawasan Barang Bukti clan Aset menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan pengawasan barang bukli; clan 

b. penyiapan pelaksanaan pengawasan aset. 

Pasal 195 
Subdireklorat Pengawasan Barang Bukli clan Asel terdiri atas: 

a. Seksi Pengawasan Barang Bukti; clan 
b. Seksi Pengawasan Aset. 

Pasal 196 
( 1) Seksi Pengawasan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pengawasan barang bukti. 

(2) Seksi Pengawasan Ase! mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pelaksanaan pengawasan aset. 

BAB VIII 

DEPUTI BIDANG REHABILITASI 

Pasal 197 
(1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas clan 

fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah clan bertanggung jawab 
kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 198 
Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang 

rehabilitasi. 
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Pasal 199 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Deputi 

Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijaka.n nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang rehabilitasi; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di 
bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang 
telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat 
serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN 
di bidang rehabilitasi; 

d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode 
lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam 
masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat; 

f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi 
berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji 
keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta 
perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN 
di bidang rehabilitasi. 

Pasal 200 
Deputi Bidang Rehabilitasi tercliri alas : 

a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah; 
b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan 
c. Direktorat Pascarehabilitasi. 
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Pasal 201 
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai 

tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah. 

Pasal 202 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

201, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode 
komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan 

b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode 
nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah. 

Pasal 203 
Direktorat Penguatari Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas: 

a. Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah; dan 
b. Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah. 

Pasal 204 
Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui 
metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah. 

Pasal 205 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, 

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan standarisasi dan sertifikasi; dan 

b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi. 

Pasal 206 
Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah terdiri alas: 

a. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan 

b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi. 

Pasal 207 
(I) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tu gas melakukan penyiapan 

bahan standarisasi dan sertifikasi. 

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
fasilitasi rehabil itasi. 
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Pasal208 
Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi 
melalui met ode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah. 

Pasal 209 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, 

Subdirektorat N onkomuni tas Terapeutik lnstansi Pemerintah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan fasilitasi rehabilitasi rumah sakit instansi pemerintah; dan 
b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah 

tahanan negara. 

Pasal 210 
Subdirek"torat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah terdiri alas: 
a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakit lnstansi Pemerintah; dan 
b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara. 

Pasal 2ll 
(I) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakit Instansi Pemerintah mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi rumah sakit instansi 
pemerintah. 

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi 
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. 

Pasal 212 
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi komponen 
masyarakat. 

Pasal 213 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, 

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode 
komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat; dan 

b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode 
nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat. 
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Pasal 214 
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas: 
a. Subclirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat; clan 
b. Subclirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat. 

Pasal 215 
Subclirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi 
melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat. 

Pasal 216 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, 

Subclirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan stanclarisasi dan sertifikasi; clan 
b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi. 

Pasal 217 
Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat tercliri atas: 
a. Seksi Stanclardisasi dan Sertifikasi; dan 
b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi. 

Pasal 218 
(I) Seksi Standardisasi clan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan stanclarisasi clan sertifikasi. 

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi mempunyai tuga.s melakukan penyiapan bahan 
fasilitasi rehabilitasi. 

Pasal 219 
Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi 
melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh Komponen 
Masyarakat. 

Pasal 220 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl clalam Pasal 

219, Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan fasilitasi rehabilitasi swasta; clan 
b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi kemasyarakatan. 
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Pasal 221 
Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat terdiri atas: 

a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Swasta; dan 

b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan. 

Pasal 222 
(I) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan fasilitasi rehabilitasi swasta. 

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi kemasyarakatan. 

Pasal 223 
Direktorat Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan 

kemampuan penyatuan kembali dan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif tembakau dan alkohol. 

Pasal224 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, 

Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan peningkatan kemampuan penyatuan kembali penyalahguna 
dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya 
kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan 

b. pelaksanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, 
psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau 
dan alkohol. 

Pasal225 
Direktorat Pascarehabilitasi terdiri atas: 
a. Subdirektorat Penyatuan Kembali; dan 
b. Subdirektorat Perawatan Lanjut. 

Pasal 226 
Subdirektorat Penyatuan Kembali mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perencanaan dan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/ 
atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif tembakau dan alkohol. 

Pasal227 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, 
Subdirektorat Penyatuan Kembali menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyiapan perencanaan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif tembakau dan alkohol; dan 

b. penyiapan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
tembakau dan alkohol. 

Pasal 228 
Subdirektorat Penyatuan Kembali terdiri alas: 

a. Seksi Perencanaan; dan 
b. Seksi Evaluasi. 

Pasal 229 
(I) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bah an 

perencanaan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
tembakau dan alkohol. 

(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi 
penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, 
psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau 
dan alkohol. 

Pasal 230 
Subdirektorat Perawatan Lanjut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perencanaan dan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
tembakau dan alkohol. 

Pasal 231 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, 

Subdirektorat Perawatan Lanjut menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perencanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
tembakau dan alkohol; dan 

b. penyiapan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika, psikotropika, clan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
tembakau dan alkohol. 
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Pasal 232 
Subdirektorat Perawatan Lanjut terdiri atas: 

a. Seksi Perencanaan; dan 

b. Seksi Evaluasi. 

Pasal 233 
(1) Seksi Perencanaan mempunyai tu gas melakukan penyiapan bah an 

perencanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, 
psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau 
dan alkohol. 

(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi 
perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, 
dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol 

BAB IX 
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA 

Pasal 234 
(1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi. 

Pasal235 
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN . 

Pasal236 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Deputi 

Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang hukum dan kerja sama; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja 
sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN; 

c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan 
di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan 
kerja sama; 

e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN; 
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f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN; 

g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang 
P4GN; dan 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang 
hukum dan kerja sama. 

Pasal 237 
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri alas: 

a. Direktorat Hukum; dan 
b. Direktorat Kerjasama. 

Pasal 238 
Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan 

perancangan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang 
P4GN. 

Pasal 239 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, 

Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang 
P4GN;dan 

b. pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. 

Pasal 240 
Direktorat Hukum terdiri atas: 

a. Subdirektorat Perundang-undangan; dan 

b. Subdirektorat Bantuan Hukum. 

Pasal241 
Subdirektorat Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN. 

Pasal 242 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, 

Subdirektorat Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN; dan 
b. penyiapan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN. 

327 



Pasal 243 

Subdirektorat Perundang-undangan terdiri atas: 
a. Seksi Penelaahan Perundang-undangan; dan 
b. Seksi Perancangan Perundang-undangan. 

Pasal 244 
(l) Seksi Penelaahan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN. 

(2) Seksi Perancangan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN. 

Pasal 245 
Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

konsultasi dan pembelaan hukum di bidang P4GN. 

Pasal 246 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 

.Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan konsultasi hukum di bidang P4GN; dan 
b. penyiapan pembelaan hukum di bidang P4GN. 

Pasal 247 
Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas: 
a. Seksi Konsultasi Hukum; dan 
b. Seksi Pembelaan Hukum. 

Pasal 248 
(l) Seksi Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

konsultasi hukum di bidang P4GN. 

(2) Seksi Pembelaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pembelaan hukum di bidang P4GN. 

Pasal 249 
Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kerja sama nasional, 

regional, dan internasional di bidang P4GN. 

Pasal 250 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, 

Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan 
b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN. 

328 



Pasal 251 
Direktorat Kerja Sama terdiri atas: 
a. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; clan 
b. Subdirektorat Kerja Sama Regional clan Internasional. 

Pasal 252 
Subdirektorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan kornponen masyarakat 
tingkat nasional di bi dang P4GN. 

Pasal 253 
Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 252, 

Subdirektorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bi dang P4GN; clan 
b. penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN. 

Pasal 254 
Subdirektorat Kerja Sama Nasional terdiri atas: 

c. Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah; clan 

d. Seksi Kerja Sama Kornponen Masyarakat. 

Pasal 255 
(1) Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan kerja sama instansi pernerintah di bidang P4GN. 

(2) Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan kerja sarna kornponen rnasyarakat di bidang P4GN. 

Pasal 256 
Subdirektorat Kerja Sama Regional clan Internasional mernpunyai tugas 

melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN. 

Pasal 257 
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 256, 

Subdirektorat Kerja Sama Regional clan Internasional menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; clan 

b. penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN. 

Pasal 258 
Subdirektorat Kerja Sarna Regional clan Internasional terdiri alas: 

a. Seksi Kerja Sama Regional; clan 

b. Seksi Kerja Sama Internasional. 
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Pasal 259 
(I) Seksi Kerja Sama Regional mempunyai tu gas melakukan penyiapan bahan 

kerjasama regional di bidang P4GN. 

(2) Seksi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan kerja sama internasional di bidang P4GN. 

BABX 

INSPEKTORAT UTAMA 

Pasal 260 
(l) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama 

Pasal 261 
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di 

lingkungan BNN. 

Pasal262 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, 

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN; 

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja clan keuangan melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, clan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait 
clan komponen masyarakat di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan penegakkan disiplin, Kode Etilc Pegawai BNN, dan Kode Etilc 
Profesi Penyidik BNN; 

e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala 
BNN;dan 

f. penyusunan laporan hasil pengawasan. 

Pasal 263 
Inspektorat Utama terdiri atas: 

a. Inspektorat I; 

b. Inspektorat II; 

c. Inspektorat III; clan 

d. Bagian Tata Usaha. 
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Pasal 264 
(l) lnspektorat I, lnspektorat 11, dan lnspektorat llI mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di 
lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu. 

(2) Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usu! lnspektur Utama. 

Pasal 265 
Inspektorat I, Inspektorat 11, dan lnspektorat III membawahkan kelompok 

jabatan fungsional auditor. 

Pasal 266 
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, 
urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama. 

Pasal 267 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian 

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan progran1; 
b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lnspektorat Utama. 

Pasal 268 
Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan; dan 
b. Subbagian Umum. 

Pasal 269 

(I) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan 
laporan hasil pengawasan. 

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan 
rumah tangga Jnspektorat Utama. 
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BAB XI 

PUSAT PENELITIAN. DATA, DAN INFORMASI 

Pasal 270 
(1) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi adalah unsur pendukung tugas, 

fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris 
Utama. 

(2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat. 

Pasal 271 
Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang 
P4GN. 

Pasal272 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271. Pusat 

Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN; 
b. pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN; dan 
c. pelaksanaan urusan !ala usaha dan rumah tangga Pusat. 

Pasal 273 
Pusat Penelitian, Data, dan Inform~si terdiri alas: 
a. Bidang Penelitian dan Pengembangan; 
b. Bidang Data dan Informasi; dan 
c. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal274 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan program dan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang 
P4GN. 

Pasal 275 

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan kelompok jabatan 
fungsional peneliti. 

Pasal276 
Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN. 
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Pasal 277 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang 

Data dan lnformasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengelolaan data di bidang P4GN; dan 

b. pelaksanaan pembangunan sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN. 

Pasal 278 
Bidang Data dan lnformasi terdiri atas: 

a. Subbidang Pengelolaan Data; dan 

b. Subbidang Sistem dan Jaringan lnformasi. 

Pasal 279 
(I) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

data di bidang P4GN. 

(2) Subbidang Sistem dan Jaringan lnformasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan pembangunan sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN. 

Pasal 280 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan 

rumah tangga Pusat. 

BAB XII 
KELOMPOK AHLI 

Pasal 281 
Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan 

pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan 
kebijakan nasional di bidang P4GN. 

Pasal 282 
(I) Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para 
pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat. 

(3) Masa kerja Kelompok Ahli selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 
sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi Kepala Badan Narkotika Nasional. 

Pasal 283 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa 

jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Kepala BNN. 
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BAB XIII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 284 
Di lingkungan BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu 

sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 285 
Kelompok )abatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, 

mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 286 
(I) Kelompok )abatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, 

terdiri alas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat 
fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing­
masing. 

(3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. 

(4) )enis dan jenjang jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 

TATAKERJA 

Pasal 287 
Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan 
komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional. 

Pasal288 
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

334 



Pasal 289 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian 

intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya 
mekanisme uji silang. 

Pasal 290 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan 

bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 
secara berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 291 
(I) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi 

dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga 
internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui : 

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu 
jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional 
di bidang P4GN; 

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing 
dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan 

c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 292 
(I) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh 

empat) jam di bidang P4GN. 

(2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), 
BNN melalui lnstansi Vertikal segera mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan 
pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat 
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi 
pemerintah, dan pihak lain terkait. 

Pasal 293 
(I) Instansi Vertikal melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang 

diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 kepada Kepala BNN. 
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(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan 
dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN. 

Pasal 294 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XV 
ESELONISASI 

Pasal 295 
( 1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon I.a. 

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural 
eselon I.a. 

(3) Direktur, Jnspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro adalah jabatan struktural 
eselon II.a. 

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektoral, dan Kepala Bidang adalah jabatan 
struktural eselon III.a. 

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan 
struktural eselon IVa. 

BAB XVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 296 
( l) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis 

penunjang di lingkungan BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis. 

(2) Organisasi clan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diatur dalam Peraturan Kepala BNN tersendiri setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

Pasal297 
Organisasi clan tata kerja lnstansi Vertikal diatur dalam Peraturan Kepala 

BNN tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara clan reformasi 
birokrasi. 
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Pasal 298 
Struktur organisasi BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 299 
Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNN sebagaimana diatur dalam 

Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis 
dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara 
dan reformasi birokrasi. 

Pasal 300 
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Ketua BNN Nomor: PER/03/ 

IX/2008/BNN tanggal 8 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 301 
Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di : J a k a r t a, 

Pada tanggal : 12 Mei 2010 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Drs. GORIES MERE 

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
NOMOR 
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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

NOMOR 4 TAHUN 2010 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINS! DAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden 
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 
Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3671); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: BI 1068 IM.PAN­
RB I 05 I 2010 tanggal 12 Mei 2010; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
NARKOTIKA NASIONAL PROVINS! DAN BADAN 
NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA. 

BAB! 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINS! 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal I 
(I) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi 
vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan 
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. 

(2) BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 
Narkotika Nasional. 

(3) BNNP dipimpin oleh Kepala. 

Pasal 2 

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN 
dalam wilayah Provinsi. 

Pasal3 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi; 

b. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; 

c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten/Kota; 

d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP; 

e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan 

f. pelayanan administrasi BNNP. 

BNNP terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Bagian Tata Usaha; 

c. Bidang Pencegahan; 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal4 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 

e. Bidang Pemberantasan. 

Pasal 5 
Kepala BNNP mempunyai tugas: 

a. memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN 
dalam wilayah Provinsi. 

b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN 
dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 
wilayah Provinsi. 

Pasal6 
Bagian Tata Usaha mempunyai togas melaksanakan penyusunan rencana 

program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan 
administrasi. 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian 

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; 
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b. pelaksanaan urusan tata persuratan. pengelolaan logistik, dan urusan 
rumah tangga BNNP; 

c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan 
hubungan masyarakat; 

d. penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasal 8 
Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

a. Subbagian Perencanaan; 

b. Subbagian Logistik; dan 

c. Subbagian Admininstrasi. 

Pasal 9 
(I) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan 
kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbagian Logistik mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, 
pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP. 

(3) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat. 

Pasal 10 
Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN 

di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi. 

Pasal 11 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang 

Pencegahan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam 
wilayah Provinsi; 

b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; 
dan 

c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 
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Pasal 12 
Bidang Pencegahan lerdiri alas : 

a. Seksi Desiminasi Jnformasi; dan 

b. Seksi Advokasi. 

Pasal 13 
(I) Seksi Desiminasi Jnformasi mempunyai lugas melakukan penyiapan 

desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalan1 wilayah Provinsi, 
dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan 
Narkotika Nasional Kabupalen/Kola. 

(2) Seksi Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN 
di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan 
teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 

Pasal 14 
Bidang Pemberdayaan Masyarakal mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan leknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakal dan rehabililasi 
dalam wilayah Provinsi. 

Pasal 15 
Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan peran serla masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan 
masyarakal dan rehabililasi dalam wilayah Provinsi; 

b. pelaksanaan pemberdayaan allernalif P4GN di bidang pemberdayaan 
masyarakal dalam wilayah Provinsi; dan 

c. pelaksanaan bimbingan leknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakal 
dan rehabililasi kepada Badan Narkolika Nasional Kabupalen/Kola. 

Pasal 16 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri alas : 

a. Seksi Peran Serla Masyarakat; dan 

b. Seksi Pemberdayaan Alternatif. 

Pasal 17 
(I) Seksi Peran Serla Masyarakat mempunyai tu gas melakukan penyiapan 

peran serla masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan 
rehabililasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan leknis peran 
serla masyarakat kepada Badan Narkolika Nasional Kabupaten/Kota. 
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(2) Seksi Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam 
wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 

Pasal 18 
Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang 

pemberantasan dalam wilayah Provinsi. 

Pasal 19 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang 

Pemberantasan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi; 

b. pelaksanaan penyidikan, penindakan, clan pengejaran dalam rangka 
pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan clan peredaran 
gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktiflainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau clan alkohol dalam wilayah Provinsi; 

c. pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah 
Provinsi; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui 
intelijen clan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 

Pasal 20 
Bidang Pemberantasan BNNP terdiri atas: 

a. Seksi lntelijen; 

b. Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran; dan 

c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset. 

Pasal 21 

(I) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 
kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi clan penyiapan 
bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 

(2) Seksi Penyidikan, Penindakan,dan Pengejaran mempunyai tugasmelakukan 
penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, clan pengejaran dalam 
rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan clan 
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah 
Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 
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(3) Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, clan Asel mempunyai tugas 
melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, clan 
aset clalam wilayah Provinsi. 

BAB II 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA 

Bagian Pertama 

Kecludukan, Tugas clan Fungsi 

Pasal 22 
(1) Baclan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam 

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota 
adalah instansi vertikal Baclan Narkotika Nasional yang melaksanakan 
tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah 
Kabupaten/Kota. 

(2) BNNK/Kota berada di bawah clan bertanggungjawab kepacla Kepala Baclan 
Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP. 

(3) BNNK/Kota clipimpin oleh Kepala. 

Pasal 23 
BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, clan wewenang 

BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. 

Pasal 24 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud claJam Pasal 23, BNNK/ 
Kota menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat dan rehabilitasi; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan clalam rangka 
pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktiflainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wi!ayah Kabupaten/Kota; 

c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; 

d. penyusunan rencana program clan anggaran BNNK/Kota; 

e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan 

f. pelayanan administrasi BNNK/Kota. 
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BNNK/Kota terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha ; 
c. Seksi Pencegahan; 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 25 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Seksi Pemberantasan. 

Pasal 26 
Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas : 

a. memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang 
BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. 

b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN 
dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 
wilayah Kabupaten/Kota . 

Pasal 27. 

SubBagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 
penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan 
rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan 
masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan 
BNNK/Kota. 

Pasal 28 
(I) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten/ 
Kota. 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat 
dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota .. 

(3) Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 
kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan 
jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktiflainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota. 
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BABIII 
JUMLAH DAN LO KASI 

Pasal 29 
( l) Pada saat berlakunya Peraturan Kepala BNN ini, di lingkungan BNN 

terdapat 33 (tiga puluh liga) BNNP dan 75 (tujuh puluh lima} BNNK/Kota. 

(2) Jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampi ran III Peraturan 
Kepala BNN ini. 

Pasal 30 
(I) Penetapan jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada kriteria dan analisis beban kerja. 

(3) Penetapan jumlah, lokasi, dan pedoman kriteria BNNP dan BNNK/ 
Kota ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis 
dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara dan reformasi birokrasi. 

BAB IV 
ESELONISASI 

Pasal 31 
(I) Kepala BNNP adalah jab a tan struktural eselon II.a. 

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota adalah 
jabatan struktural eselon III.a. 

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. 

BABY 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 32 
Di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dapat dibentuk kelompok jabatan 

fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 

mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 34 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 

terdiri alas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat 
fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing­
masing. 

(3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan 
beban kerja. 

( 4) jenis dan jenjang jabatan fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur berdasarkan peraturan perundang­
undangan. 

BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal35 
Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan 

tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah 
terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Pasal 36 
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 37 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian 

intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya 
mekanisme uji silang. 

Pasal38 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan 

bertanggung jawab pada atasan masing-masing se°rta menyampaikan laporan 
secara berkala tepat waktu. 

Pasal 39 
(1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi 

dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/ 
Kola, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu. 
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(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui: 

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu 
jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional 
di bidang P4GN; 

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing 
dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; 

c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 40 
(I) Dalam rangka P4GN, BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 

24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN. 

(2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), BNNP 
dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan 
jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktiflainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjad i di wilayah setempat sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi 
pemerintah, dan pihak lain terkait. 

Pasal 41 
(1) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak 

awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Kepala 
BNN. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN. 

Pasal42 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal43 
( 1) Perubahan atas organisasi dan tat a kerja BNNP dan BNNK/Kota 

berdasarkan Peraturan Kepala BNN ini ditetapkan oleh Kepala BNN 
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung 
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jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

(2) Struktur organisasi BNNP dan BNNK/Kota adalah sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala BNN ini. 

Pasal 44 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 
degan penempatanya dalam Berita Negara Republik Indonesia 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 12 Mei 2 0 I 0 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 2010 

MENTERI HUKUM DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

Drs. GO RIES MERE 

TAMBAHAN BERITANEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN NOMOR 
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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Menimbang 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja 
organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium · Uji 
Narkoba Badan Narkotika Nasional dalam melakukan 
penyelenggaraan pelayanan pengujian sampel atau barang 
bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk 
kepentingan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan 
pelatihan diperlukan petunjuk dalam penyelenggaraan 
pelayanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji 
Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan 
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Mengingat 

Menetapkan 

Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada 
Lingkungan Badan Narkotika Nasional; 

I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3698; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5062; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2010 ten tang Badan Narkotika Nasional; 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 
tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); 

5. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: 
PER/Ol/IV/2008/BNN, tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan 
Narkotika Nasional. 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
522/MENKES/SK/Vl/2008, tanggal 6 )uni 2008 tentang 
Perubahan Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan 
Narkotika dan Psikotropika; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA 
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

BABI 

ketentuan umum 

Pasal I 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

I. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian, selain bertugas dalam hal ini pencegahan 
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dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan bahan adiktif 
lainnya. 

2. Kepala BNN adalah Pimpinan BNN yang bertanggungjawab dalam 
pelaksanaan tugas-tugas BNN dan berwenang menjatuhkan hukuman 
disiplin kepada Pegawai BNN yang terbuhi melakukan pelanggaran 
disiplin Pegawai BNN. · 

3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN selanjutnya disebut 
UPT Lab Uji Narkoba BNN. 

4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan. 

5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 
Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental dan perilaku. 

6. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat 
digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. 

7. Bahan baku/raw material adalah Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 
serta bahan kimia lainnya yang dapat berbentuk kristal, serbuk, atau cairan. 

8. Spesimen biologi adalah cairan, potongan '!tau bagian lainnya dari tubuh 
manusia, dapat berupa darah, plasma, serum, urine atau lainnya. 

Pasal 2 
(I) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh pejabat 

atau petugas di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dalam melaksanakan 
pelayanan laboratorium untuk pengujian sampel atau barang bukti 
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk keperluan pembuktian 
perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
pendidikan dan pelatihan. 

(2) Peraturan ini bertujuan agar penyelengaraan pelayanan pengujian 
sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang 
dilaksanakan oleh UPT Lab Uji Narkoba BNN memberikan hasil yang 
dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun teknis 
laboratorium. 
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Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi: 

a. pengertian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; 

b. persyaratan administrasi pengujian; 

c. persyaratan teknis pengujian; 

d. hasil pengujian laboratorium; 

e. pengambilan hasil pengujian laboratorium; 

f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; 

g. bantuan hukum. 

BAB II 
PERSYARATAN 

Bagian Kesatu 

Administrasi Pengujian 

Pasal4 
(l) Administrasi yang berhubungan dengan tata cara surat menyurat secara 

umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengujian Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk 
Administrasi Umum (Jukminu) yang berlaku di BNN. 

(2) Administrasi yang berhubungan dengan proses penyidikan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan. 

(3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pengujian di UPT Laboratorium 
Uji Narkoba BNN diatur sebagai berikut : 
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a. Pelayanan pengujian untuk keperluan pembuktian perkara (pro 
justitia) dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
BNN; 

b. Pelayanan pengujian untuk kegiatan rehabilitasi, ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya 
dibebankan pada lembaga/masyarakat yang memerlukan. 

( 4) Persyaratan administrasi yang diperlukan dalam melakukan pengujian 
sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 
untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan diatur 
sebagai berikut : 



a. Untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), persyaratan 
administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya, antara lain: 

1. surat permohonan pengujian ditujukan kepada Kepala BNN 
Up. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN (asli) 
disertai maksud permohonan pengujian, ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang; 

2. laporan kasus 
laporan/surat 
penyidik; 

atau laporan polisi atau laporan intel atau 
penyelidikan/penyidikan dari kesatuan 

3. Surat Perintah Tugas (Springas) dan/atau Penyidikan; 

4. berita acara penyitaan/pengambilan sampel atau barang 
bukti; 

5. berita acara penyisihan sampel atau barang bukti (bila 
diperlukan); 

6. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan 
sampel atau barang bukti; 

7. vis um et repertum atau surat keterangan bagi korban 
meninggal dari dokter forensik (bila diperlukan); 

8. laporan kemajuan hasil penyidikan (bila diperlukan). 

b. Untuk keperluan rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta pendidikan dan pelatihan, persyaratan administrasi yang 
diperlukan sekurang-kurangnya diatur sebagai berikut : 

1. surat permohonan pengujian dan ditandatangani oleh 
yang berwenang dari Rumah Sakit/Klinik, Kepala/ 
Direktur Penyelenggara Pendidikan, Pejabat Instansi yang 
berwenang; ditujukan kepada Kepala BNN Up. Kepala UPT 
Laboratorium Uji Narkoba BNN (asli}; 

2. menerangkan maksud dan/atau tujuan permohonan 
pengujian; 

3. kelengkapan administrasi lainnya (bila diperlukan) 

4. berita acara pengambilan, penyisihan, pembungkusan, 
penyegelan, pelabelan sampel atau barang bukti (bila 
diperlukan). 

(5) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
angka 2, terdapat tersangka dengan jumlah lebih dari satu dan 
masing-masing memiliki barang bukti yang akan diujikan 
di laboratorium serta diinginkan berita acara pengujian 
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laboratorium yang terpisah (split), surat permohonan 
dan kelengkapannya harus dibuat untuk masing-masing 
tersangka. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Teknis 

Pasal 5 
( l) Persyaratan teknisyang diperlukan untuk pelayanan pengujian laboratorium 

terhadap sampel uji atau barang bukti berbentuk tanaman, bahan baku/raw 
material, dan bentuk sediaan lainnya diatur sebagai berikut: 

a. sampel atau barang bukti yang diujikan sesuai dengan rincian yang 
tercantum dalam surat permohonan dan berkas lampirannya. 

b. apabila berupa tanaman, seluruh bagian dari tanaman (batang, daun, 
bunga, dan biji) agar dikirimkan semuanya; 

c. apabila berupa bentuk sediaan lainnya (tablet, kapsul, ampul dan lain­
lain) dan bahan baku/raw material, agar dikelompokan sesuai dengan 
bentuk dan jenisnya; 

d. apabila berupa peralatan medis atau bahan-bahan sisa penggunaan/ 
penyalahgunaan (spuit, sisa puntung rokok, alat hisap, alumunium 
foil) agar dikumpulkan secara terpisah; 

e. apabila berupa cairan dari satu atau beberapa wadah dikelompokkan 
menurut nomor lot dan/atau karakteristiknya; 

f. jumlah sampel atau barang bukti yang dikirimkan agar memenuhi 
kaidah sampling dan dapat rriewakili populasi sampel atau barang 
bukti dimaksud. 

(2) Persyaratan teknis untuk sampel uji atau barang bukti berbentuk spesimen 
biologi : 
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a. kondisi sampel atau barang bukti sesuai dengan rincian yang tercantum 
dalam surat permohonan dan berkas lampirannya; 

b. jumlah sampel yang dikirimkan diatur sebagai berikut : 
urine paling sedikit 50 (lima puluh) mililiter (ml) dalam satu 
botol; 

darah paling sedikit 10 (sepuluh) mililiter (ml) atau; 

plasma/serum paling sedikit 5 (lima) mililiter (ml); 

untuk setiap jenis pengujian; 

c. wadah sampel terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, bebas 
kontaminan, dan tidak bereaksi kimia terhadap sampel, tertutup 



dengan baik, tersegel, tidak bocor dan diberi identitas atau dilabel; 
d. sampel spesimen biologi harus dipastikan tidak terdapat zat atau 

barang/materiil yang ditambahkan yang akan mempengaruhi hasil 
pengujian. 

(3) Persyaratan teknis pengemasan, penyegelan/pelabelan, pengiriman, 
keamanan, dan kerahasia~n : 

a. pengemasan dilakukan dalam wadah yang baik, tidak bocor dan 
disusun teratur, dibungkus dan dilak segel serta diberi label segel; 

b. untuk menghindari kerusakan/degradasi, sampel spesimen biologi 
agar dikirimkan ke laboratorium sesegera mungkin, tidak melebihi 24 
(dua puluh empat) jam; 

c. untuk sampel atau barang bukti specimen biologi sebaiknya dikemas 
dalam termos dingin yang diberi ice pack selama dalam pengiriman; 

d. sampel atau barang bukti untuk keperluan penyidikan/pro justitia 
dikirimkan dalam kondisi dibungla1s, terlabel dan dilak segel; 

e. pembukaan bungkus dan segel sampel atau barang bukti untuk 
keperluan pro justitia disaksikan minimal 2 ( dua) orang (pengirim dan 
petugas laboratorium); 

f. agar selalu dijaga keamanan dan kerahasiaan sampel atau barang bukti 
yang akan diujikan. 

BAB III 

HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM 

Pasal6 
(I) Has ii pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh UPT Lab Uji Narkoba 

BNN bersifat final. 

(2) Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (!}, 
dituangkan dalam bentuk: 

a. berita acara pengujian: untuk keperluan pembuktian perkara (pro 
justitia); 

b. surat keterangan hasil pengujian: untuk keperluan non pro justitia. 
(3) Berita acara pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dituangkan secara tertulis ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh 
Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN. 

(4) Surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dituangkan secara tertulis menggunakan Kop BNN dan ditanda 
tangani oleh penguiji UPT Lab Uji narkoba BNN. 
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(5) Terhadap sisa sampel atau barang bukti hasil pengujian, akan dilakukan 
pembungkusan, penyegelan serta pelabelan dan selanjutnya akan 
diserahkan kepada penyidik. 

(6) Dokumen hasil pengujian di UPT Lab Uji Narkoba BNN berupa surat­
surat, berita acara, laporan/catatan pengujian (termasuk lampiran) harus 
didokumentasikan dan/atau disimpan dengan baik; 

(7) Setelah 3 (tiga) tahun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat 
dimusnahkan oleh petugas atau pejabat UPT Lab Uji Narkoba BNN. 

BAB IV 

PENGAMBILAN HASIL UJI LABORATORIUM 

Pasal 7 

Pengambilan hasil uji laboratorium hanya dapat dilakukan oleh petugas 
yang telah ditunjuk, dengan menunjukan surat tanda terima berkas/sampel asli 
yang dikeluarkan UPT Lab Uji Narkoba BNN dan/atau dengan menunjukan 
surat keterangan penunjukan dari pejabat yang berwenang. 

BABY 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal8 

(I) Untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 
di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN agar berjalan dengan baik, 
diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dimaksudkan untuk : 

a. Meningkatkan mutu pelayanan laboratorium; 

b. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga teknis/petugas 
laboratorium; 

c. Penelitian dan pengembangan laboratorium melalui riset pengujian 
bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; 

Pasal 9 
Pelaporan rekapitulasi hasil pengujian laboratorium disampaikan kepada 

Kepala BNN secara berkala. 
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BAB VI 
BANTUAN HUKUM 

Pasal 10 
(1) Pelaksanaan uji laboratorium oleh petugas UPT Lab Uji Narkoba BNN 

rnerupakan rangkaian/tahapan proses pengujian laboratorium terhadap 
sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor untuk 
keperluan pernbuktian perkara (pro justita) atau non pro justitia. 

(2) Dalam rnenjalankan tugasnya, petugas pengujian di UPT Lab Uji Narkoba 
BNN rnendapatkan perlindungan hukum dan kearnanan sehingga terbebas 
dari rasa kuatir dan rasa takut. 

(3) Bilamana petugas UPT Lab Uji Narkoba BNN yang melakukan pengujian 
untuk kepentingan pro justitia diminta untuk memberikan keterangan 
pada persidangan maka petugas laboratorium berhak mendapatkan 
perlindungan hukum dan keamanan dari BNN dan/atau instansi terkait 
yang berwenang. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal II 
(I) Ketentuan lain yang berkaitan dengan metode pengujian sampel a tau barang 

bukti Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dapat dijadikan rujukan atau 
saling melengkapi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. 

(2) Ketentuan lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (!), pelaksanaannya 
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP). 

(3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Kepala UPT 
Laboratorium Uji Narkoba BNN. 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Mei 20 I 0 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Drs. GORIES MERE 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 
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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

NOMOR 6 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN WADAH PERAN SERTA M ASYARAKAT 

Menimbang 

Mengingat 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 108 ayat (2) Undang­
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk 
mengkoordinasikan wadah peran serta masyarakat dalam 
usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan 
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol. dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala 
Badan Narkotika Nasional tentang Pembentukan Wadah 
Peran Serta Masyarakat; 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2010 Tentang Badan Narkotika Nasional; 

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 
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4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
TENTANG PEMBENTUKAN WADAH PERAN SERTA 
MASYARAKAT. 

BAB! 

RUANG LINGKUP 

Pasal l 
Ruang lingkup peraturan ini meliputi: 

a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan 
membantu pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan 
membantu pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya 
(P4GN) kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

BABU 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 2 
(1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk: 

a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

b. melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

(2) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 
diwujudkan dalam bentuk: 

362 

a. mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan 
adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekursor 
dan bahan adiktiflainnya kecuali bah an adiktif tembakau dan alkohol; 
dan 



b. desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan 
penjangkauan penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika, 
Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol. 

BAB III 

WADAH PERAN SERTA MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 

Bentuk 

Pasal 3 
(I) Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat 

pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan. 

(2) Keanggotaan wadah peran serta masyarakat berasal dari Organisasi Non 
Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi dan 
misi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif 
lainnya (P4GN). 

Pasal 4 
(I) Badan Narkotika Nasional (BNN) memfasilitasi dan mengkoordinasikan 

penentuan bentuk dan susunan organisasi, rincian tata kerja, penunjukan 
pimpinan, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat. 

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pada tingkat pusat 
dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat. 

(3) Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi dan pada 
tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten/Kota. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 5 
Wadah peran serta masyarakat mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian 
Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam 
penyiapan bahan masukan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional 
di bidang P4GN; 
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b. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian 
Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam 
pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; 

c. melaksanakan pengawasan intern dan koordinasi pengawasan pengelolaan 
dukungan operasional yang berasal dari anggaran Badan Narkotika 
Nasional; dan 

d. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian 
Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; 

Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wadah 

peran serta masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi dengan Deputi Pemberdayaan Masyarakat dalam 
pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian penyiapan 
bahan masukan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang 
P4GN; 

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran wadah 
peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN; 

c. pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 
P4GN; 

d. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; 

e. pelaksanaan pengawasan intern pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 
P4GN; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan Inspektur Utama BNN dalam rangka 
pengawasan pengelolaan dukungan operasional yang berasal dari anggaran 
BNN;dan 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

Pasal 7 
(I) Bentuk, susunan organisasi dan rincian tata kerja wadah peran serta 

masyarakat disusun oleh Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat. 
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(2) Bentuk dan susunan organisasi dan rincian tata kerja wadah peran serta 
masyarakat ditetapkan dengan peraturan Kepala BNN. 

(3) Pimpinan, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat 
dikukuhkan oleh Kepala BNN. 

Pasal 8 
Pimpinan, pengurus, dan keanggotaan · wadah peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ditentukan oleh pimpinan 
Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk masa 
jabatan paling lama 2 ( dua) tahun. 

Pasal 9 
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan wadah peran serta masyarakat, wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun menjadi pimpinan Organisasi 
Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di 
bidang P4GN; 

e. memiliki integritas moral yang tinggi clan reputasi yang baik dalam 
memimpin organisasi; 

f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; clan 

g. tidak menjadi pengurus partai politik. 

Pasal 10 
Keanggotaan wadah peran serta masyarakat selain harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), juga harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 

a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 

b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi pembinaan organisasi 
kemasyarakatan; clan 

c. tidak menjadi perpanjangan dari suatu organisasi lain baik di dalam 
maupun di luar negeri. 
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BAB IV 

KEWAJIBAN PEN GURUS 

Pasal 11 
Semua unsur di lingkungan wadah peran serta masyarkat dalam 

melaksanakan lugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan masyarakal di bidang 
P4GN. 

Pasal 12 
Setiap pimpinan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya 

Masyarakal bertanggung jawab memimpin clan mengkoordinasikan anggota 
masing-masing clan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang P4GN. 

Pasal 13 
Pimpinan wadah peran serla masyarakal senanliasa melaksanakan koordinasi 
dengan Deputi Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal 14 
Pimpinan wadah peran serla masyarakat berkewajiban untuk: 

a. melaksanakan pengawasan intern clan koordinasi pengawasan dengan 
Inspeklur Ulama serta memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang; 

b. berlanggung jawab alas penyelenggaraan tugas clan fungsi wadah peran 
serla masyarakat clan menyampaikan laporan evaluasi clan pelaksanaan 
kebijakan nasional di bidang P4GN kepada Deputi Pemberdayaan 
Masyarakat. 

Pasal 15 
Pejabat di lingkungan bidang pemberanlasan berkewajiban untuk: 

a. memberikan pelayanan kepada masyarakal dalam mencari, memperoleh, 
memberikan informasi, dan melaporkan tenlang adanya dugaan telah 
terjadi lindak pidana di bidang Narkotika, Psikolropika, Prekursor, dan 
bahan adik1iflainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

b. memberikan jawaban alas pertanyaan tentang laporan masyarakat yang 
diberikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional; dan 

c. mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan hukum pada saat 
masyarakat melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses 
peradilan. 

366 



BABV 

PEMBINAAN 

Pasal 16 
Pembinaan operasional wadah peran serta masyarakat dilaksanakan oleh: 

a. Deputi Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat pusat; 

b. Kepala BNN Provinsi pada tingkat Provinsi; dan 

c. Kepala BNN Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 17 
( 1) Kegiatan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat 

dibiayai secara mandiri. 

(2) Pembiayaan kegiatan operasional wadah peran serta masyarakat d.isamping 
berasal dari anggota, dapat didukung anggaran BNN. 

(3) Pertanggung jawaban pengelolaan anggaran yang berasal dari BNN 
disampaikan kepada Kepala BNN melalui Deputi Pemberdayaan 
Masyarakat. 

BAB VI 

LAIN-LAIN 

Pasal 18 
(1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini ditetapkan, 

organisasi wadah pecan serta masyarakat di tingkat pusat harus sudah 
dibentuk. 

(2) Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk 6 ( enam) bulan setelah 
pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 19 
Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Mei 2010 

KEPALA BAD AN NAR.KOTIKA NASIONAL, 

Diundangkan di Jakarta, 

pada tanggal 21 Mei 2010 

MENTERI HUKUM DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA 

PATRIALIS AKBAR 

Ors. GORIES MERE 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 252 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2010 

TENTANG 

PED OMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG 
SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA 

LAINNYA SECARA AMAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL, 

bahwa dalam penanganan barang sitaan Narkotika, Prekursor 
Narkotika dan bahan kimia lainnya terdapat kemungkinan 
terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan; 

a. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau 
mengurangi resiko sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu dilakukan pemusnahan terhadap barang sitaan 
tersebut; 

b. bahwa untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 
untuk melaksanakan Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, diperlukan suatu pedoman 
teknis; 
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Mengingat 

Menetapkan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 
tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan 
Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan 
Kimia Lainnya Secara Aman. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
tanggal 12 Oktober 2009 tentangNarkotika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) 

I. United Nations Convention Against 1be Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 yang 
sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1997. 

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 
Narkotika Nasional; 

MEMUTUSKAN 

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN 
BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR 
NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA 
AMAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

I. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan 
yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang 
dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel 
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
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3. Bahan Kimia lainnya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal 
maupun campuran yang digunakan dalam pembuatan narkotika tetapi 
tidak termasuk dalam tabel Prekursor sebagaimana terlampir dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

4. Penanganan adalah langkah-l angkah prosedur kerja untuk menangani 
barang sitaan Narkotika, prelnirsor Narkotika dan bahan kimia lainnya yang 
dilaksanakan sebelum proses pemusnahan. 

5. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan 
barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari 
Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan 
oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam ha! unsur pejabat tersebut 
tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu 
pejabat atau anggota masyarakat setempat. 

BAB II 

PENETAPAN PEMUSNAHAN 

Pasal 2 
Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga 

Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan 
Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik. 

Pasal3 
Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan 

Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

BAB III 

PEMUSNAHAN 

Pasal 4 
Penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman 

dapat dilakukan penyidik dengan beberapa cara seperti yang tertera dalam 
lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini. 
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Pasal 5 
( 1) Pemusnahan disaksikan oleh unsur dari Kejaksaan Negeri setempat, Din as 

Kesehatan Propinsi setempat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) Propinsi setempat. 

(2) Dalam ha! para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), tidak dapat 
menghadiri pemusnahan tersebut maka sebagai saksi dapat bertindak 
pejabat lain dan masyarakat setempat. 

Pasal6 
( 1) Berita acara pemusnahan dibuat oleh penyidik yang melakukan 

pemusnahan tersebut dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) 
jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara 
tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia setempat yang rnenangani perkara tersebut dan tembusan berita 
acaranya disarnpaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua 
Pengadilan Negeri seternpat, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat, 
dan Kepala BPOM Propinsi setempat, sebagairnana tercantum dalam 
larnpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Kepala BNN ini. 

(2) Sisa pemusnahan dibuang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan 
Lampiran III Peraturan Kepala BNN dan dibuat berita acara pembuangan 
sisa pemusnahan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak 
pembuangan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini. 

BAB IV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 
dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 )uni 20 l 0 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Juni 2010_ 

MENTER! HUKUM DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

Ors. GORIES MERE 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 318 
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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

NOMOR 9 TAHUN 2010 

TENTANG 

KELOMPOK AHLI 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL, 

bah,va dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 
Narkotika Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kelompok Ahli; 

I. Undang--Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN KEPALA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL 
TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NARKOTIKA 
NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

I. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Presiden. 

2. Kepala Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut Kepala BNN. 

3. Kelompok Ahli yang selanjutnya disebut Pok Ahli adalah jabatan fungsional 
non struktural. 

4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Bah an Adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan Alkohol selanjutnya disingkat P4GN. 

BABll 

POK AHLI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Pasal 2 
(I) Pok Ahli merupakan jabatan keahlian yang berada di luar struktur 

organisasi BNN. 

(2) Pok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

Bagian Kedua 
Struktur Organisasi 

Pasal 3 
Susunan Organisasi Pok Ahli terdiri dari: 

a. Kepala BNN; 

b. Koordinator Pok Ahli; dan 

c. Anggota Pok Ahli. 

Pasal 4 

Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai Ketua 
ex-officio merangkap anggota. 
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Pasal 5 

(I) Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb, berasal 
dari anggota Pok Ahli, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota Pok 
Ahli atau penunjukan langsung oleh Kepala BNN. 

(2) Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Kepala BNN. 

Pasal 6 
(I) Anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diangkat 

dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Pok Ahli 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Anggota Pok Ahli ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN. 

Pasal 7 
(I) Keanggotaan Pok Ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang. 

(2) Keanggotaan Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dari 
pakar di bidang P4GN, pakar hukum, dan tokoh masyarakat. 

Pasal 8 

(I) Keanggotaan Pok Ahli memiliki masa kerja selama 2 (dua) tahun, dan 
dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi Kepala BNN. 

(2) Batas usia Pok Ahli paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 9 
Pok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, pendapat dan saran, 

dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan 
kebijakan nasional di bidang P4GN, atau masalah lain sesuai dengan bidang 
keahlian masing-masing. 

Pasal 10 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pok Ahli 

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan 
saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam: 
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a. penyusunan dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang P4GN; 

b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang 
P4GN; 

c. penyusunan dan perumusan perencanaan, program, dan kegiatan BNN; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan perencanaan, program, dan 
kegiatan BNN; dan 

e. pelaksanaan tug as lain sesuai penugasan Kepala BNN. 

BAB III 
TATA CARA KERJA 

Pasal 11 
Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Koordinator Pok Ahli. 

Pasal 12 
Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain 

membantu pelaksanaan tugas Kepala BNN, memiliki tugas dan tanggung jawab 
mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengintegrasikan anggota dalam 
memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala 
BNN. 

Pasal l3 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 , Koordinator Pok Ahli menyelenggarakan fungsi, sebagai 
berikut: 

a. pelaksanaan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian 
pelaksanaan tugas dan fungsi Pok Ahli; 

b. pe!aksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan 
kepada Kepala BNN dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas 
kinerja Pok Ahli; 

c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan penugasan Kepala BNN 

Pasal 14 

Anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memiliki 
tugas memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang 
P4GN kepada Kepala BNN sesuai dengan bidang keahlian masing-masing 
melalui Koordinator Pok Ahli. 
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Pasal 15 
Anggota Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberian masukan, pendapat 

dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam: 

a. penyusunan dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang P4GN; 

b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang 
P4GN; 

c. penyusunan dan perumusan perencanaan, program dan kegiatan BNN; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan perencanaan, program dan 
kegiatan BNN; 

Pasal 16 
(I) Pok Ahli dalam melaksanakan tu gas wajib menerapkan prinsip: 

a. koordinasi; 

b. integrasi; 

c. sinkronisasi; dan 

d. simplifikasi. 

(2) Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinir oleh 

Koordinator Pok Ahli. 

Pasal 17 

(I) Dalam melaksanakan tu gas dan fungsi, Pok Ahli mengadakan rapat paling 
sedikit l (satu) kali dalam I (satu) bulan. 

(2) Dalam memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan Pok 

Ahli membuat I (satu) naskah akademis setiap l (satu) tahun sekali. 

(3) Dalam ha! dianggap perlu, Pok Ahli dapat diikutsertakan dalam 

keanggotaan kelompok kerja. 
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BABIV 

PENGORGANISASIAN, TU GAS, DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Pengorganisasian 

Pasal 18 
Keanggotaan Pok Ahli terdiri atas: 

a. Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan; 

b. Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri; 

c. Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan; 

d. Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; 

e. Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan; 

f. Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran; 

g. Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN; 

h. Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen; 

1. Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik; 

j. Pok Ahli Bidang Kriminologi; 

k . Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi; 

I. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Baral; 

m. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Tengah; 
dan 

n. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Timur. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 19 
Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan, selain 

mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di 
bidang pengembangan organisasi/kelembagaan kepada Kepala BNN. 
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Pasal 20 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan dalam 
melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pengembangan 
organisasi/kelembagaan; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pengembangan 
organisasi/kelembagaan; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pengembangan 
organisasi/kelembagaan; 

d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
pengembangan organisasi/kelembagaan. 

Pasal 21 
Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri, selain mempunyai tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang 
hubungan luar negeri kepada Kepala BNN. 

Pasal 22 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas 
juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan luar 
negeri; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan luar 
negerii 

c. Penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan luar 
negeri; 

d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
hubungan luar negeri. 

Pasal 23 
Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan, selain 

mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tu gas 
melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di 
bidang hubungan sosial kemasyarakatan kepada Kepala BNN. 
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Pasal 24 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan dalam 
melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan sosial 
kemasyarakatan; 

b. penyusunan clan perumusan telaahan clan kajian di bidang hubungan sosial 
kemasyarakatan; 

c. penyusunan clan perumusan naskah akademis di bidang hubungan sosial 
kemasyarakatan; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan clan pengkajian di bidang 
hubungan sosial kemasyarakatan. 

Pasal 25 
Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, selain mempunyai 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di 
bidang hubungan antar lembaga kepada Kepala BNN. 

Pasal 26 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan 
tugas juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data clan informasi di bidang Hubungan 
Antar Lembaga; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan antar 
lembaga; 

c. penyusunan clan perumusan naskah akademis di bidang hubungan antar 
lembaga; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
hubungan antar lembaga. 

Pasal 27 
Anggota Pok Ahli Bidang Hukum clan Perundang-undangan, selain 

mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tu gas 
melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di 
bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Kepala BNN. 
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Pasal 28 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15, Anggota Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam 
melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hukum dan 

perundang-undangan; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hukum dan 
perundang-undangan; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hukum dan 
perundang-undangan; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hukum 
dan perundang-undangan. 

Pasal 29 
Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran, selain mempunyai tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang tata 
kelola anggaran kepada Kepala BNN. 

Pasal 30 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran dalam melaksanakan tugas juga 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang tata kelola 
anggaran; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang tata kelola 
anggaran; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang tata kelola 
anggaran; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang tata 
kelola anggaran. 

Pasal 31 
Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN, selain 

mempunyai tu gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di 
bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN kepada Kepala BNN. 
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Pasal 32 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15, Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN dalam 
melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang penelitian dan 
pengembangan P4GN; · 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang penelitian dan 
pengembangan P4GN. 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis penyusunan dan perumusan 
naskah akademis di bidang penelitian dan pengembangan P4GN; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
penelitian dan pengembangan P4GN. 

Pa~al 33 

Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi lntelijen, selain mempunyai tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala 
BNN di bidang teknologi Intelijen. 

Pasal 34 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi lntelijen dalam melaksanakan tugas juga 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang teknologi 

intelijen; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang teknologi 
intelijen; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang teknologi intelijen; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
teknologi intelijen. 

Pasal 35 
Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik, selain mempunyai tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang 
komunitas terapeutik kepada Kepala BNN. 
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Pasal 36 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik dalam melaksanakan tugas 
juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang komunitas 
tcrapeutik; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang komunitas 
terapeutik; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang komunitas 
terapeutik; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
komunitas terapeutik. 

Pasal 37 
Anggota Pok Ahli Bidang Kriminologi, selain mempunyai tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Kriminologi kepada 
KepalaBNN. 

Pasal 38 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15, Angota Pok Ahli Bidang Kriminologi dalam melaksanakan tugas juga 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang kriminologi; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang kriminologi; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang kriminologi; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
kriminologi. 

Pasal 39 
Anggota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi selain mempunyai tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian masukan, pendapat dan saran dan pertimbangan di bidang 
manajemen rehabilitasi kepada Kepala BNN. 

Pasal 40 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Angota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas 
juga menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang manajemen 
rehabilitasi; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang manajemen 
rehabilitasi; 

a. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang manajemen 
rehabilitasi; 

b. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
manajemen rehabilitasi. 

Pasal 41 
Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah 

Bara!, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga 
mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan 
pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah barat 
kepada Kepala BNN. 

Pasal 42 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal JS, 

Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Baral 
dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah barat; 

b. Penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah barat; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah barat; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah barat. 

Pasal43 
Angota Pok Ahli Bidang . Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah 

Tengah, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga 
mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan 
pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah tengah 
kepada Kepala BNN. 

Pasal 44 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l S. 

Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Tengah 
dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah tengah; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah tengah; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah tengah; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah tengah. 

PasaI 45 
Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah 

Timur, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga 
mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan 
pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah timur 
kepada Kepala BNN. 

Pasal 46 
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Timur 
dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah timur; 

b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah timur; 

c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan 
masyarakat Indonesia wilayah timur; 

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang 
pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah timur. 

BABY 

PEMBIAYAAN 

Pasal47 
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pok Ahli 

didukung dari anggaran BNN. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 
Perubahan pembentukan Pok Ahli ditetapkan oleh Kepala BNN setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ya·ng bertanggung jawab di bidang 
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

Pasal 49 
Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarata 

Pad a tanggal 20 I 0 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Ors. GORIES MERE 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 20 I 0 

MENTER! HUKUM DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 371 
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